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AT

BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR {0 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Menimbang

Mengingat

> L.

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dianggap perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun Anggaran 2023;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun Anggaran 2023 memuat arah kebijakan
pembangunan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan
komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian
kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Simalungun tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia @ Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 i
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); -

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

'

12.

13.

14.

15.

16.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);



17,

18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6487);



24.
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26.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019 Nomor 50);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Simalungun Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2012 Nomor 10 Seri D Nomor 10);



34.

35.

36.
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38.

39.

40.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolog Masagal
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017
Nomor 3 Seri D Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 1);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program
dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi
Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1763);

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi
Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2016 Nomor 285) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan,
Inspektorat Kabupaten, KORPS Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 351);
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 518)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Simalungun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 524);



Menetapkan

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

10.

Bupati adalah Bupati Simalungun.

Daerah adalah Kabupaten Simalungun.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Simalungun yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten
Simalungun adalah dokumen rencana pembangunan untuk
periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan, visi,
misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka
panjang periode 2005-2025.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah
dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah
dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

3

12

13.

14.

15.

16.

17,

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan
datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk
mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah Rencana
Kerja yang dituangkan kedalam KUA PPAS Tahun Anggaran
2023 yang merupakan kegiatan prioritas.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun

2023 adalah sebagai dasar perumusan rancangan akhir Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023, penyusunan

rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.



Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

berisi program-program prioritas yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan
pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika
penyusunan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB 11 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIII : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH
BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 30 Juwnl 2022




“Pemerintah Kabupaten Simalungun

SISTEMATIKA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
( RKPD ) TAHUN 2023
KABUPATEN SIMALUNGUN

BAB I PENDAHULUAN

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Latar Belakang

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Simalungun Tahun 2023.

Dasar Hukum Penyusunan

Hubungan Antar Dokumen

Maksud dan Tujuan

Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1.
3.2.

Kondisi Umum Kondisi Daerah
Aspek Geografi Dan Demografi
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek PelayananUmum

Aspek Daya Saing Daerah

Daerah

(RKPD)

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD

Permasalahan dan Perumusan Isu Strategis

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.
4.2.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1.
6.2.

Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Utama

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023



A4 pPemerintah Kabupaten Simalungun

BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan
keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kemudian
menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah
meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu.

Dokumen RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah,
rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber
lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Didasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satukesatuan sistem
perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap
pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis,
terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan
komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan
pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan
penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Simalungun Periode Tahun 2021-
2026 yang akan disusun dengan mempedomani Peraturan menteri Dalam Negeri
Republik Indonesian Nomor 86 Tahun 2017 pasal 147 ayat 1, 2, dan 3 diuraikan dan
diterjemahkan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun sesuai
dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/ 16/SJ bahwa RKPD tahun
2023 juga mempertimbangkan program kepala daerah terpilih sebagaimana diuraikan

dari visi dan misi kepala daerah terpilih periode tahun 2021-2024 yang mana
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nantinya akan disinkronkan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia Periode Tahun 2020-2024 serta Visi dan Misi Gubernur Sumatera
Utara Periode Tahun 2019-2023, dan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional. Selain itu juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah
atasan terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), RKPD Kabupaten Simalungun
Tahun 2023 mengakomodir kebijakan penanganan dan penanggulangan dampak
sosial dan ekonomi masyarakat serta peningkatan SDM melalui program dan kegiatan
yang direncanakan akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 melalui program-
program prioritas perangkat daerah terkait.

RKPD Tahun 2023 mempunyai arti penting dalam pelaksanaan pembangunan
Simalungun menyelesaikan amanat-amanat dan target-target yang akan dituangkan
dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun
2023 merupakan penjabaran tahun kedua periode perencanaan pembangunan Tahun
2021-2026,dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada
tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun
pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah
serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musrenbang yang secara
partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Nagori/Kelurahan, Kecamatan dan
Kabupaten yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Provinsi.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan
yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal
sebagai berikut :

a. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan dokumen yang secara
substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan
program kepala daerah terpilih yang akan ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Simalungun Tahun 2021-2026 yang nantinya akan menjadi Rencana Strategis
(RENSTRA) Perangkat Daerah untuk tahun pertama RPJMD Kabupaten
Simalungun Periode 2021-2026;

b. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 memuat arahan operasional
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh
Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2023;

c. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan acuan Kepala Daerah
dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 dan
menentukan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023;

d. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan salah satu instrumen

evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi
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terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian
kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah hingga tahun berkenaan.

1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Simalungun Tahun 2023.

Penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dilaksanakan melalui

pendekatan perencanaan sebagai berikut :

1)

Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas
dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.Pendekatan ini memadukan antara
arahan yang bersifat mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah
dan Pemerintah Provinsi) dengan kepentingan Pemerintah Daerah bersama
masyarakat. Dalam prakteknya perencanaan dilaksanakan menurut jenjang
pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan
musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja,
mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan

ini tercermin pada RKPD berupa adanya :

a. Sinergi dengan RKPD dan RENJA OPD Provinsi Sumatera Utara, RKP dan

RENJA Kementerian/Lembaga;

b. Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Simalungun;
c. Konsisten dengan RTRW Daerah;

d. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem;

e. Sinergi dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan
global sepertisustainable development goals (SDGs), pemenuhan Hak Asasi
Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.

Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakomodasi kebutuhan-

kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan

dan kabupaten/kota, Pra Musrenbang, dan Musrenbang Provinsi. Dilaksanakan
sejak Bulan Januari Tahun 2022, dengan hasil prioritas usulan dari setiap
tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Provinsi.

Pendekatan ini mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat luas

melalui jenjang pemerintahan dan struktur kemasyarakatan dari bawah.

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan

melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari

tingkat nagori/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan
perencanaan ini tercermin dari adanya :

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi
masyarakat sekaligus untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan

program Kabupaten Simalungun;
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b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat
tentang prioritas pembangunan daerah;

c. Mempertimbangkan hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan,

ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat

dari Akademisi dan praktisi pembangunan. Pendekatan ini dilaksanakan

pemerintah daerah melalui kewenangan tugas pokok dan fungsi OPD, yang

implementasinya tercermin dari :

a. Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;

b. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan
pemerintahan daerah masa kini;

c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan
RKPD;

d. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan;

e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal
daerah);

f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja;

g. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;

h. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun
berikutnya;

Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi

kepentingankepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang
ditunjukan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun. Dalam pelaksanaannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek perencanaan hal-hal
yang bersifat politik strategis dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan
baku sebagai pedoman bersama dalam perencanaan pembangunan dari waktu ke
waktu, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Dalam
konteks penyusunan RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan amanat RPJM
Nasional Tahun 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-
2023 dengan tetap mengacu pada RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-
2025. (Tahun 2021-2025 merupakan tahapan pembangunan kelima RPJPD
Kabupaten Simalungun). yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus
dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD
berupa :
a. Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala OPD membahas hal-hal
strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya
masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Tahun 2023;
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Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang
Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh
DPRD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan langsung pada
Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyepakati rumusan rancangan RKPD
Tahun 2023;

Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk
menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen

perencanaan termasuk RAPBD;

5) Pendekatan Demokratis dan PartisipatifyaituPendekatan ini mengakomodasi

secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa:

a.

Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam
proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD;
Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan
non pemerintah dalam pengambilan keputusan;

Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;

d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum

perempuan dan kelompok marjinal;

Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD;

Pelibatan media;

Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan
perencanaan partisipatif;

Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan
keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan

tujuan, strategi.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD

Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1)

2)

Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan
berpedoman kepada target-target yang dituangkan dalam RPJM Nasional
Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
dengan tetap mengarah kepada RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-
2025, yang kemudian ditelaah pencapaiannya melalui hasil evaluasi RKPD
Tahun 2022.

Penyusunan Rancangan RKPD yang merupakan hasil dari tahapan awal yang
dimulai dari Musrenbang Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari hasil
Musrenbang tingkat Nagori dan Kecamatan, hasil pembahasan dalam Forum
Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
Selanjutnya rancangan tersebut dibahas secara intensif melalui rangkaian

Musrenbang Kabupaten serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
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3) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023,
melalui tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappeda Provinsi,
PD/BIRO dan Kabupaten/Kota (desk trilateral meeting) pada rangkaian
Musrenbang Kabupaten, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD
Kabupaten Simalungun serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia
usaha dan komunitas.

4) Penyusunan dokumen RKPD 2023 yang berpijak kepada Rancangan Akhir
RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023, hasil Musrenbang Kabupaten dan
Musrenbang Propinsi serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan
prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD

2022.

Gambar : 1.1
Bagan Alir Perumusan Awal prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada
Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD

KAB/KOTA

RKPD kab/kota

S ..

Akhir RKPD
J

1.3. Dasar Hukum Penyusunan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 I-6




A4 pPemerintah Kabupaten Simalungun

RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 disusun berdasarkan pada :

1.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
DalamLingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6487);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CoronaVirus Disease 2019
(Covid-19);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 33);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2007 Nomor S Seri D Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012
Nomor 10 Seri D Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten
Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008
Nomor 16 Seri D Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 4);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
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Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan -
Badan, Inspektorat Kabupatendan Administrator Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285 Tahun 2016)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi
Badan - Badan, Inspektorat Kabupaten, Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah

Kabupaten Simalungun Nomor 351);

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang

telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan

RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan satu bagian yang utuh dari

manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun khususnya bagi

OPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD. Selanjutnya dalam kaitan

dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kabupaten Simalungun akan dijadikan landasan
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bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Sebagaimana telah
disampaikan, dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan
perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 214 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2
menjelaskan mengenai tujuan SPPN adala untuk menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5
yang berbunyi bahwa RPJMD yang akan disusun harus memperhatikan RPJP Daerah
dan RPJMN. Menurut undang-undang tersebut, rencana pembangunan terdiri dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam konteks hubungan
antar dokumen dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun
2023 ini beberapa dokumen perencanaan yang berhubungan satu sama lain yaitu:
RPJPD Kabupaten Simalungun, RTRW Kabupaten Simalungun, RPJMD Kabupaten
Simalungun, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RKPD Kabupaten Simalungun, RKPD
Provinsi Sumatera Utara, RKP Nasional, Renstra OPD Kabupaten Simalungun dan

Renja OPD Kabupaten Simalungun.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
pada bagian Kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263
menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya pasal 269 dan pasal
271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota
yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk
Kabupaten.Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua

hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Simalungun Tahun
2023 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem
perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana

ditunjukkan pada gambar 1.2
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Gambar 1.2
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RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 263 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014
RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi,
misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang
untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan
rencana tata ruang wilayah. Pasal 263 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 RPJMD
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan
Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Tahun 2023, Indonesia memasuki tahap keempat dalam rencana menengahnya yang
tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Bertepatan dengan ini juga, Indonesia memiliki

presiden baru dan kemudian memiliki rumusan kerja untuk masa kerjanya yang
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tertuang dalam Nawa Cita, sehingga RPJMN 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai
berikut :

Gambar 1.3.
Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional 2020-2024

RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 merupakan implementasi

dari visi, misi RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 serta mengacu pada
RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2020-
2024 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh
Kabupaten Simalungun. RPJMD Kabupaten Simalungun ini merupakan pedoman,
landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Kerja
Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Simalungun, dan RKPD Kabupaten
Simalungun tahunan. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting
dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan
melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematik melalui penetapan
peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. Kegiatan
penataan ruang terdiri dari 3 kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk
rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki
terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW
Kab/kota).

Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu

rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan
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pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam
penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini
diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalisasikan
dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan
sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. Seluruh dokumen perencanaan
pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah, harus mengacu,
memperhatikan dan menserasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan pemerintah provinsi dan pusat.

RKPD Kabupaten Simalungun yang disusun diserasikan dengan dokumen
RKPD Provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang). Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas
pembangunan daerah yang relevan dengan RKPD Kabupaten Simalungun, Provinsi
maupun Pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan
perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi,
potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar
dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam
rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan
perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang
kehidupan secara, terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam konteks
pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah
haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam
skala lokal RTRW Kabupaten, skala wilayah RTRW Provinsi dan skala nasional RTRW
Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan
memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai
macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan
pembangunan yang lebih efektif, efisien, bermanfaat secara maksimal dan
berkesinambungan di setiap wilayah pembangunan.

RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 telah dirancang untuk mendukung
RKP dimana pada Tahun 2023 memiliki tema Peningkatan Produktifitas untuk
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM: Kesehatan
dan Pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent
job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset
terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap
perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih
dan sanitasi, pembangunan ibu kota nusantara.

Dalam pencapaian 8 (delapan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara
dengan 54 (lima puluh empat) kegiatan strategis daerah, Pemerintah Kabupaten

Simalungun melalui RKPD Kabupaten Simalungun telah mengakomodir program dan
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kegiatan untuk mencapai target capaian 8 (delapan) prioritas pembangunan Provinsi

Sumatera Utara.

Gambar 1.4
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,
Daerah dan OPD
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Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran,
maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD
tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan
program dan kegiatan.Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula
mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk
mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD

dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 1.5

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah :

a.

Menjabarkan arahan umum RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025
periode kelima tahun kelima disesuaikan dengan prioritas pembangunan
daerah tahun 2022;

Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD dan masukan-masukan dari
masyarakat baik melalui Musrenbang maupun komunikasi publik lainnya.
Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi
prioritas pembangunan;

Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan
yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan;

Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan
Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan
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antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi
pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD tahun 2023 adalah untuk:

a.

Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBDserta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang akan disampaikan
kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota
Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun 2023 antara DPRD Kabupaten Simalungun dengan Bupati
Simalungun yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023;

Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
pembangunan daerah;

Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun
Rencana Kerja (Renja) OPD;

Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan

pembangunan.

1.6. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun Tahun 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

1.4. Hubungan Antar Dokumen

1.5. Maksud dan Tujuan

1.6. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.2. Aspek Geografi Dan Demografi
2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.5. Aspek Daya Saing Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 I-17



i
‘

=28 Pemerintah Kabupaten Simalungun

2.6. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan dan Perumusan Isu Strategis

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Daerah

6.2. Indikator Kinerja Utama

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Simalungun secara keseluruhan memiliki luas administrasi
4.372,50 km? atau 5,99 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan
luas wilayah tersebut Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten terluas ke-4
setelah Kabupaten Tapanuli Selatan (8,26 persen), KabupatenMandailing Natal (8,40
persen) dan Kabupaten Langkat (8,58 persen) di Sumatera Utara (BPS Provinsi
Sumut, 2019).

Secara administratif, Kabupaten Simalungun terdiri dari 32 Kecamatan, 386
Nagori (Desa) dan 27 Kelurahan, dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan
Hatonduhan (7,69 persen) sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan
Haranggaol Horison (0.94 persen). Batas-batas wilayah administratif Kabupaten
Simalungun, adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan daerah Kabupaten Asahan dan Kabupaten
Batubara.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Toba.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan daerah Kabupaten Karo.

Sebelah Tengah berbatasan dengan daerah Kota Pematang Siantar.

Tabel 2.1.
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun
No. Kecamatan Nagori |Kelurahan Luas Wilayah
Km Persentase
1 [Silimakuta 6 1 74,16 1,70
2 |Pamatang Silimakuta 10 0 79,68 1,82
3 |Purba 13 1 172,71 3,95
4 |Haranggaol Horison 4 1 40,97 0,94
5 |Dolok Pardamean 11 0 67,90 1,70
6 [Sidamanik 14 1 80,88 1,85
7 |Pamatang Sidamanik 9 1 137,80 3,15
8 |Girsang Sipangan Bolon 3 3 129,89 2,97
9 |Tanah Jawa 19 1 174,33 3,99
10 |Hatonduhan 9 0 336,26 7,69
11 |Dolok Panribuan 15 0 148,62 3,40
12 |Jorlang Hataran 12 1 93,70 2,14
13 |Panei 16 1 77,96 1,78
14 |Panombeian Panei 11 0 73,74 1,69
15 |Raya 12 5 261,56 6,53
16 |Dolok Masagal 9 0 105,77 2,64
17 |Dolok Silou 14 0 302,66 6,92
18 |Silau Kahean 16 0 228,74 5,23
19 |Raya Kahean 13 1 204,89 4,69
20 |Tapian Dolok 10 1 119,89 2,74
21 [Dolok Batu Nanggar 14 2 106,91 2,45
22 [Siantar 17 0 73,99 1,69
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No. Kecamatan Nagori |Kelurahan Luas Wilayah
Km Persentase

23 [Gunung Malela 16 0 96,74 2,21
24 [Gunung Maligas 9 0 51,39 1,18
25 |Hutabayu Raja 15 1 191,43 4,38
26 [Jawa Maraja Bah Jambi 8 0 38,97 0,89
27 [Pamatang Bandar 11 2 88,16 2,02
28 |Bandar Huluan 10 0 107,33 2,45
29 |Bandar 14 2 100,69 2,30
30 |Bandar Masilam 10 0 91,22 2,09
31 [Bosar Maligas 16 1 285,88 6,52
32 |Ujung Padang 19 1 228,49 5,23

Kabupaten Simalungun 386 27 4.372,50 100,00

Sumber: Simalungun Dalam Angka2020,BPS Kabupaten Simalungun

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Simalungun
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Sumber: Bappeda Kabupaten Simalungun Tahun 2022;

2.2. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.2.1. Geografi Wilayah

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Kabupaten di
Sumatera Utara yang terletak di bagian Timur Pesisir. Secara geografis, Simalungun

terletak pada 02°36°057-03°18’14” Lintang Utara dan 98°32’03”- 99°35°03” Bujur

Timur.

Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20-
1.400 m di atas permukaan laut dimana 75% lahannya berada pada kemiringan O-
15% sehingga dan memiliki letak yang cukup strategis serta berada di kawasan
Danau Toba, Parapat.

Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Karo, Toba, Samosir, Asahan, Batu Bara,

dan Kota Pematang Siantar.
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Rata-rata jarak tempuh dari masing-masing kecamatan di Kabupaten
Simalungun menuju ibukota Kabupaten adalah 51,42 km, dimana jarak terjauh

adalah Kecamatan Silou Kahean 127 km dan Kecamatan Ujung Padang 113 km.

2.1.2.Topografi Wilayah

Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20 - 1.400 m dari atas
permukaan laut (rata-rata 3369 m) dan dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori wilayah
berdasarkan ketinggian, yaitu :

1. Daerah dengan ketinggian 20 m — 389 m dari permukaan laut termasuk dalam
kategori dataran rendah yang meliputi Kecamatan Bandar, Pematang Bandar,
Ujung Padang, Siantar, Huta Bayu Raja, Tanah Jawa, Bosar Maligas, Dolok Batu
Nanggar dan Tapian Dolok dengan luas 2.160,83 km atau 49,26% dari luas
Kabupaten Simalungun.

2. Daerah dengan ketinggian 600 m — 920 m dari permukaan laut termasuk dalam
kategori dataran sedang yang meliputi Kecamatan Panei, Jorlang Hataran, Raya
Kahean, Sidamanik, Raya, Dolok Panribuan dan Girsang Sipangan Bolon dengan
luas 1.276,07 km atau 29,09% dari luas Kabupaten Simalungun.

3. Daerah dengan ketinggian 1.100 m - 1.400 m dari permukaan laut termasuk
dalam kategori dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Dolok Pardamean, Purba,
Silimakuta, Silau Kahean dan Dolok Silau dengan luas 939,70 km atau 21,65%
dari luas Kabupaten Simalungun.

Dengan topografi, cuaca dan curah hujan yang mencukupi menjadikan
Kabupaten Simalungun terkenal sebagai daerah penghasil (lumbung) beras dan
perkebunan dengan mata pencaharian penduduk yang terutama adalah usaha
pertanian tanaman pangan dan perkebunan, baik skala besar maupun perkebunan
rakyat. Wilayah Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian O — 1.600 meter di
atas permukaan laut (dpl). Luas Wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan

ketinggian dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Ketinggian
No Ketinggian (meter dpl) Luas (ha)
1. <100 83.738
2. 101 - 500 161.230
3. 501 - 1000 92.392
4. 1001 - 1500 99.701
5. > 1501 1.599

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

Letak Kabupaten Simalungun yang berada di dataran rendah hingga dataran
tinggi menyebabkan posisi kemiringan lahan juga berbeda-beda. Penyebaran
kemiringan lahan/lereng di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri dari : kemiringan
datar (0O — 2 %), landai (2 — 15 %), bergelombang/berbukit (15 — 40 %) dan curam ( >
40 %). Luas lahan berdasarkan penyebaran kemiringan lahan/lereng dapat dilihat

pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.3.
Luas Wilayah Kabupaten Simalungun
Berdasarkan Penyebaran Kemiringan Lahan/Lereng

No Kemiringan Lahan/Lereng Luas (ha) | Persentase (%)

1. | Datar (0% - 2%) 236.176 26,80

2. | Landai (2% - 15%) 92.387 36,61

3. | Bergelombang / Berbukit (15% - 40%) 82.252 22,95

4. | Curam (>40 %) 27.845 13,63
Jumlah 438.660 100,00

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

2.1.3. Hidrologi Wilayah

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri atas air
permukaan yaitu sungai, rawa dan air bawah tanah. Sesuai dengan Peraturan
Menteri PU nomor 11.A/PRT/M/2006 tentang Sungai dan Satuan Wilayah Sungai,
maka sungai-sungai di wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan lintas
wilayahnya termasuk WS Belawan Ular Padang, WS Toba Asahan, WS Wampu
Besitang, WS Bah Bolon dengan DAS sebagai berikut: (a) DAS Silou; (b) DAS Wampu;
(c)DAS Bedagai; (d) DAS Asahan; (e) DAS Padang; (f) DAS Silou Tua; (g) DAS Ular; (h)
DAS Bahapal; dan (i) DAS Bah Bolon.

Wilayah sungai lintas Kabupaten, meliputi wilayah Sungai Bah Bolon, Bah
Tongguran, Bah Hapal dan Bah Pamujian serta sungai-sungai kecil/mata air. Di
Kabupaten Simalungun juga terdapat banyak air terjun menyebar hampir di seluruh

kecamatan dataran tinggi Kabupaten Simalungun.

2.1.4. Klimatologi

Menurut catatan Stasiun Klimatologi Deli Serdang Pengamatan di PPKS
Marihat, sepanjang tahun 2021 terdapat 175 hari hujan dengan rata-rata volume
curah hujan 288,83 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan November yaitu
514 mm dengan hari hujan sebanyak 21 hari. Sedangkan curah hujan terkecil terjadi
pada bulan Februari sebesar 56 mm dengan hari hujan sebanyak 6 hari. Suhu
terendah selama tahun 2021 di Kabupaten Simalungun adalah 20,520 C pada bulan
Januari sedangkan suhu tertinggi tercatat sebesar 31,660 C pada bulan Februari.

(Simalungun Dalam Angka 2022)

2.1.5. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum peristiwa bencana alam terjadi dikarenakan peristiwa alam
geologi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, gerakan tanah/longsor,
gelombang pasang dan non geologis seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan

maupun puting beliung.
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Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis,
hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi
pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk
menanggapi dampak buruk bahayatertentu.

Kawasan rawan bencana meliputi:

a. Potensi bencana longsor terdapat di daerah tangkapan air Danau Toba, daerah
perbatasan Kecamatan Raya dengan Kecamatan Raya Kahean, Kecamatan Dolok
Silou, dan Kecamatan Silou Kahean.

b. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Silou Kahean, Raya Kahean,
Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batu Nanggar, Tapian Dolok, Siantar, Bosar
Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja, Tanah Jawa. Alih fungsi lahan di
Kecamatan Panei mengakibatkan daerah rawan banjir.

Perwujudan peruntukan kawasan rawan bencana dilakukan melalui program:

a. Reboisasi danmenghutankan serta evakuasi kawasan rawan bencana alam.

b. Identifikasi tingkat kerawanan kawasan rawan bencana alam.

c. Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan rawan
bencana alam.

d. Penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana alam.

2.1.7.Aspek Demografi
2.1.6.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Simalungun berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2021
sebanyak 1.003.727 jiwa yang terdiri atas 504.242 jiwa penduduk laki-laki dan 499.485
jiwa penduduk perempuan, meningkat bila dibandingkan dengan jumlah penduduk

tahun 2020 sebanyak 990.246 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar

1,82 persen.
Tabel 2.4.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Simalungun Tahun 2017-2021
No Uraian/Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Jumlah penduduk 859.246 | 863.692 | 867.922 | 990.246 | 1.003.727
Laju pertumbuhan
2 penduduk (LPP) 0,52 0,52 0,46 1,87 1,82

Sumber : Simalungun Dalam Angka, 2022.

Selama kurun waktu 2017-2021, ditinjau dari segi sebaran atau distribusi
penduduk, jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bandar dan yang terendah
ada di Kecamatan Haranggaol Horison. Dari Tabel 2.5 dapat dilihat pada Tahun
2021, jumlah penduduk di Kecamatan Bandar sebesar 80.268, sedangkan jumlah
penduduk di Kecamatan Haranggaol Horison yaitu sebesar 7.242 jiwa.

Tabel 2.5.
Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 II-5




=1 Pemerintah Kabupaten Simalungun

Kabupaten Simalungun

Sebaran
No Kecamatan 2019 2020 2021 Penduduk
Tahun 2021

1 | Silimakuta 16.656 17.479 17.815 2,57
2 [ Pematang Silimahuta 11.016 13.390 13.659 2,69
3 | Purba 24.878 27.536 28.017 2,34
4 | Haranggaol Horison 5.108 7.041 7.242 3,82
5 | Dolok Pardamean 12.994 15.136 15.310 1,54
6 | Sidamanik 27.883 30.853 31.087 1,01
7 | Pematang Sidamanik 16.784 19.716 19.981 1,80
8 | Girsang Sipangan Bolon 15.085 17.941 18.242 2,24
9 | Tanah Jawa 48.004 54.900 55.495 1,45
10 | Hatonduhan 21.428 26.632 27.094 2,32
11 | Dolok Panribuan 18.500 22.018 22.343 1,97
12 | Jorlang Hataran 15.784 19.154 19.472 2,22
13 | Panei 22.472 28.326 28.952 2,96
14 | Panombeian Panei 19.660 24.993 25.508 2,76
15 | Raya 26.191 30.150 30.578 1,90
16 | Dolog Masagal 9.831 13.406 13.802 3,96
17 | Dolok Silou 14.664 17.696 18.045 2,64
18 | Silou Kahean 17.749 19.477 19.634 1,08
19 | Raya Kahean 17.976 21.583 21.925 2,12
20 | Tapian Dolok 42.342 45.032 45.539 1,50
21 | Dolok Batu Nanggar 41.116 45.639 46.081 1,23
22 | Siantar 67.546 73.536 74.271 1,33
23 | Gunung Malela 35.546 41.189 41.906 2,33
24 | Gunung Maligas 28.576 33.734 34.395 1,62
25 | Huta Bayu Raja 30.031 35.476 35.917 1,85
26 | Jawa Maraja Bah Jambi 22.825 22.892 23.080 1,10
27 | Pematang Bandar 31.778 38.688 39.284 2,06
28 | Bandar Huluan 26.725 29.484 29.721 1,07
29 | Bandar 71.009 79.006 80.268 2,14
30 | Bandar Masilam 25.061 30.015 30.476 2,05
31 | Bosar Maligas 41.171 43.355 43.580 0,69
32 | Ujung Padang 41.534 44.803 45.008 0,61
Total 867.922 990.246 | 1.003.727 1,82

Sumber : Simalungun Dalam Angka 2019-2022

Untuk Kecamatan terpadat urutan pertama adalah Bandar disusul Siantar

dengan masing-masing kepadatan 1.004 jiwa per km?2 dan 797 jiwa per km2 dan yang

terjarang adalah Kecamatan Haranggaol Horison.

2.1.6.2 Struktur Kependudukan Menurut Kelompok Umur
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Selanjutnya penduduk Kabupaten Simalungun dapat dianalisis menurut
kelompok umurnya, sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan
risiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok.

Gambar 2.2
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2021

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022, BPS

Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar
24,50 persen, 15-64 tahun sebesar 68,42 persen serta usia 65 tahun ke atas sebesar
7,07 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk wusia produktif lebih besar

dibandingkan penduduk usia non produktif.

2.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.3.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Simalungun dua tahun
terakhir 2018-2021 menunjukkan keadaan membaik. Nilai PDRB ADHB mengalami
peningkatan dari tahun 2018-2021 dari sebesar Rp. 35.444,57juta rupiah pada
tahun 2018menjadi sebesar Rp. 42.576,88 Juta Rupiah pada tahun 2021. Begitu
juga PDRB ADHK 2010 mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 25.996,20Juta
Rupiah pada tahun 2018menjadi sebesar Rp. 28.648,78 Juta Rupiah tahun 2021.
Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Simalungun tahun 2018-
2021 dapat seperti terdapat berikut:
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Tabel 2.6
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2020 2021
NO LAPANGAN USAHA
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 16.249,89 49,49 17.259,18 | 48,69 | 18.523,06 | 48,67 | 19.718,30 | 49,99 21.858,72 51’2
B Pertambangan dan Penggalian 78,28 0,24 83,66 | 0,24 88,26 | 0,230 89,55 | 0,23 93,68 | 0,22
C Industri Pengolahan 4.061,24 12,37 4.396,18 | 12,40 4.565,80 | 12,00 4.550,63 | 11,54 4.932,36 | 1 1,2
D Pengadaan Listrik dan Gas, 21,87 0,07 23,7 0.07 26,04 | 0,070 27,66 0,07 28,43 | 0,07
E P'engadaan Air, Pengelolaan Sampabh, 28,92 0,09 31,23 0,09 32,56 | 0,090 33,74 0,09 35,24 | 0,08
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 3.362,82 10,24 3.739,92 | 10,55 4.037,56 | 10,61 4.041,19 | 10,25 4.252,70 [ 9,99
Perdagangan Besar dan Eceran; 5.234,5 15,94 16,42 6.747,21 15,8
G Reperasi Mobil dan Sepeda Motor 5.820,48 o 6.389,22 | 16,79 6.484,16 | 16,44 =
H Transportasi dan Pergudangan 551,23 1,68 596,29 1,68 651,47 1,71 663,70 1,68 692,89 | 1,63
I lli’/leiﬁﬂercrillaan Akomodasi dan Makan 310,59 0,95 332,38 | 0,940 355,38 | 0,930 338,56 0,89 335,35 | 0,79
J Informasi dan Komunikasi 185,92 0,57 195,22 | 0,550 204,44 | 0,540 220,92 | 0,56 237,49 | 0,56
K Jasa Keuangan dan Asuransi 376,59 1,15 398,36 | 1,120 422,88 1,11 432,92 1,10 471,26 1,11
L Real Estate 302,69 0,92 323,76 | 0,910 357,1 | 0,940 369,0 | 0,94 380,78 [ 0,89
M,N | Jasa Perusahaan 29,85 0,09 32,11 | 0,090 35,56 | 0,090 37,11 0,09 37,76 | 0,09
o Administrasi Pemermfcahan, . B 1.530,18 4,66 1.656,29 4,67 1.756,54 4,62 1.799,56 4,56 1.824,11 | 4,28
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 345,45 1,05 375,98 | 1,060 412,33 | 1,08 42237 | 1,07 435,90 | 1,02
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 124,86 0,38 138,81 | 0,390 154,14 | 0,410 165,45 | 0,42 165,60 [ 0,39
1%{3}, Jasa Lainnya 37,24 0,11 41,02 | 0,120 45,08 | 0,120 46,46 | 0,12 47,391 0,11
PDRB ADHB 32.832,13 100 35.444,57 100 | 38.057,42 | 100| 39.411,34 | 100 | 42.576,88 | 100

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2019-2022, BPS Kab.Simalungun
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Tabel 2.7.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kabupaten Simalungun (Juta
Rupiah)
75 TR AT 2017 2018 2019 2020 2021
(Rp) (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 13.793,30 | 14.496,33 | 55,76 | 15.391,83 56,28 | 15.855,11 57,39 | 16.663,11 5,10
B Pertambangan dan Penggalian 58,40 60,75 0,23 63,07 0,23 62,79 0,23 64,49 2,71
C Industri Pengolahan 2.641,69 2.739,69 10,54 2.816,53 10,30 2.736,22 9,90 2.790,98 2,00
D Pengadaan Listrik dan Gas 20,83 21,5 0,08 22,52 0,08 23,89 0,09 24,39 2,07
g | Pengadaan Air Pengelolaan Sampabh, 19,70 20,59 | 0,08 21,44 | 0,08 22,11 | 0,08 22,80 | 3,53
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 2.184,20 2.328,96 8,96 2.431,32 8,89 2.352,69 8,52 2.408,57 2,37
G | Perdagangan Besar dan Eceran; 3.431,46 | 3.620,98 | 13,93 | 3.766,36| 13,77 | 3.744,32| 13,55 | 3.798,32 1,44
Reperasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 387,38 412,86 1,59 438,93 1,60 4299 1,56 436,03 1,42
I II\D/E}I’J iﬁlaan Akomodasi dan Makan 216,42 227,59 | 0,88 240,53 | 0,88 227,85| 0,82 22526 | -1,14
J Informasi dan Komunikasi 174,89 180,64 0,69 183,94 0,67 196,62 0,71 206,89 5,22
K Jasa Keuangan dan Asuransi 233,12 238,56 0,92 246,65 0,90 251,79 0,91 261,81 3,98
L Real Estate 215,04 227,43 0,87 240,65 0,88 242,45 0,88 243,42 0,40
M,N | Jasa Perusahaan 20,26 21,33 0,08 22,33 0,08 22,23 0,08 22,21 -0,10
o | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 95727 | 1.01536| 391| 1.057,33| 3,87 | 1.049,14| 3,80| 1.063,88| 1,40
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 246,98 261,86 1,01 277,25 1,01 278,16 1,01 286,65 3,05
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 89,82 95,39 0,37 100,23 0,37 102,58 0,37 101,69 -0,87
?’[SJ’ Jasa Lainnya 24,82 26,38 0,1 27,81 0,10 27,77 0,1 28,17 1,43
PDRB ADHK 24.715,67 | 25.996,20 100 | 27.348,72 100 | 27.625,69 100 | 28.648,78 100

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kab.Simalungun
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Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomian Kabupaten Simalungun pada tahun 2021mengalami
peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2020, dimana Laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Simalungun tahun 2021 sebesar 3,70 persen, kondisi ini masih

lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian Sumatera Utara sebesar -

2,61 persen.
Tabel 2.8.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2021 Kabupaten Simalungun
NO LAPANGAN USAHA 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 448 | 5,10| 6,18 | 3,01 | 5,10
B | Pertambangan dan Penggalian 8,29 | 4,02 | 3,83 | -0,44| 2,71
C | Industri Pengolahan 4,44 | 3,71 | 2,80 | -2,85| 2,00
D | Pengadaan Listrik dan Gas 54| 3,23| 4,74 | 6,11 | 2,07
E Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan 5,54 451 | 411 3,16 3,53
Daur Ulang
F | Konstruksi 72| 6,62 | 4,39|-3,23| 237
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil 7,36 552 | 4,02 -0,59 1,44
dan Sepeda Motor
H | Transportasi dan Pergudangan 8,02 | 6,58 | 6,31 | -2,06| 142
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,241 5,16 | 5,68 | -527 | -1,14
J Informasi dan Komunikasi 5,85| 329 | 1,83 | 6,89 | 522
K | Jasa Keuangan dan Asuransi 1,47 | 2,33 | 3,39 | 2,09 | 3,98
L | Real Estate 5,56 | 5,76 | 5,81 | 0,75 | 040
M,N | Jasa Perusahaan 6,12 | 528 | 4,65 | -0,40 | -0,10
o Adm;mstram ‘Pemerjl‘ntahan, Pertahanan dan 2,66 6,07 | 4,13 |-0,77 1,40
Jaminan Sosial Wajib
P | Jasa Pendidikan 7,38 | 6,02 | 5,87 | 0,33 | 3,05
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,27 | 6,20 | 5,08 | 2,35| -0,87
1,43
1;,{5}, Jasa Lainnya 648 620 | 542 -0,12] "
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,13 | 5,18 | 5,20 | 1,01 | 3,70

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

Perbandingan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun
tahun 2019-2021 dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2019-2021 seperti gambar berikut:
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Gambar 2.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun Dibandingkan dengan
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2021

Pertumbuhan Ekonomi

Simalungun Sumatera Utara Nasional

W N R O R NWAUO

Simalungun

Sumatera Utara

Nasional

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun, BPS Kab.Simalungun, Statistik Indonesia 2022

Jika melihat dari tren sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun
dari 2019-2021, dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Simalungun
secara umum masih mengandalkan sektor pertaniandimana dengan kotribusi
sebesar 51,34 persen terhadap PDRB pada tahun 2021 dengan kondisi dampak
Corona-19 masih dapat tumbuh sebesar 3,70 persen. Sedangkan perbandingan
dengan perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Utara LPE Kabupaten
Simalungun pada tahun 2021masih lebih tinggi dari Sumatera Utara dan Nasional

masing-masing sebesar 2,61 persen dan 3,51.

2.3.1.2. Inflasi

Kabupaten Simalungun bukan merupakan sampel untuk melihat laju inflasi di
Sumatera Utara sehingga data inflasi di Kabupaten Simalungun tidak tersedia. Untuk
melihat laju inflasi di Sumatera Utara terdapat 4 kota inflasi yang dipilih sebagai
sampel yaitu Kota Medan, Sibolga, Pematang Siantar dan Padang Sidempuan. Laju
inflasi di 4 (empat) kota tersebut akan mempengaruhi laju inflasi di Kabupaten
Simalungun. Berdasarkan kedekatan lokasi dan kesamaan karakteristik wilayah,
maka laju inflasi Kabupaten Simalungun dipersamakan dengan laju inflasi Kota
Pematang Siantar. Keadaan inflasi Kabupaten Simalungun tahun 2019-2021 serta
perbandingannya dengan inflasi Provinsi Sumatera Utara seperti terdapat pada

gambar berikut:
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Gambar 2.4.
Inflasi Kabupaten Simalungun Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2019-2021

Inflasi

Simalungun === Sumatera Utara Nasional

Simalungun

= SUimatera Utara

e N asional

Sumber: Simalungun Dalam Angka, Sumut Dalam Angka, Statistik Indonesia, 2022

Selama tahun 2021, Kabupaten Simalungun yang mengacu pada inflasi Kota
Siantar pada bulan Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 2,12, lebih tinggi dari
Sumatera Utara yang mengalami inflasi sebesar 0,46 dan nasional sebesar 1,87

persen.

2.3.1.3. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang
diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Angka PDRB
Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB baik atas dasar harga berlaku
maupun atas dasar harga konstan dengan penduduk pertengahan tahun. PDRB
Perkapita atas dasar Harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata
pendapatan per kapita penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga
berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Semakin tinggi nilai
PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami
peningkatan. Data PDRB Perkapita Tahun 2017-2021 seperti terdapat pada tabel
berikut:

PDRB Perkapita ADHB dan ADHKTI?{:'te)luift;en Simalungun Tahun 2017-2021
Tahun ADH Berlaku ADH Konstan
2017 38.211.192 28.764.975
2018 41.038.393 30.098.897
2019 43.848.908 31.510.550
2020 39.829.846 27.897.811
2021 42.418.784 28.542.404

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2022
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PDRB per kapita penduduk Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku
mengalami peningkatan dari Rp. 38.211.192 pada tahun 2017 menjadi Rp.
42.418.784 pada tahun 2021. Sedangkan untuk PDRB perkapita Atas Dasar Harga
Konstan mengalami penurunan dimana tahun 2017 sebesar Rp. 28.764.975 menjadi
Rp.28.542.404 pada tahun 2021, data ini menunjukkan bahwa PDRB Perkapita
Simalungun masih dibawah Nasional dan Provinsi Sumatera Utara seperti terdapat
pada gambar berikut:

Gambar 2.5.

PDRB Perkapita ADHB dan ADHK (Rp Ribu) Kabupaten Simalungun Tahun 2019-
2021 serta Perbandingannya dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

PDRB Perkapita (Juta Rupiah)

=Simalungun  =—=Sumatera Utara s\

Sumber: Simalungun Dalam Angka, Sumut Dalam Angka, Statistik Indonesia, 2021

2.3.1.4 Gini Rasio

Gini Rasio atau Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk
distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata
pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.

Dari gambar di bawah dapat dilihat perkembangan indeks gini Kabupaten
Simalungun selama 3 (tiga) tahun terakhir berfluktuatif dimana pada tahun 2019
sebesar 0,27 menjadi 0,29 pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021menjadi
0,264. Jika dibandingkan dengan angka gini ratio gini nasional dan Sumatera Utara,
ketimpangan di Kabupaten Simalungun masih lebih dan jika dimasukkan dalam
standar penilaian ketimpangan gini rasio maka gini rasio Kabupaten Simalungun
masih dalam kategori ketimpangan rendah yakni kurang dari 4 (empat) yang berarti

bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Simalungun rendah.
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Gambar 2.6.
Gini Ratio KabupatenSimalungun Tahun 2019-2021 serta Perbandingannya
dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

Gini Ratio
0,385

0,316
6,29

Simalungun

Sumatera Utara

Nasional

Simalungun Sumatera Utara Nasional

Sumber:Simalungun Dalam Angka, Sumut Dalam Angka, Statistik Indonesia, 2021

2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
2.3.2.1. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simalungun beberapa tahun terakhir
menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2017 persentase penduduk
miskin di Kabupaten Simalungun adalah 10.65 persen atau 91.400 jiwa mengalami
penurunan pada tahun 2021 menjadi 8,81 persen atau 76.990 jiwa. Data kemiskinan
di Kabupaten Simalungun tahun 2017- 2021 sebagaimana terdapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.10.
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017-2021
Kabupaten Simalungun

2017 331.860 91.400 10.65
2018 342.477 80.300 9,31
2019 359.540 76.330 8,81
2020 387.549 73.640 8,46
2021 416.714 76.990 8,81

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2018-2022, BPS Kab. Simalungun

Tabel diatas juga menunjukkan selama kurun waktu 2017-2021, garis
kemiskinan di Kabupaten Simalungun selalu mengalami peningkatan. Persentase
kemiskinan Kabupaten Simalungun berdasarkan data Tahun 2021 sebesar 8,81
persen masih lebih baik dibandingkan dibandingkan data kemiskinan secara

nasional dan provinsi yaitu masing-masing sebesar 10,14 persen dan 9,01 persen.
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Keadaan data kemiskinan Kabupaten Simalungun dibandingkan dengan Provinsi
Sumatera Utara dan Nasional seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.7.
Kemiskinan Kab.Simalungun dan Provinsi Sumatera Utara 2019-2021

Kemiskinan

10,19

Simalungun

Sumatera Utara

Nasional

Simalungun Sumatera Utara Nasional

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022,BPS Kab.Simalungun; BPS Prov. Sumut

2.3.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Simalungun
mencapai 73,4. Angka ini menurun sebesar 0,15 poin dibandingkan capaian tahun
2020 yaitu 73,25. Dengan nilai IPM sebesar 73,4 maka Kabupaten Simalungun
berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “Tinggi”. Hal ini
menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan relatif berhasil namun
harus lebih ditingkatkanpada tahun mendatang guna meningkatkan kualitas hidup
yang lebih baik, yang diukur dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi (i)
indikator kesehatan, (ii) indikator pendidikan, serta (iii) daya beli masyarakat yang
meningkat. Gambaran perkembangan IPM Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2021 seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.8.
IPM Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019-2021
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Berdasarkan posisi relatif IPM Simalungun tiga tahun terkhir tahun jika
IPM
indikator komposit IPM

dibandingkan dengan IPM Nasional dan IPM Provinsi Sumatera Utara,

Kabupaten Simalungun masih lebih tinggi. Capaian
Kabupaten Simalungun pada tahun 2021 yaitu Angka Harapan Hidup (AHH)
sebesar71,37tahun, Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling) sebesar
12,79 tahun, kemudian indikator Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling)
sebesar 9,61 tahunsertaPengeluaran Per kapita Disesuaikan dengan indikator Paritas
Daya Beli (PPP) sebesar Rp.11.376,- (ribu rupiah).

Tabel 2.11.
Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Tahun 2017-2021
Kabupaten Simalungun

Komponen IPM 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Harapan Hidup (Tahun) 70,53 | 70,75 71,07 71,22 71,37
Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,71 | 12,75 12,77 12,78 12,79
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8,95 9,18 9,36 9,6 9,61
Pengeluaran Per kapita/Daya Beli
(Rp.000,-) (Rp/Orang/Tahun) 11.055| 11,311 11.422 11.308 11.376

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022, BPS Kab. Simalungun

Dengan nilai IPM sebesar 73,4 maka Kabupaten Simalungun berada pada posisi
status pembangunan manusia kategori “Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa

pembangunan yang telah dilaksanakan relatif berhasil namun harus lebih
ditingkatkanpada tahun mendatang guna meningkatkan kualitas hidup yang lebih
baik, yang diukur dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator

kesehatan, (ii) indikator pendidikan, serta (iii) daya beli masyarakat yang meningkat.

2.3.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja setiap tahunnya akan selalu mengalami peningkatan
seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya jumlah lapangan
pekerjaan tidak seimbang dengan pertambahan tenaga kerja baru sehingga
diperlukan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada perluasan tenaga kerja.
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Keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun tahun 2018-2021 seperti yang

terdapat pada tabel berikut:

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan

Tabel 2.12.

Kabupaten Simalungun Tahun 2017 - 2021

Jenis Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021
Penduduk Usia 15 Tahun keatas 600.087 | 605.214 610.716 | 640.872 | 646.731
Angkatan Kerja 416.634 | 443.478 436.057 | 460.319 | 469.219

Bekerja 393.218 | 420.842 416.910 | 439.251 | 449.676
Pengangguran Terbuka 23.416 | 22.636 19.147 | 21.068 | 19.543
Bukan Angkatan Kerja 600.087 | 161.736 174.659 | 180.553 | 177.512
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 69.43 73,43 71,40 71,83 72,55
Tingkat Pengangguran Terbuka 5,62 5,15 4,39 4,58 4,17

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2022.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Simalungun pada periode 2018-2021

berfluktuatif dimana pada tahun 2018 sebesar 5,15 kemudian pada tahun 2021

menurun menjadi 4,17.Gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten

Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2021 seperti pada

gambar berikut:

Gambar 2.9.
TPT Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019-2021

Tingkat Pengangguran Terbuka
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Sumber:BPS Simalungun, BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Indonesia

2.3.2.4. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan
kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran
pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk
mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan

seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:
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1. Seni Budaya

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan.
Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan
perlu dimunculkan kembali di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten
Simalungun, dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap tahunnya pemerintah
Kabupaten Simalungun selalu mengadakan pesta rakyat yang disebut dengan Pesta
Rondang Bintang, yang menjadi salah satu atraksi untuk menarik wisatawan.
Meskipun demikian, selama periode 2018-2021, potensi dan kegiatan seni budaya di
Kabupaten Simalungun belum diupayakan dengan maksimal.
2. Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup
manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah
raga yang layak dan memadai harusnya menjadi salah satu perhatian penting
pemerintah. Dalam rangka mendukung pembinaan keolahragaan dilakukan melalui

pembangunan sarana olah raga di sekolah-sekolah.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.1.1 Urusan Pendidikan

Capaian indikator kinerja Urusan Pendidikan tahun 2018-2021 dapat dilihat pada
seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel.2.13.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021
. . . Capaian Kinerja
No Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021
Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Partisipasi Kasar PAUD (%) | 68.36 24,89 25,90 56,58 26,34
II | Pendidikan Dasar
2 Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI 98.40 98,77 98,64 99,35 89,83
SMP/MTs 116 77,44 77,48 78,88 71,62
3 | Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI 111.96 111,25 109,53 110,34 101,83
SMP/MTs 87.4 86,25 82,75 83,37 102,45
6 Nilai Rata-Rata UN
Nilai rata-rata kelulusan UN SD 6,94 7,49 7,49 7,49
Nilai rata-rata kelulusan UN SMP 49,12 50,9 6,00 6,20
8 Fasilitas Pendidikan
Ez;s(;r;;ca{)saei 1Zuang kelas SD dalam 36 85,88 97 91,1
Persentase ruang kelas SMP 94
dalam kondisi baik 6 73,07 93
Persentase guru berijazah 83,70
9 | Dendidikan S1/DIV | 87,97 | 8555 89,4
Persentase sekolah yang
1 menerapkan Materi Keterampilan
’ berdasalikan Kearifan Lokal /P 100 100 100
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No

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja

13

Capaian SPM

Jumlah Warga Negara Usia 7-15
Tahun yang berpartisipasi dalam 107,46
pendidikan dasar (SD/Mi,
SMP/MTs)

105,41 | 104,69 90,56 74

Jumlah Warga Negara Usia 7-
18 Tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar 8,00
dan atau menengah yang
perpartisipasi dalam pendidikan
kesataraan

8,59 14,57 21,22 26

Jumlah Warga Negara Usia 5-6 59,60

Tahun yang berpartisipasi dalam 73,65 50,14 4413 56,58
pendidikan PAUD

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, 2021.

Capaian layanan akses pendidikan PAUD jika dilihat dari data APK tahun
sebelumnya, capaian tahun 2021 termasuk menurun. Karena capaian APK PAUD
tahun 2019 dan 2021 capaiannya dibawah angka tahun 2018 (24,89%). Capaian
Tahun 2020 adalah 56,58% dan Tahun 2021 menjadi 26,34%. Hal ini disebabkan
banyak PAUD yang tidak aktif secara online (dapodik) termasuk banyak PAUD yang
siswanya dibawah 12 orang sehingga tidak memperoleh BOP. Kemudian PAUD
Sejenis yang dikelola lembaga keagamaan tidak lagi seaktif pada saat sebelum tahun
2018, dimana semua siswa binaannya (lembaga ibadah) dilaporkan sebagai siswa
PAUD, sedangkan saat ini karena sudah dikembangkan satu data (memakai NIK)
maka yang terdata secara nasional hanya pada PAUD yang resmi. Sedangkan PAUD
yang dikelola di dusun dilaksanakan secara non formal.
Selanjutnya untuk akses pendidikan dasar dimana APK di SD/MI sudah mencapai
angka diatas 100% dan APM sudah diatas 95%, sehingga sudah memenuhi capaian
nasional. Sedangkan di tingkat SMP/MTs APK juga meningkat dari tahun 2021
(102,45%) demikian halnya APM menjadi 71,62% meningkat dari tahun 2019 sebesar
83,37%. Hal ini menujukkan layanan akses pendidikan semakin baik, walaupun
masih dibawah target nasional.
2.4.1.2 Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia.
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat membantu
dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia. Gambaran capaian kinerja kesehatan tahun 2018-2021

seperti pada tabel berikut:

2017 2018 2019 2020 2021
Budaya Lokal 100

Tabel 2.14.
Capaian Kinerja UrusanKesehatan Tahun 2018-2021 Kabupaten Simalungun
. e . Tahun
No Indikator Kinerja
2018 2019 2020 2021
1 | Persentase fasilitas kesehatan NA NA 19,00 23,00
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) .. Tahun
No Indikator Kinerja
2018 2019 2020 2021
sesuai standar permenkes
Cakupan penduduk yang 48,78
2 memiliki jaminan kesehatan (%) 62,39 67,53 67,98
3 Cakupap pelaye.m.an kesehatan 89,05 89.53 0 5,00
pada usia pendidikan dasar
4 Cakupap pelayana.n kesehatan 21,08 12,4 0 44.81
pada usia produktif
5 Cakupap pelayanan kesehatan 67.09 29.5 14,11 51,72
pada usia lanjut
6 Persentase s.ekolah yang 100 90,05 0 19,57
mempromosikan kesehatan
7 Cakupar} pelayanan kesehatan 80,04 90 83,1 76,10
ibu hamil
8 Cakppan pela.yanan kesehatan 99.41 85 94,3 89,04
bayi baru lahir
9 Qakupan pelayanan kesehatan 78,09 84.83 88.45 83,65
ibu bersalin
10 Persentasg l?osyandu Purnama 63,06 62,8 34,58 52,00
dan Mandiri
11 | Prevalensi stunting NA 3,80 1,98 1,13
12 | Prevalensi gizi kurang 1,08 0,9 1,23 1,05
13 Persentas.e ketersediaan obat 100 100 100 100
dan vaksin
Angka Kematian Ibu (AKI) per 36,38
14 100.000 kelahiran hidup 47,00 0,23 0,12
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1,74
15 1000 kelahiran Hidup 0,65 0,12 0,25
16 Cakupan balita gizi buruk yang 100 100 100 100
mendapat perawatan (%)
Persentase industri rumah NA
17 tangga yang memiliki IPIRT (Izin NA NA NA
Produksi Industri Rumah
Tangga)
Angka keberhasilan pengobatan 80,90
. TB BTA+ (Sukses Rate) 75,10 94,9 89,74
Cakupan pelayanan kesehatan 71,67
19 | orang dengan resiko terinfeksi 37,64 64,46 51,75
HIV
Persentase rumah tangga yang 90,36
20 | memiliki air bersih yang 81,66 94,92 88,56
memenuhi syarat kesehatan
21 Cakupan pelayanan kesehatan 76,78 69.8 72,34 83,02
balita
Angka Kematian Balita per 2,83
2211000 kelahiran hidup 0,65 0,59 0
23 Persentgse puskesmas yang 15 89,13 89,13
terakreditasi
Persentase perempuan usia 30- 11,98
24 | 50 tahun di deteksi dini kanker 0,28 1,67 0
serviks dan payudara
Cakupan pertolongan 89,73
25 persalinan difasilitasi kesehatan 88,07 73,9 87,61
Persentase desa yang mencapai 96,63
26 | UCI (Universal Child 100 96,4 96,4
Immunization)
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No

Indikator Kinerja

Tahun

2018

2019 2020

2021

27

Cakupan pelayanan penderita
hipertensi

NA

14,1 0,04

91,46

28

Cakupan pelayanan penderita
diabetes

NA

0,54 0,54

94,03

29

Cakupan Kasus terkonfirmasi
Covid-19

NA

NA 571

2.656

30

Capaian SPM

31

Jumlah Ibu Hamil yang
mendapatkan
layanan kesehatan

80,04

90 83,1

13.793

32

Jumlah Ibu Bersalin yang
mendapatkan
layanan kesehatan

78,09

84,83 88,45

16.742

33

Jumlah Bayi Baru Lahir
yang mendapatkan layanan
kesehatan

99,41

85 94,3

12.442

34

Jumlah Balita yang
mendapatkan layanan
kesehatan

76,78

69,8 72,34

48.728

35

Jumlah Warga Negara usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan layanan
kesehatan

89,53

89,5 0

6.919

36

Jumlah Warga Negara usia
produktif yang mendapatkan
layanan kesehatan

21,83

12,4 47,4

229.543

37

Jumlah warga negara usia
lanjut yang mendapatkan
layanan kesehatan

67,87

29,1 74,7

41.513

38

Jumlah Warga Negara
penderita hipertensi yang
mendapatkan layanan
kesehatan

14,09

14,1 16,9

19.490

39

Jumlah Warga Negara
penderita diabetes mellitus yang
mendapatkan

layanan kesehatan

89,61

92,5 94,02

14.853

40

Jumlah Warga Negara dengan
gangguan jiwa berat yang
terlayani kesehatan

62,25

39,9 34,7

32,82

41

Jumlah Warga Negara
terduga tuberculosis yang
mendapatkan layanan
kesehatan

75,1

94,9 89,74

4.402

42

Jumlah Warga Negara dengan
risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh
manusia (Human
Immunodeficiency Virus) yang
mendapatkan layanan
kesehatan

37,64

64,46 51,75

60

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Simalungun dan Simalungun Dalam Angka Tahun 2022.

Gizi kurang di Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan sebesar 1,23

pada tahun 2020.Gizi Kurang terjadi karena asupan makanan yang tidak memenuhi
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kebutuhan pertumbuhan bagi balita. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan dan
ketidakpahaman penduduk dalam menyiapkan makanan yang seimbang.

Angka kematian Ibu Maternal mencakup kematian Ibu hamil, Ibu bersalin
dan Ibu Nifas. Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal dapat menggambarkan
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup sehat dan
meningkatnya tingkat kesehatan ibu dan status gizi.. Angka Kematian Pada Tahun
2020 menurun menjadi 1 orang dari Tahun 2019sebesar 4 Orang. Angka Kematian
ibu menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan ibu
bersalin. Angka Kematian Bayi masih sama dengan tahun sebelumnya sebesar 4
Orang.

Pada Tahun 2020 di Indonesia mengalami masa Pandemi dikarenakan telah
masuknya penyakit terbaru yaitu Corona Virus Deasease 19. Meskipun Virus ini
masih baru masuk di Indonesia, tetapi virus ini sudah menyebar ke seluruh daerah
di Indonesia termasuk Kabupaten Simalungun. Angka Kejadian yang terkena Virus

Covid 19 sebesar 571, Angka ini masih akan meningkat setiap bulannya.

2.4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana
dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu
daerah. Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan pada suatu daerah yang
perlu mendapatkan perhatian. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada
Bidang Bina Marga (Jalan dan Jembatan), Bidang Cipta Karya (Penataan Bangunan
dan Gedun, Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman, Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) dan Bidang Bina Teknik dan Bina
Konstruksi.

A. Jalan dan Jembatan

Sesuai dengan kewenangan penanganan jalan dan jembatan, Kabupaten
Simalungun memiliki panjang jalan kewenangan Pemerintah Pusat sepanjang
158,03 km’, kewenangan Pemerintah Provinsi sepanjang 219, 76 km’ dan
kewenangan Pemerintah Kabupaten sepanjang 1.803,78 km’. Panjang jalan Menurut
Jenis Permukaan, Kondisi Jalan dan Kelas Jalan Kabupaten Simalungun Tahun
Tahun 2018-2021 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel. 2.15.
Rincian Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten Menurut Jenis
Permukaan, Kondisi dan Kelas jalan Tahun 2021 Kabupaten Simalungun

Pusat Provinsi | Kabupaten
No Keadaan (km2) (km2) (krlr)lz)
I | JENIS PERMUKAAN
a. Aspal 158,03 219,76 760,29
b. Rigid Beton - - 38,18
c. Kerikil - - 1.005,31
d. Tanah - - -
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No Keadaan Pusat Provinsi | Kabupaten
(km?2) (km?2) (km?2)
Jumlah 158,03 219,76 1.803,78
II | KONDISI
a. Baik 148,11 152,49 497,81
b. Sedang - 25,66 175,12
c. Rusak 9,93 18,35 125,54
d. Rusak Berat - 23,27 1.005,31
Jumlah 158,03 219,76 1.803,78
III | KELAS JALAN
a. Kelas I 158,03 - -
b. Kelas II - 219,76 -
c. Kelas III - - -
d. Kelas ITT A - - _
e. Kelas III B - - -
f. Kelas III C - - 1.803,78
Sumber : Dinas PU Kab. Simalungun, 2022
RUAS JALAN PROVINSI SUMATERA UTARA DI KAB. SIMALUNGUN
No. R::', Nama Ruas '(‘&‘,')‘9 Keterangan Kondisi
I | 028 | SARAN PADANG - SERIBU DOLOK 20,80 | Jalur Rawasaring Rusak Ringan
2 | 029 | BYS. PEMATANGSIANTAR - PAMATANG RAYA 28,30 | Destinasi Wisatz / KSPN Danau Toba Rusak Berat
3 [ 030 | PAMATANG RAYA - TIGA RUNGGU 15,90 | Destinasl Wisatz / KSPN Danau Toba Rusak Berat
4 | 031 | BYS. SIMALUNGUN - SONDI RAYA 33,60 | Menuju tbu Kota Kabupaten Simalungun | Rusak Berat
§ | 032 | PEMATANGSIANTAR - KERASAAN 25,60 | Menuju Kawasan KEK Sei Mangke! Rusak Berat
6 | 033 | KERASAAN - PERDAGANGAN 14,10 | Menuju Kawasan KEK Set Mangke! Rusak Berat
7 | 034 | PEMATANGSIANTAR - TANAH JAWA 15,60 | Destinasi Wisata / KSPN Danau Toba Rusak Berat
8 | 035 | TANAH JAWA - BTS. ASAHAN 17,00 | Destinasi Wisata / KSPN Danau Toba Rusak Ringan
9 | 130 | SIMPANG RAYA - SIPINTUANGIN - PELABUHAN TIGARAS 30,18 | Destinast Wisata / KSPN Danau Toba Rusak Berat
10 | 131 | PERDAGANGAN - BANDAR MASILAM (BTS. KAB. BATUBARA) 18,68 | Menuju Kawasan KEK Sei Mangket Rusak Berat
JUMLAH 219,76

Kondisi jalan kabupaten dari tahun 2017 sampai tahun 2021 seperti pada tabel
berikut:

Tabel. 2.16.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan dan Kelas Jalan
Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Simalungun

Tahun

Keadaan 2017 2018 2019 2020 2021
KONDISI
a. Baik 395,83 458,06 484,37 497,81 567,74
b. Sedang 411,63 389,34 161,05 175,12 121,78
c. Rusak Ringan 544,57 521,72 168,49 125,54 88,83
d. Rusak Berat 451,75 434,66 989,87* 1.005,31* 1.025,43

Jumlah 1803,78 1803,78 1.803,78 1.803,78 1.803,78

Sumber : Dinas PU Kab. Simalungun, 2022
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Kondisi Jalan Nasional relatif cukup baik namun untuk Jalan Provinsi perlu
koordinasi ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena masih banyak jalan
Provinsi yang kondisi Rusak dan Rusak Berat. Demikian juga kondisi Jalan
Kabupaten yang masih banyak kondisi Rusak dan Rusak Berat. Demikian juga
kondisi Jalan Kabupaten yang angka kerusakannya masih tinggi hal ini dikarenakan
kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang terbatas
mengakibatkan penanganan infrastruktur jalan setiap tahunnya dilakukan dengan
skala prioritas, sehingga mengakibatkan akses dari sentra produksi ke pusat
perdagangan/perekonomian menjadi terhambat demikian juga halnya pada ruas
jalan utama ( strategis ) yang menghubungkan antar Ibukota Kecamatan dan akses

penghubung jalan nasional/jalan provinsi.

B. Cipta Karya

Sanitasi dan air bersih merupakan salah satu indikator infrastruktur dasar
yang harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Simalungun. Air minum layak
adalah air yang bersumber dari leding eceran/meteran, air hujan, sumur bor/pompa,
sumur terlindungi dan mata air terlindungi yang jarak ke tempat pembuangan
limbah (tangki septik) = 10 meter dan air hujan.

Tabel 2.17.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum
Tahun 2018-2021 Kabupaten Simalungun

Tahun

No Sumber Air Minum 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 Air kemasan bermerk 0,13 0,46 0,29 0,25 4,58
2 Air isi ulang 4,75 5,17 6,38 5,05 4,58
3 Leding meteran 32,58 | 22,96 | 21,29 22,41 28,78
4 Sumur bor/pompa 42,93 | 48,25 | 56,58 55,98 | 54,69
5 Sumur terlindungi 2,39 3,69 1,75 0,11 0,95
6 Sumur tak terlindungi 0,20 0,64 0,20 16,20 0

Sumber: Statistik Kesejahteraan Sumut 2017-2019,Statistik Kesehatan dan Perumahan Sumut
2019-2021,BPS Sumut.

Persentase sumber air minum aman untuk kebutuhan masyarakat di
Kabupaten Simalungun masih sangat rendah dilihat dari persentase masyarakat
menggunakan sumber air dari leding meteran. Jika kondisi tersebut dikaitkan
dengan upaya pemerintah untuk mengentaskan pelayanan dasar Gerakan Nasional
100-0-100 tentu jauh dari harapan. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan
kolaborasi antar Pemerintah Daerah dengan PDAM serta masyarakat. Pemerintah
Daerah kiranya meningkatkan alokasi dana dalam Program Penyediaan Air Bersih,
PDAM sebagai Penerima bangunan dapat mengelola dengan baik dan tertib

sementara masyarakat bersedia menghibahkan lahan sumber mata air atau umbul

sebagai sumber air bersih.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 II-24



! Pemerintah Kabupaten Simalungun

Tabel 2.18.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Air Minum
Tahun 2017-2021 Kabupaten Simalungun

No i ] Al 2017 2018 2019 2020 2021
Minum
1. | Kondisi Layak 65,99 58,47 60,15 99,10 99,74
5. | Kondisi Tidak 34,01 41,53 39,85 0,90 0,26
Layak

Sumber: BPS Sumut, Statistik Kesehatan dan Perumahan Sumut 2017-2022.

Berdasarkan tabel diatas persentase rumah tangga menurut kondisi air
minum tahun 2017 - 2021 terdapat grafik yang menggambarkan naik turun namun
pada tahun 2021 persertase mengalami peningkatan yaitu kondisi layak 99,74 % hal
ini diakibatkan bahwa pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengalami
peningkatan akan tetapi alokasi dana pembangunan sarana air minum setiap
tahunnya tidak dapat dipastikan akan terjadi peningkatannya maka dengan ini
diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengalokasi anggaran untuk
pengembangan sarana prasana air bersih di Kabupaten Simalungun.

Dengan adanya Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Simalungun diharapkan dapat meningkatan
kualitas air minum yang layak di Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.19.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Sanitasi Tahun 2017-2021
Kabupaten Simalungun

No | Kondisi Sanitasi 2017 2018 2019 2020 2021

1. | Kondisi Layak 78,61 | 75,31 82,38 90,96 91,75

9. Kondisi Tidak 21,39 24.69 17.62 9,04 8,25
Layak

Sumber: Statistik Kesehatan dan Perumahan Provinsi Sumut 2017-2022

Usaha kesehatan lingkungan (sanitasi) adalah usaha yang lebih
menitikberatkan kepada perbaikan lingkungan hidup secara fisik atau kepada faktor
lingkungan yang mempengaruhi kesehatan perseorangan/masyarakat. Usaha
kesehatan lingkungan tersebut antara lainprogram/kegiatan penyediaan air minum,
pengolahan dan pembuangan limbah, pencegahan penyebaran penyakit, pengelolaan
kualitas lingkungan permukiman. Persentase rumah tangga dengan kondisi sanitasi
layak di Kabupaten Simalungun sejak tahun 2017 hingga 2021 mengalami
peningkatan dan diharapkan setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan agar
persentase kesehatan masyarakat di Kabupaten Simalungun semakin meningkat.

Tabel 2.20.
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggal Yang Ditempati Tahun 2017-2021 Kabupaten Simalungun

Status Penguasaan Bangunan Ditempati
Tahun Milik Kontrak/ Bebas Dinas Lainnya
Sendiri Sewa Sewa
2018 70,11 5,39 10,75 13,47 0,28
2018 70,33 7,07 16,93 5,44 0,23
2019 74,59 6,90 18,51 - -
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Status Penguasaan Bangunan Ditempati
Tahun Milik | Kontrak/ | Bebas -~ Lai
Sendiri Sewa Sewa nas ainnya
2020 70,34 5,45 14,27 9,95 0,00
2021 74,24 7,76 14,25 3,74 0,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Sumut 2018-2020, Statistik Kesehatan dan Perumahan
Sumut 2019-2021,BPS Sumut.

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah
yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan
berkelanjutan. Melihat tabel diatas Persentase rumah tangga penguasaan bangunan
tempat tinggal yang ditempati berstatus milik sendiri tahun 2017 sebesar 70,11%
sedangkan pada tahun 2021 menjadi 74,24 % dan status kontrak/sewa 7,07 %,
bebas sewa 7,76 % di tahun 2021. Untuk menuntaskan masalah kebutuhan rumah
(backlog) terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dinas teknis terkait perlu
melakukan pendataan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri dan
menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan sederhana bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.

Tabel 2.21.
Persentase Rumah Tangga Kumuh Kabupaten Simalungun Tahun 2017-2021

Tahun Persentase Rumah
Tangga Kumuh
2017 4,56
2018 4,39
2019 5,48
2020 3,31
2021 NA

Sumber: Statistik Kesehatan dan Perumahan Provsu 2021

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
dilaksanakan agar masyarakat mempunyai tempat tinggal yang layak, terjangkau
dengan kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Persentase rumah
layak huni di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan namun belum
mencapai target akses nol persen kumuh sesuai dengan target pemerintah . Untuk
mencapai target tersebut masih butuh perhatian yang lebih serius terhadap rumah
yang tidak layak huni di Kabupaten Simalungun dengan pendataan kebutuhan
rumah (backlog) terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dapat
menambah alokasi dana dari APBD Kabupaten Simalungun serta berkoordinasi
dalam rangka pengusulan bantuan dari dana APBN maupun dari APBD Provinsi.

Sedangkan untuk data capaian SPM bidang PU adalah sebgai berikut:
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Tabel 2.22
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun
Tahun 2018-2020
No Indikator Pencapaian Capaian
2018 2019 2020

Jumlah Warga Negara yang memperoleh

(o) (o) (o)
kebutuhan pokok air minum sehari-hari 43,56% | 45,21% | 46,84%

Jumlah Warga Negara yang memperoleh

o, o, o,
2 layanan pengolahan air limbah domestik 1% 1% 71%
Jumlah Warga Negara korban bencana
3 . 0] 0 0
yang memperoleh rumah layak huni
Jumlah Warga Negara yang terkena
4 relokasi akibat program Pemerintah Daerah 0 0 0

kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni

2.4.1.4 Urusan Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PRPSDA)

Urusan Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PRPSDA)
merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer
dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pelayanan urusan PRPSDA
difokuskan pada Bidang Penataan Ruang dan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

A. Penataan Ruang

Penataan ruang Kabupaten Simalungun dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 yang mengatur dan menetapkan
pola ruang dan kawasan. Mengingat Perda No 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun dibuat pada Tahun 2012 maka untuk
beberapa kebijakan Pemerintah Pusat saat ini khususnya pembangunan
infrastruktur dan wilayah nasional belum terakomodir secara maksimal.

B. Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

Sesuai dengan Kepmen PU 293/2014 atau Permen PUPR No. 14/2015,
kewenangan penanganan Daerah Irigasi (DI), Kabupaten Simalungun memilikiDaerah
Irigasi (DI) dengan Kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 1 DI, Kewenangan
Pemerintah Provinsi sebanyak 9 DI. dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten

sebanyak 158 DI.

Tabel 2.23.
Jumlah Daerah Irigasi (DI) menurut Kewenangan
No. Nama Daerah Irigasi (DI) Luas Baku (Ha)
Pusat
1 | Kerasaan 5.000
Provinsi
1 | Rambung Merah/ K. Sari/K. Rejo 944
2 | Panambean/ P. Tongah/ B. Kata 1.723
3 | Raja Hombang/ Tonga Mangaraja 2.045
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No. Nama Daerah Irigasi (DI) Luas Baku (Ha)
4 | Raja Maligas 1.000
S | Bah Tongguran I 1.186
6 | Bah Horas Hulu - Tongah 1.050
7 | Javakolonisasi/ Purbogondo 1.030
8 | Naga Sompah 1.360
9 | Simantin Pane Dame 1.000

11.338
Kabupaten

1 | Afd III Bah Jambi 160
2 | Afd C Bah Kisat 55
3 | Afd Naga Huta 74
4 | Ambarisan 100
S | Andarasih 40
6 | Bah Birong Hulu 90
7 | Bah Bolon 91
8 | Bah Bulawan 222
9 | Bah Halat I-II 280
10 | Bah Hapal Raya 55
11 | Bah Hilang 70
12 | Bah Kisat/Dolok Maraja 760
13 | Bah Korah I/Simpang Panel 406
14 | Bah Lombut III 833
15 | Bah Sampuran 160
16 | Bah Tangan I-II 900
17 | Bah Tongguran III Ht. Bayu 754
18 | Bahal Gajah/Tiga Bolon 430
19 | Bahung Kahean 235
20 | Balata Ujung Raja 340
21 | Bandar Huta 200
22 | Bandar Malela/Silau Malela 197
23 | Bandar Tongah Bawah/Bah Gunung 556
24 | Banua 203
25 | Bawang Siursa/Bdr. Jawa 199
26 | Bosar Bayu 280
27 | Bosar Majawa 250
28 | Bt. III S.Malela/Bt. Tomok 142
29 | Bt. IV Pantoan/Laras II 760
30 | Buntu Huluan 10
31 | Buntu Turunan 280
32 | Cingkes 100
33 | Dalik Raya 120
34 | Dolok Malela/Bandan 444
35 | Dolok Marlawan 260
36 | Dolok Parmonangan 75
37 | G. Simalungun/Panuho 120
38 | Gajing Masilom 123
39 | Gunung Bosar 120
40 | Hataran Bayu 156
41 | Hataran Jawa 160
42 | Huta Dolok 150
43 | Huta Iling 177
44 | Huta Imbaru/Huta Dipar 165
45 | Huta Parik 130
46 | Jalangan Siborna 150
47 | Jawa Maligas/M.Bayu 290
48 | Jawa Tongah 300
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No. Nama Daerah Irigasi (DI) Luas Baku (Ha)
49 | Jorlang Hataran 162
50 | Jorlang Huluan 60
51 | Kampung Melayu/Hubuan 130
52 | Kampung Sulin 147
53 | Kandang Lombu/Huta Urung 160
54 | Karang Anyer 247
55 | Karang Bangun / Cempaka 80
56 | Kasindir 142
57 | Kuala Janji/Siligason 350
58 | Lumpat Nahirik 20
59 | Maligas Bayu 212
60 | Maligas Tongah 400
61 | Mallopot 305
62 | Mandohu 87
63 | Manik Hataran 420
64 | Manik Rejo 90
65 | Manik Silau 142
66 | Manrayap 86
67 | Margo Mulyo 171
68 | Mariah Jambi 25
69 | Marihat Baris 46
70 | Marihat Dolok/T. Motung 361
71 | Marihat Hulu 65
72 | Marihat Lela 80
73 | Marihat Raja I-II 410
74 | Marihat Raja Tombak S0
75 | Marjanji Asih 440
76 | Marmosi 90
77 | Marubun Jaya 70
78 | Merek Raya 25
79 | Naga Dolok 224
80 | Naga Tongah 112
81 | Nagojor 437
82 | Nagur Sijoring 120
83 | Negeri Asih 700
84 | Negeri Dolok 116
85 | Negeri Malela 4359
86 | P.Sidamanik/Parmahanan 190
87 | Pagar Jawa/B.Jambi II/Totap Majawa 590
88 | Palia Putar/Palia Naopat 219
89 | Panaborangan/dodoan 25
90 | Pangkalan Buntu Atas/Bawah 184
91 | Pangkalan Buntu Balata 140
92 | Pangkalan Buntu Panei 107
93 | Pantoan 261
94 | Parbeohan 100
95 | Pardagangan 504
96 | Parik Ganjang 185
97 | Pasar Baru Ujung Padang 200
98 | Pinang Ratus 292
99 | Porti 100
100 | Pulo Siborna 420
101 | Ranto 312
102 | Raya Bosi Parsinalihan 147
103 | Raya Timuran 465
104 | Sagala Tortoran 165
105 | Saran Padang 125
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No. Nama Daerah Irigasi (DI) Luas Baku (Ha)
106 | Saribu Asih 240
107 | Saribu Laksa 6
108 | Sarimatondang Hilir 90
109 | Sarimatondang Udik 90
110 | Saut Pardamean 50
111 | Semangat Baris 742
112 | Serapuh 112
113 | Seribu Jawa Ujung Bondar 600
114 | Siborna Parhonongan 120
115 | Siborong-borong Nagori 100
116 | Siboulangit/T. Panei/K. Anom 355
117 | Sibunga-Bunga 144
118 | Sidamakmur 74
119 | Sidari Girsang 130
120 | Sihuting Bosar 80
121 | Silampuyang 193
122 | Silau Barus/Siharanjang 133
123 | Silau Bosar 50
124 | Silinduk 170
125 | Simanalih 46
126 | Simpang Raya/Sibual-bual 450
127 | Sinaman Tiga Urung 50
128 | Sitampulak 270
129 | Sorba Dolok I 30
130 | Sordang Bolon/Parlakitang 117
131 | Sukosari 100
132 | Taluk Lapian 166
133 | Talun Kondot 180
134 | Tambun Timur 50
135 | Tangga Batu 15
136 | Tanjung Selamat 115
137 | Taratak Nagodang 210
138 | Tumorang S0
139 | Ujung Pait 933
140 | Bandar Manik 80
141 | Blok V 40
142 | Dusun Teladan I 70
143 | Hapasuk 6
144 | Lajangan S
145 | Manik Rambung 74
146 | Paranginan 15
147 | Parbeohab Hulu 50
148 | Pulo Banjar Tiga Jadi 70
149 | Rapuan Hulu-Hilir 120
150 | Rondang 10
151 | Saba Tes 40
152 | Silau Tomuan 80
153 | Silou Raya S5
154 | Simanga Rambung 60
155 | Simpang Jambi/Sidoaman S
156 | Sitabu 40
157 | Sitanggang 68
158 | Tondang Raya 70
X 31.363
Total Luas Baku DI sesuai KepmenPU 47.701
293/2014 atau Permen PUPR No. 14/2015 :

Sumber: Dinas PRPSDA Kab. Simalungun, 2020.
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Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, memiliki tujuan
meningkatkan kuantitas dan perawatan sarana dan prasarana jaringan irigasi serta
sumber daya air guna menunjang sektor pertanian dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan petani, serta pengendalian bantaran sungai akibat dari banjir yang
mengganggu lahan pemukiman, pertanian dan perkebunana rakyat. Dampak atau
outcome dari kegiatan-kegiatan bidang irigasi yang diharapkan adalah meningkatnya
persentase jaringan irigasi kondisi baik, berfungsinya jaringan irigasi sekunder dan
jaringan tersier, normalisasi saluran/ tanggul saluran irigasi serta meningkatnya
pengelolaan sistem irigasi partisipatif dengan membentuk atau merevitalisasi
kelembagaanpetani pengguna air irigasi.Kondisi Indeks Kinerja Jaringan Irigasi
Simalungun sampai akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kondisi baik dan sedang =7,20 %

Rusak ringan dan rusak berat = 92,98 %

Kondisi ini terjadi akibat usia bangunan, kurang tersedianya anggaran yang
dialokasikan untuk Rehabilitasi dan OP, Tenaga OP yang tidak mencukupi serta

kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam.

2.4.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Antusias masyarakat Kabupaten Simalungun untuk berpolitik di era
demokratisasi ini cukup baik, dimana dalam setiap pemilu legislatif, pemilu presiden
maupun pilkada selalu diikuti oleh partisipasi masyarakat dengan antusias.
Keterbukaan dan keterakomodasian hak-hak rakyat dalam berpolitik yang semakin
membaik ini juga ditunjukkan dengan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten
Simalungun yang secara umum juga berlangsung secara aman dan tertib.

Disamping itu munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik
dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun
forum-forum lainnya, merupakan bentuk pencapaian dalam mewujudkan proses
demokratisasi. Munculnya berbagai aspirasi dan respon masyarakat terhadap
kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik yang bersifat

mendukung ataupun memberikan kritik membangun, disampaikan langsung
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ataupun melalui lembaga perwakilan (legislatif), merupakan cerminan terjadinya
peningkatan kesadaran masyarakat akan politik dan nilai-nilai demokrasi.

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Simalungun dalam
4 tahun terakhir cukup kondusif salah satu indikatornya adalah konflik berbasis
SARA, Anarkisme, Separatisme dan lain-lain tidak pernah terjadi di Kabupaten
Simalungun. Penanggulangan terhadap adanya gangguan yang dapat melemahkan
kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan meningkatkan kinerja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.24

Capaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Simalungun Tahun 2017-2021

Indikator Pencapaian Capaian
2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021

No

Jumlah Warga Negara yang

memperoleh layanan akibat
dari penegakan hukum Perda 0
dan perkada

Jumlah Warga Negara
2 | yang memperoleh layanan NA | 6,5% | 5,64% | 6,95% | 6,95 %
informasi rawan bencana

Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan
pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana

Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi
korban bencana

Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan Evakuasi
korban kebakaran

NA | 6,5% | 5,64% | 6,95% | 6,95 %

NA | 6,5% | 5,64% | 6,95% | 6,95 %

NA | 100% | 100% | 100% 100%

2.4.1.6 Urusan Sosial

Jumlah PMKS di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu indikator
yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Hal tersebut disebabkan
PMKS berkaitan erat dengan kemiskinan karena yang termasuk PMKS adalah Anak
Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Balita Terlantar, Anak Jalanan, Lanjut
Usia Terlantar, Pengemis,Gelandangan, Korban Narkoba, Tuna Susila, Eks
Narapidana, Penyandang Cacat, Anak dengan Kedistabilitasan, Keluarga Fakir

Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Anak Korban Tindak Kekerasan,
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Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial,
Korban Kekerasan, Traficking dan Anak membutuhkan Perlindungan Khusus.

Kebjakan pelaksanaan Urusan Sosial di Kabupaten Simalungun dalam
rangka meningkatkan akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap pelayanan dasar
sosial.Pemberian bantuan kepada masyarakat yang termasuk kedalam 26 (dua puluh
enam) penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam
Permensos Nomor 8 Tahun 2012. Data sarana sosial sampai dengan tahun 2021
seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.25.
Jumlah Sarana Sosial, Penghuni, Orang Jompo dan Penderita Cacat

Tahun 2018-2021Kabupaten Simalungun

No Uraian 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah panti sosial 15 15 15 18
o | Jumlah penghuni panti 636 1.326 | 1.326 1.107
sosial
3 i‘slir;ﬂah orang jompo/ lanjut |, 4-q 1.027 1027 | 60-941
4 Jl,.lmla.h Penderita Cacat 5.135 5431 5831 5.831
(disabilitas)
Jumlah orang dengan 146
5. HIV/AIDS - 145 145
6. Anak berhadapan dengan ) 21 21 29
hukum
7. Tuna Susila - 460 460 460
8. Fakir Miskin 78.181 78.181 75.184 | 165.550
9. Korban Bencana Alam - 200 340 662
10. | Korban Bencana Sosial - 19 35 47
11. | Anak Terlantar - 1 1 -
12. | Balita Terlantar - 2 2 -
13 | Capaian SPM
Jumlah Warga Negara
penyandang disabilitas yang 19 6 36
14 memperoleh rehabilitasi 26 Orang Orang Orang orang
sosial diluar panti
Jumlah anak telantar yang 10
15 | memperoleh rehabilitasi 6 Orang 9 Orang -
. . . Orang
sosial diluar panti
Jumlah Warga Negara lanjut
usia terlantar yang 115 15 100
16 memperoleh rehabilitasi Orang 10 Orang Orang orang
sosial diluar panti
Jumlah Warga Negara/ )
gelandangan dan pengemis 10
17 | yang memperoleh 9 Orang 8 Orang Oran
rehabilitasi sosial dasar g
tuna sosial diluar panti
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No Uraian 2018 2019 2020 2021
Jumlah Warga Negara
korban bencana kab/kota

18 | yang memperoleh g:;)n (8)1?;1 2r7a5n 709
perlindungan dan jaminan & & & orang
sosial

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, 2022

Tabel 2.26.
Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021

No Indikator Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1. | Persentase PMKS yang % S S 5 82,92
tertangani

2. | Persentase Korban % 35 24 53 | 97,52
Bencana yang menerima
bantuan sosial

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, 2022

2.4.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.4.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja pelaksanaan urusan tenaga kerja mengalami fluktuasi selama tahun

2018-2020, ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Simalungun masih adanya

perselisihan yang harus ditangani dengan lebih serius. Kinerja bidang tenaga kerja

tahun 2018-2020 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.

Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2021Kabupaten Simalungun

NO BIDANG URUSAN / REALISASI PENCAPAIAN
INDIKATOR
2018 2019 2020 2021
1 Angkg Sengketa Pengusaha- 15 Kasus 4 Kasus 11 kasus | 11 kasus

Pekerja per tahun
Besaran kasus yang

2. | diselesaikan dengan Perjanjian 3 Kasus 32 Kasus | 5 kasus 5 kasus
Bersama (PB)

3 Besaran pencari kerja yang 2.354 2.599 619 390 orang
terdaftar orang orang orang

4. B.esaran pencari kerja yang 1.914 1.914 310 228 orang
ditempatkan orang orang orang
Besaran pekerja/buruh yang 18.988 28.254 29.482

S | menjadi peserta Program eserta 35.781 eserta eserta
Jamsostek p peserta P P
Besaran tenaga kerja yang

6. | mendapatkan Pelatihan 80 orang 50 - -
Berbasis Masyarakat orang
Besaran tenaga kerja yang

7. | mendapatkan Pelatihan 60 orang 20 orang -
Kewirausahaan j

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun, 2022

2.4.2.2.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Simalungun ditujukan untuk mendorong kesetaraan dan terjaminya perlindungan
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anak. Sampai tahun 2021 jumlah OPD yang menerapkan perencanaan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG) telah mencakup keseluruhan OPD sehingga dalam setiap
proses perencanaan dapat mengakomodir upaya pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

Dalam rangka penanganan permasalahan kekerasan dalam rumah tanggga
kendala yang dihadapi adalah masih sulitnya untuk mendapatkan data karena masih
tingginya budaya malu bagi ibu-ibu rumah tangga menyampaikan atau
menginformasikan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk cakupan
penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak selama tahun 2021
berdasarkan jumlah pengaduan mencapai 100%.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan
akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang
kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Kasus
kekerasan seksual terhadap anak akhir akhir ini sangat meningkat, sehingga
Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui DPPPA telah memiliki Rumah Ramah
Anak Berkebutuhan Khusus yang berada di Jln. Asahan KM 3,5 Pematang Siantar
yang diharapkan dapat membantu memberikan kenyamanan bagi anak yang
terdampak kekerasan serta mendorong dan memfasilitasi Forum Anak Simalungun
(FORASIMA) dalam meningkatkan Kreativitas anak dalam wupaya mewujudkan
tercapainya Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Mengingat banyaknyakasus dan luasnya wilayah Kabupaten Simalungun DPPPA
sangat membutuhkan kendaraan dinas khusus untuk memperlancar penanganan
kasus (mediasi dan pendampingan hukum bagi korban) juga sangat membutuhkan
tenaga psikolog untuk membantu pemulihan mental korban kekerasan. Indikator
kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut.

Tabel 2.28.

Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018-2021

No Indikator Satuan| 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1| Jumlah KDRT Orang 8 2 9 2
2 | Jumlah kursi DPRD yang Orang 5 5 5 4
diduduki perempuan
3 | Jumlah total kursi di Orang S0 S0 S0 S0
keanggotaan DPRD
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4 | Proporsi kursi yang diduduki % 10 10 10 0,8

perempuan di DPRD

5 | Jumlah pengaduan/laporan 34 66 101 115
yang ditindaklanjuti oleh unit

pelayanan terpadu

6 | Jumlah laporan/pengaduan
yang masuk ke unit
pelayanan terpadu

7 | Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan yang Mendapatkan
Penanganan Pengaduan Oleh
Petugas Terlatih di Dalam
Unit Pelayanan Terpadu

Orang

Orang 17 20 232 115

Orang 3 4 16 115

8 | Jumlah korban mendapat 16 12

layanan bantuan hukum

Orang - 4

9 | Perempuan dan Anak Korban 32 12
Kekerasan yangMendapatkan
Layanan Bantuan Hukum

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Simalungun

Tahun 2022

Orang 2 8

2.4.2.3 Urusan Pangan

Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah dicerminkan dengan
skor Pola Pangan Harapan (PPH), sedangkan di tingkat keluarga dan individu,
asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan
(B2SA) dapat diketahui

melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan perhitungan porsi.

Aman untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dengan
Pangan yang dikonsumsi dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) kelompok pangan
yang mengacu pada standar Pola Pangan Harapan yaitu padi-padian, umbi-umbian,
pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan,gula,
sayur dan buah, dan lain-lain. Kinerja urusan ketahanan pangan Kabupaten

Simalungun Tahun 2018-2021seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.29.
Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Simalungun Tahun 2018- 2021
Tah
No Indikator Kinerja asun
2018 2019 2020 2021
1 Persentase Daerah Rawan pangan yang o o
ditangani 4,61% | 3,41% - -
2 Persentase Kerawanan Pangan di o
Kabupaten Simalungun B - - 14%
3 Skor Tingkat Keaneka Ragaman Pangan
Konsumsi Pangan 89,3 90,2 83,4 |89,3
4 Ketersediaan Pangan Utama
- Energi ( Kilokalori/Kapita/Hari ) 4,114 | 4,225 | 3.451 | 3,350
- Protein ( Gram/Kapita/Hari) 89,35 | 90,28 | 98,45 | 91,30
5 Persentase Penanganan/ Pencegahan
Penyakit Utama Hewan (untuk tahun 37,20% | 37,60% | 29,50 | 12,43%
2021 khusus Rabies)
Sumber:Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab Simalungun, 2022
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Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang
Pangan dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan
Gizi. Dalam pasal 60 UU No.18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan
untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman

konsumsi pangan inilah yang diukur melalui pencapaian nilai skor PPH.

2.4.2.4 Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup ditujukan untuk perlindungan dan konservasi
sumber daya alam serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Hasil yang
telah dicapai antara lain dengan menurunnya tingkat pencemaran lingkungan,
meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk memelihara
lingkungannya, meningkatnya kawasan penghijauan dan terkendalinya pemanfaatan
sumber daya alam di Kabupaten Simalungun. Dalam rangka rehabilitasi hutan dan
lahan telah dilakukan penataan dan pemeliharaan taman dalam kota yang berfungsi
sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam upaya pencegahan pencemaran dan
pengrusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah
mewajibkan setiap pelaku usaha/kegiatan yang akan melakukan kegiatannya atau
membangun perusahaannya di wilayah Kabupaten Simalungun untuk menyusun
dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL, UKL/UPL ataupun SPPL
dimana jumlah usaha/kegiatan yang terdata pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Simalungun tahun 2020 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.30.
Kepemilikan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021
Jenis Dokumen Jumlah Usaha/Kegiatan
Amdal 23
UKL- UPL 185
SPPL 110
Total 318

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, 2022

Pada tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, persentase indeks tutupan lahan
sebesar 80 %, indeks kualitas air 80 % dan indeks kualitas lingkungan 99.66 %
serta kendaraan yang telah lulus uji emisi sebanyak 72%. Sementara penanganan
timbunan sampah di Kabupaten Serdang Bedagai sampai tahun 2020 telah mencapai
22% dan pengurangan volume sampah melalui 3R mencapai 0,5%. Selanjutnya
penyelesaian kasus lingkungan telah diselesaikan seluruhnya dengan capaian
68.18%.

Tabel 2.31.
Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Simalungun

Tahun
No Indikator Kinerja 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | Indeks Tutupan Lahan (%) 78.149 | 77.755 | 78.064 | 78.187 | 52,11
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Tahun
N Indik Ki j
° ndikator Kinerja 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
2 | Indeks Kualitas Air (%) 80 80 80 80 53,71
3 | Indeks Kualitas Udara (%) 96.85 99.20 98.17 99.66 92,55
4 | Persentase timbunan sampah yang 10 18 20 22 24
ditangani (%)
S | Persentase penyelesaian kasus N/A 81.48 86.11 68.18 23
lingkungan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun, 2022

Dari Tahun 2017 ke Tahun 2021 terjadi perubahan indeks tutupan lahan
yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun yang lain, ini dikarenakan terjadi alih
fungsi lahan sawah menjadi Hutan Lahan Kering Sekunder dan Pemukiman. Indeks
Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang
bersumber dari seluruh badan air pada wilayah Kabupaten/Kota dimana
perhitungan status mutu air menggunakan 8 parameter sesuai Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan
Status Mutu Air. Indeks Kualitas Udara (IKU) di hitung menggunakan verifikasi data
hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi
kriteria dan persyaratan pada wilayah Kabupaten/Kota dimana perhitungan IKU
menggunakan parameter NO, dan SO, dengan lokasi sampling yaitu perkantoran,

industri, transportasi dan pemukiman.

2.4.2.5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun
2018-2021 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.32. Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten
SimalungunTahun 2018-2021

No Jenis Dokumen it
2018 2019 2020 2021
1 Kartu keluarga 64.528 47.002 59.128 61.132
2 KTP 104.806 42.113 52.423 67.300
3 Akte Kelahiran 34.850 40.587 21256 16.307
4 Akte Perkawinan 3.125 5.404 3.072 1.583
5 Akte Perceraian 32 34 27 48
6 Akte Kematian 4.234 2.830 1.950 4.101

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Data tabel diatas menunjukkan bahwa bahwa periode waktu 2018-2021
jumlah penerbitan dokumen kependudukan menunjukkan kenaikan yang signifikan
salah satunya disebabkan oleh kebijakan pelayanan kependudukan dengan
pelayanan langsung dilakukan ditingkat kecamatan.
2.4.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan dapat terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam hal
perencanaan pembangunan. Lembaga sebagai wadah partisipasi masyarakat, mitra
ikut ambil bagian dalam perencanaan,

pemerintah desa pelaksanaan dan
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pengawasan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Dalam hal ini
keberadaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa seperti : Rukun
Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Desa (LPMN), Karang
Taruna, PKK dan Posyandu perlu dipertahankan. Lembaga adat desa bertugas
membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan
dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat
masyarakat desa. Untuk itu dibutuhkan kader-kader lembaga yang aktif, terampil
dan Dberdaya saing, sehingga perlu peningkatan kapasitas kader-kader
lembaga.Perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.33.
Capaian indikator di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No . Capaian Kinerja
Indikator Satuan 5518 | 2019 | 2020 | 2021
1 Jumlah Bumdes/Bumnag yang | Desa 62 107 246 373
" | terbentuk

o Persentase Jumlah Desa % 16.06 | 27.72 63.73 373

dengan Bumdes/Bumnag

Jumlah aparatur desa yang | Desa 772 772 772 772

mengikuti Bimtek Siskeudes

Jumlah Data dan Informasi Dokumen | 386 386 386 386

Jumlah Nagori yang memiliki

RPJMNag, APBNag dan RKPNag | D¢52 386 | 386 386 386

Sumber: DPMPN Kab. Simalungun, 2022

2.4.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk adalah menjaga keseimbangan antara penduduk yang
meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar.
Pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh urusan pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana adalah pengendalian penduduk yang bersumber dari kelahiran.
Total Fertility Rate (TFR) adalah indikator untuk melihat tingkat kemampuan
perempuan melahirkan dalam kurun waktu di sebuah wilayah. TFR Kabupaten
Simalungun masih diatas 2. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perempuan
hamil di Kabupaten Simalungun lebih dari 2 kali. Pengendalian penduduk dilakukan
dengan program Keluarga Berencana (KB). Indikator Keluarga Berencana sampai
dengan tahun 2018 cukup baik. Adapun program yang dilaksanakan antara lain
Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program
Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, Program
Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak serta Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga. Penyelenggaraan urusan pengedalian penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten seperti terdapat pada tabel berikut ini :
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Tabel 2.34.
Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021

Capaian Kinerja

Indikator Satuan

2018 2019 2020 2021
1 Rasio akseptor KB (baru) akseptor 22.476 21.247 14.255 66,31
2 Cakupan peserta KB aktif akseptor 125.760 127.904 124.426 12487
3 Cakupan Pasangan Usia % 12,36 11,62 12,57 14490
Suburyang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (Unmet Need)
4 Angka pemakaian kontrasepsi % 7,71 7,94 7,67 8,10
Pria /CPR bagi Pria
S Ratio Pembantu Pembina 413/413* | 413/413 | 413/413* 75
Keluarga Berencana (PPKBD) 100 *100 100
dengan strata berkembang
6 Persentase PIK R aktif dalam % 15 20 20 1 PPKBD
pelayanan informasi dan sertiap
konseling Desa
7 Cakupan PUS Peserta KB Anggota | akseptor 125.760 127.904 124.426 125.534
Usaha Peningkatan Pendapatan
keluarga

Usaha Peningkatan
PendapatanKeluarga Sejahtera

(UPPKS) yang ber-KB

Sumber: DPPKB Kab. Simalungun, 2022

2.4.2.8 Urusan Perhubungan

Pelaksaksanaan urusan Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan perhubungan dengan kebijakan pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ, peningkatan
pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan,
pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas dan peningkatan kelayakan
pengoperasian Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk pengendalian dan
pengamanan lalu lintas dilaksanakan melalui kegiatan pegadaan kelengkapan sarana
prasarana lalu lintas yang dilakukan secara berkelanjutan pada ruas jalan Nasional,

Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten.

2.4.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan dalam dinamika
pengelolaan administrasi pemerintahan dimana Pemerintah Daerah harus mampu
menerapkannya dan harus mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan
hubungan antara pemerintah dengan stakeholders. Sampai dengan tahun 2021,
Kabupaten Simalungun telah mengelola sistem informasi pembangunan daerah yang
terintegrasi dengan urusan pemerintahan dan pembangunan antara lain Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (e-SAKIP), Peta Digital Nagori, Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (Aplikasi SIPD), Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik
(LPSE), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), Aplikasi pelayanan urusan KTP

serta Sistem Pelayanan Perizinan.
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2.4.2.10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Koperasi dan UMKM di Kabupaten Simalungun bergerak di hampir
seluruh jenis lapangan usaha dan berperan sebagai pelaku utama pembangunan di
setiap sektor dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan
koperasi dan UMKM akan berdampak pada perluasan lapangan kerja, dan
peningkatan aktifitas perekonomian di pedesaan maupun perkotaan, terutama di
kalangan masyarakat miskin. Data perkembangan jumlah koperasi Kabupaten

Simalungun seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.35.
Perkembangan Koperasi Aktif sampai Tahun 2021
Bidang Usaha 2018 2019 2020 2021
Koperasi Aktif 61,42 61,87 61,95 NA
Usaha Mikro dan Kecil Menengah 99,67 100 100 NA

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun, 2022
Jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Pada tahun 2018jumlah koperasi aktif mencapai 61,42 persen menjadi

61,95 persen pada tahun 2020.

2.4.2.11. Urusan Penanaman Modal dan Perizinan

Penanaman modal merupakan komponen strategis dalam rangka

pengembangan dan pembangunan daerah yang diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan aktivitas arus barang dan jasa ditingkat
daerah akan secara nyata berkontribusi dalam menambah nilai PDRB. Beberapa
kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mendorong

investasi antara lain fasilitasi perizinan serta peningkatan promosi dan kerjasama

investasi.
Tabel 2.36.
Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan 2018-2021
Bidang Usaha 2018 2019 2020 2021
Jumlah perizinan yang diterbitkan 4.097 2.541 2.504 990
Persentase Dokumen Pelayanan 100 % 100 % 100 % 100 %

Perizinan dan Non Perizinan Yang
dapat diterbitkan sesuai ketentuan
yang berlaku

Sumber: DPM-PPTSP, 2022

Dalam rangka mendukung kinerja penanaman modal dan perizinan Kabupaten
Simalungun telah memiliki Website Perzinan dimana untuk proses perizinan dapat
diakses

melalui Https://perizinan.simalungunkab.go.id. Kedepan direncanakan

dituangkan dalam bentuk regulasi (Perda) terkait fasilitasi pemberian intensif dan

kemudahan berinvestasi di Kabupaten Simalungun.

2.4.2.12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Pembangunan kepemudaan dan olah raga memiliki peran penting dalam
pencapaian tujuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan

dapat mendorong meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah
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serta membudayakan olah raga kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten
Simalungun dalam rangka mendorong meningkatnya kinerja kepemudaan dan olah
raga dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan,
pemasyarakatan olah raga, penyediaan sarana olah raga baik yang sifatnya untuk
fasilitas umum maupun melalui sekolah-sekolah serta fasilitasi dan pemberian
bantuan bagi atlet untuk mengembangkan prestasi olah raga.

Kemajuan suatu daerah pada masa mendatang salah satunya bergantung
kepada generasi muda yang akan meneruskan estafet pembangunan. Pemuda yang
berpendidikan, terampil, mempunyai integritas dan patriotisme akan berperan
sebagai motor penggerak pelaksanaan pembagunan.

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga masih kurang maksimal di
Kabupaten Simalungun dikarenakan baru terbentuknya Organisasi Perangkat
Daerah yang mengurus tentang kepemudaan dan olah raga itu sendiri. Untuk
memaksimalkan urusan kepemudaan dan olahraga pada awalnya harus dilakukan
adalah pendataan pada sarana dan prasarana olahraga yang ada di wilayah
Kabupaten Simalungun, dan melakukan pendataan pada Organisasi Kepemudaan
dan Organisasi Olahraga yang ada di Kabupaten Simalungun serta menjalin
hubungan komunikasi yang baik terhadap Organisasi tersebut.

Demikian juga terhadap prestasi olahraga di Kabupaten Simalungun dapat
dihasilkan dari pembinaan yang berkelanjutan, dan pembinaan atlet dimulai dari
tingkat sekolah dasar sampai tingkat senior guna menghasilkan prestasi olahraga
Kabupaten Simalungun pada tingkat Nasional. Permasalahan peningkatan prestasi
Olahraga Kabupaten Simalungun antara lain belum optimalnya peran sentra
keolahragaan (sekolah khusus olahraga, Puslatda) dalam pembinaan dan
pengembangan olahraga prestasi, terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan
tenaga keolahragaan, masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan,
serta terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Kabupaten
Simalungun yang memenuhi standar Nasional dan Internasional. Permasalahan
tersebut yang menjadikan prestasi olahraga Kabupaten Simalungun dan di tingkat

Nasional belum maksimal.

2.4.2.13. Urusan Statistik

Dalam penyediaandata statistik, Pemerintah Kabupaten Simalungun
bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun dimana
Pemerintah Kabupaten Simalungun menfasilitasi BPS untuk melakukan
pengumpulan data sampai ditingkat OPD. Beberapa produk data statistik yang dapat
diakses melalui Website BPS Kabupaten Simalungun melalui

wwuw.simalungunkab.bps.go.id, beberapa publikasi antara lain Simalungun Dalam

Angka, Kecamatan Dalam Angka, Buku PDRB dan produk statistik lainya.
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2.4.2.14. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Simalungun dilakukan

melalui kegiatan pelestarian budaya dan pelaksanaan even yang sifatnya menjagadan

memperkenalkan budaya Simalungun sebagai identitas dan warisan budaya leluhur.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan budaya simalungun antara

lain pelestarian Makam Raja Simalungun, pentas seni budaya simalungun, Pesta

Rondang Bintang, fasilitasi pelaksanaan even budaya yang ada di Kabupaten

Simalungun serta fasilitasi pelestarian budaya dan seni.

disampaikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Simalungun:

Tabel 2.37.
Daftar Situs/ Cagar Budaya Simalungun 2021

Pada tabel berikut,

NAMA SITUS/CAGAR
No. BUDAYA LOKASI KECAMATAN
Rumah Bolon Pematang Jin. Saribudolok,
1 | Purba/ Istana Pematang Purba
Pematang Purba
Purba
. . Dusun Pamatang, .
2 | Situs Batu Gajah Desa Negeri Dolok Dolok Panribuan
Situs Guratan Batu Manuk JIn. Bah Mata . .
3 . Damanik, Desa Sidamanik
Sihulabu .
Sarimatondang
Jerat (makam) Ompung Desa
4 | Nai Horsik/ Tuan Torkis . Sidamanik
. Sarimatondang
Damanik
. Desa . .
S | Situs Panggalangan Sarimatondang Sidamanik
Bangunan Peninggalan Jln. Sidamanik, . .
6 Belanda Desa Tiga Bolon Sidamanik
Jln. Sidamanik, . .
7 | Benteng Beton Desa Tiga Bolon Sidamanik
Jalan Besar
3 Bunker Siulu-Ulu Sidamanik, Dusun Sidamanik
Peninggalan Belanda Sipinggan, Desa
Tiga Bolon
Jalan Besar
Bangunan Bundar Sidamanik, Dusun . .
9 Peninggalan Belanda I Sipinggan, Desa Sidamanik
Tiga Bolon
Jalan Besar
Bangunan Bundar Sidamanik, Dusun . .
10 Peninggalan Belanda II Sipinggan, Desa Sidamanik
Tiga Bolon
Jalan Besar
Bangunan Bundar Sidamanik, Dusun . .
11 Peninggalan Belanda III Sipinggan, Desa Sidamanik
Tiga Bolon
Bangunan Peninggalan Jalan Besar
12 gy 88 Sidamanik, Desa Sidamanik
Belanda .
Tiga Bolon
13 | Rumah Bolon Sidamanik Desa Butu Urung Pgmatang
Sidamanik
Makam Opung Na’l Pagar Pamatan
14 | Batu dan Opung Na Hu Desa Butu Urung . S
. Sidamanik
Langit
15 | Situs Tombak Desa Butu Urung Pamatang
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NAMA SITUS/CAGAR
No. BUDAYA LOKASI KECAMATAN
Panggulangan Sidamanik
16 Bah Mata Homitan Desa Pamatang Pamatang
Pamatang Sidamanik Sidamanik Sidamanik
Makam Partuanon Pamatang
17 Pamatang Sidamanik Desa Butu Urung Sidamanik
Jln. Suka Rame
Jorat Baggal (Makam) Raja | Dalam, Desa
18 Kerajaan Tanah Jawa Pematang Tanah Tanah Jawa
Jawa
Makam Raja Tanah Jawa Jln. Sang Majadi,
19 | Raja Namodom/Sang Desa Pematang Tanah Jawa
Majadi Tanah Jawa
Jln. Suka Rame
20 | Situs Tanah Jawa Dalam, Desa Tanah Jawa
Pematang Tanah
Jawa
Jln. Suka Rame
. Dalam, Desa
21 | Patung Panglima Bongkok Pematang Tanah Tanah Jawa
Jawa
Jln. Suka Rame
29 Situs Parsimagotan Tanah | Dalam, Desa Tanah Jawa
Jawa Pematang Tanah
Jawa
Makam Raja Raya Tuan
23 | Rondahaim Saragih Desa Aman Raya Raya
Garingging
24 | Situs Pagar Panei Bosi Desa Aman Raya Raya
Rumah Balei Parsaktian Kelurahan
25 : . . Raya
Saragih Garingging Hapoltakan
Makam Ferau August
26 . Desa Aman Raya Raya
Theis
Makam Pdt. J. Wismar Kelurahan Sondi
27 . Raya
Saragih Raya
Makam Guru Djason
28 Saragih Pamatang Raya Raya
Patung Pangulu Balang .
29 Raya Usang Nagori Raya Usang Raya
Dusun
30 Patupg Pangulu Balang Manlmahuta, Raya
Manikmahuta Nagori Tambun
Marisi
Patung Pangulu Balang Nagori Dolog
31 Nagara Langit Huluan Raya
GKPS Pamatang Raya Kelurahan Sondi
32 1 1903 Raya Raya
33 | Batu Marombak-Ombak Nagori Dolog Saribu | Dolok Pardamean
34 Keramat Kubah/Kubah Nagori Perdagangan Bandar
Pandan 11
35 glgllé Zm Partuanon Nagori Desa Nagori Dolog Silou Kahean
36 Situs Sinumbah Tantan Desa Nagori Dolog Silou Kahean
Rambu
37 | Situs Parsiroan Desa Raja Maligas Huta Bayu Raja
38 | Rumah Bolon Parsiroan Desa Raja Maligas Huta Bayu Raja
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NAMA SITUS/CAGAR
No. BUDAYA LOKASI KECAMATAN
Napa (Makam) Opung . . .
39 Habonaron Desa Raja Maligas Huta Bayu Raja
40 | Situs Sariroto Desa Raja Maligas Huta Bayu Raya
41 | Situs Dolok Batu Nanggar | Desa Dolok Maraja Tapian Dolok
42 | Situs Batu Gantung Parapat Girsang Sipangan
Bolon
43 | Situs Hariara Simatulpak Kelurahan Girsang G1rsantOIS(;11?langan
44 | Situs Paranggiran Girsang | Kelurahan Girsang GlrsantOIS(;ll?langan
45 | Mual Tapian Kelurahan Girsang Girsang Sipangan
Bolon
46 | Situs Sopo Bolon Kelurahan Girsang Girsang Sipangan
Bolon
47 | Liang Bolon Kelurahan Girsang Girsang Sipangan
Bolon
48 | Air Terjun Halimbingan Kelurahan Girsang GlrsantOIS;flangan
49 Rumah Pesanggrahan Kelurahan Parapat Girsang Sipangan
Soekarno Bolon
50 Makam Raja Panei Purba Desa Panei Tongah Panei
Dasuha
51 Makam Doriadjim Poerba Dolok Silau Dolok Silau
Tambak
52 | Rumah Batu llflaay%: ri Sambosar Raya Kahean

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun, 2022

2.4.2.15. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah
serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti
pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya
bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer
yang berguna bagi instansi

pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan

guna

gunakebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan

manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai sekunder yaitu nilai
masyarakat luas.Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan
instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip
karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain
sebagainya.

2.4.2.16. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu unsur penunjang strategis dalam
meningkatkan kualitas pendidlkan yaitu yang terkait dengan penyediaan literatur/
buku/ bahan bacaan khususnya bagi daerah yang masih mempunyai keterbatasan
dalam akses perpustakaan dan sumber bacaan/Buku Pelajaran. Pemerintah

Kabupaten Simalungun dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan selain
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menyediaKan Buku Bacaan dan sarana perpustakaan yang berada di Ibukota
Kabupaten Simalungun juga melakukan kegiatan Perpustakaan Keliling untuk
menjangkau masyarakat dan siswa yang relatih jauh dan sulit untuk mendapatkan
fasilitasi perpustakaan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu
juga dilakukan pembangunan perpustakaan sekolah dan perpustakaan ditingkat

nagori/kelurahan.

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu Sekretriat Daerah, Sekretariat DPRD,
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei
Mangkei dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kecamatan. Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah meliputi bidang pertanahan, hukum,
perekonomian dan Sumber Daya Alam, umum dan protikol, perlengkapan, keuangan,
Organisasi dan Tatalaksana, Tata Pemerintahan, Administrasi Kemasyarakatan,
pembangunan serta Unit Layanan Pengadaan. Sekretariat DPRD melaksanakan
urusan pemerintahan kesekretariatan DPRD Kabupaten Simalungun. Sekretariat
Korpri melaksanakan urusan pemerintahan fasilitasi kegiatan Korpri. Administrator
Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke melaksanakan wurusan pemerintahan
kesekretariatan KEK Sei Mangke serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan di 32 Kecamatan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan penunjang
administrasi pemerintahan kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan kinerja
kesekretriatan dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi dan pelayanan
masyarakat.

2. Urusan Fungsi Pengawasan Inspektorat

Penyelenggaraan urusan pengawasan yang meliputi perencanaan program
pengawasan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan
aparatur pemerintah Daerah, pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
tugas pemerintahan kabupaten yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan, keagrariaan/pertanahan, keuangan, perlengkapan dan peralatan,
Badan Usaha Daerah, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian
daerah dan kesejahteraan sosial, pengujian penilaian atas laporan OPD serta tugas
pengawasan lainya. Kinerja pengawasan menjadi prioritas untuk ditingkatkan dalam
rangka pengendalian dan pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan

termasuk untuk pelaksanaan reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah.
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Tabel 2.38.
Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017-2021

Persentase Aparatur Sipil
Negara yang melaporkan o .

Harta Kekayaan Negara o - 92,78 88 97,51
(LHKPN )

Persentase Tindak Lanjut | o | 77 99 | 70,12 | 79.58 | 77,05 | 79,70
Temuan

3 | Jumlah Temuan BPK Jumlah 514 595 830 903 394

Persentase Pelanggaran o - - - -
Pegawai ° -

Sumber: Inspektorat Kabupaten Simalungun, 2022

3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berupaya untuk meningkatkan kualitas
kedisplinan Aparatur Sipil Negara serta meningkatkan kinerja Aparatur Sipil
Negara melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara
rutin dan Dberkelanjutan. Dalam rangka peningkatan kinerja di bidang
kepegawaian sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pengembangan aplikasi

untuk pengelolaan data base dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Tabel 2.39.
Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2021
No Indikator Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Rata rata lama Pegawai mendapatkan

pendidikan dan pelatihan hari 3 3 3 3

Persentase ASN yang mengikuti

o,
2 pendidikan dan pelatihan formal % 13,16 | 14,94 112,21 12,28
Persentase Pejabat ASN yang
3 | mengikuti Pendidikan dan Pelatihan % 0 0 0,69 0,70

Struktural

4. Keuangan dan Pendapatan Daerah

Urusan Pemerintahan di bidang keuangan mencakup tatakelola keuangan
daerah masih memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kendala laporan keuangan daerah adalah
terkait dengan pengelolaan asset yang membutuhkan kebijakan yang tepat yang
dapat mengelola aset secara optimal.

Untuk pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk intensifikasi dan
ekstensifkasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pajak yang dikelola, targetnya
secara terus menerus meningkat seiring tahun berjalan dan terus di usahakan untuk
mencapai target yang telah ditentukan. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) hanya
mendapatkan langsung dari PT.PLN selama ini, dan rencana untuk kedepannya
dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun. Begitu juga bila ada peluang

untuk pajak lain seperti pajak parkir (bukan retribusi parkir) dapat semakin
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menambah peluang untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.Kerjasama antar
Instansi terkait yang kuat juga dapat meningkatkan PAD termasuk dengan Izin yang

di keluarkan.

5. Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah merupakan acuan
bagi seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah
sebagaimana diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Simalungun antara lain Dokumen Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang sesuai dengan Peaturan Daerah Kabupaten
Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menegah sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun
2021-2026 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahunnya
sesuai dengn jadwal waktu sebagaimana diamantkan oleh Permendagri Nomor 86
Tahun 2017

Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
2.4.5 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan
2.4.5.1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Simalungun memiliki potensi sumberdaya alam yang besar untuk
dikembangkan pada bidang perikanan. Jika dioptimalisasi maka potensi sumberdaya
ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Budidaya ikan
konsumsi sebagian besar dilaksanakan di kolam air tenang, sawah, kolam jaring
apung dan danau. Potensi kolam dan lahan pekarangan belum dimanfaatkan secara
optimal karena keterbatasan modal dan sarana budidaya ikan yang dimiliki oleh para
pembudidayaan ikan.

Tabel 2.40.
Banyaknya Rumah Tangga Perikanan, Luas, Produksi dan Nilai Penjualan
Usaha Perairan Umum Menurut Sumbernya Tahun 2022

Jenis Rumah Tangga Perikanan Luas (Ha) Produksi (Ton)
Sumber | 2018 2019 2020 | 2021 | 2018 | 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Kolam 2.573 | 2.535| 2.535| 2444 | 7977 | 7944 | 7.944 | 6938,5 | 7.715,73 | 776.600 | 698.931 | 173.712
Air
Tenang
Kolam 150 150 150 137 10 10 10 10 540 542 487 162
Air deras
Sawah 3.492 3.465 3.465 | 3.466 6.844 6.804 6.804 6.043 21.861 21.917 19.716 15.107
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Kolam 715 709 709 489 | 24,93 25 25 25,5 | 34.930,8 35.282 31.752 | 30.409
Jaring 5

Apung

Danau 676 676 676 636 | 186,5 186,5 186,5 186,5 170 160 142 190,8

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

Saat ini, usaha pembudidayaan perikanan di Kabupaten Simalungun banyak
dijalankan oleh rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga yang membudidayakan
ikan kolam air tenang dengan nilai penjualan yang mereka peroleh sekitar Rp.
4.255.956.300,-pada tahun 2021. Sedangkan yang terbanyak kedua adalah budidaya
ikan kolam jaring apung yang menjalankan usaha ini dengan produksi mencapai
30.409 ton pertahun. Penerimaan yang diperoleh juga sangat besar yakni mencapai
Rp669.011.200,-. Penyebaran rumah tangga yang membudidayakan ikan per jenis
sumber juga beragam. Sebagain besar kecamatan di Kabupaten Simalungun
membudidayakan ikan dengan jenis sumber berasal dari sawah. Sedangkan untuk
Kolam Jaring Apung umumnya terletak di Kecamatan yang mengelilingi Danau Toba

seperti Kecamatan Haranggaol dan Girsang Sipangan Bolon.

2.4.5.2. Urusan Pilihan Pariwisata

Kabupaten Simalungun memiliki beberapa lokasi objek wisata, baik wisata
alam, maupun wisata budaya. Kabupaten Simalungun adalah salah satu
kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki potensi wisata. Kabupaten
Simalungun memiliki 57 titik lokasi objek wisata, terdiri atas 30 lokasi wisata
alam, 14 lokasi wisata agro, 4 lokasi wisata budaya, dan selebihnya adalah
lokasi wisata rekreasi lainnya. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon merupakan
kecamatan yang memiliki objek wisata terbanyak. Dan di kecamatan itu
pula terdapat objek wisata yang paling diandalkan, yaitu Danau Toba yang
bisa dinikmati dari Parapat.

Kabupaten Simalungun dengan Danau Tobanya, termasuk salah satu
dari 16 destinasi wisata Indonesia pada tahun ini dan menjadi prioritas
pengembangan yang dicanangkan oleh Kementrian Pariwisata Kreatif dan menjadi
salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk bidang pariwisata.
Dengan memiliki 11 Hotel Bintang serta lebih kurang 70 Hotel Non Bintang yang
berkonsentrasi di kawasan Parapat, telah ikut memberikan pengaruh yang
besar untuk mengoptimalkan industri pariwisata di Simalungun. Perkembangan

kunjungan wisatawan di Kabupaten Simalungun seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.41.
Data Kunjungan Wisata Tahun 2018-2021
Tahun Wisatawan Wisatawan Jumlah
Nusantara Mancanegara
2018 212.291 5.991 218.282
2019 539.647 17.381 557.028
2020 371.159 119 371.278
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Tahun Wisatawan Wisatawan Jumlah
Nusantara Mancanegara
2021 396.683 1651 398.334

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, 2022.

Data kunjungan wisata di Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu 2018-

2021berfluktuatif dimana kunjungan wisata sampai dengan tahun 2018 relatif

meningkat kemudian menurun pada tahun 2020 dan 2021 akibat Covid-19. Untuk

mendukung kinerja pariwisata dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisata

melalui kegiatan pembenahan obyek wisata Kabupaten Simalungun memiliki

beberapa destinasi wisata potensial yang sangat potensial meningkatkan kunjungan

wisata.

Daftar Objek dan Potensi Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Simalungun

Tabel 2.42.

Kecamatan

Lokasi Wisata

Jenis Objek
Wisata

Purba

Rumah Bolon

Wisata Budaya

Haranggol Horison

Kohan Road Wisata Alam
Haranggaol Wisata Alam
Liang Atas Wisata Alam

Liang Nangka

Wisata Alam

Pantai Silumbak

Wisata Alam

Dolok Pardamean

Simarjarunjung / Bukit Indah
Simarjarunjung (BIS) / Pinus Land.

Wisata Alam

Tigaras / Tugu Sinar Bangun

Wisata Alam/
Sejarah

Batu Hoda

Wisata Alam

Garoga

Wisata Alam

Pantai Paris

Wisata Alam

Pantai Ardana

Wisata Alam

Sidamanik

Kebun Teh Toba Sari

Wisata Agro

Kebun Teh Sidamanik

Wisata Agro

Kebun Teh Bah Butong

Wisata Agro

Air Terjun Bah Biak

Wisata Alam

Mata Air / Pemandian Bah Damanik

Wisata Alam

Pamatang Sidamanik

Sipolha / Patung Ikan Mas

Wisata Alam

Pantai Larepa

Wisata Alam

Tanjung Unta - Tambun Raya /
Lokasi Camping

Wisata Alam

Sait Buttu / Kopi dan Madu

Wisata Agro

Girsang Sipangan
Bolon

Danau Toba

Wisata Alam

Batu Gantung

Wisata Alam

Camping Ground

Wisata Rekreasi
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Kecamatan

Lokasi Wisata

Jenis Objek
Wisata

Air Terjun Halimbingan

Wisata Alam

Huta Sibatu Loting Parherekan

Wisata Alam

Sibaganding

Wisata Alam

Sipangan Bolon / Tanaman Nenas

Wisata Agro

Dolok Simarbalatuk

Wisata Alam

Batu Lubang

Wisata Alam

Dolok Saesae

Wisata Alam

Liang Majontik

Wisata Alam

Liang Bolon

Wisata Alam

Mual Bolon

Wisata Alam

Kampung Warna-Warni Tiga Rihit

Wisata Alam

Dolok Panribuan

Batu Gajah

Wisata Budaya

Pemandian Manigom

Wisata Rekreasi

Botanical Garden Marihat Huta

Wisata Agro

Jorlang Hataran

Batusilaon

Wisata Budaya

Kasindir

Wisata Agro

Silou Kahean

Tinggi Raja

Wisata Alam

Siantar

Museum

Wisata Budaya

Perkebunan Marihat

Wisata Agro

Permandian Bah Tio

Wisata Rekreasi

Gunung Maligas

Karang Anyer

Wisata Rekreasi

Pemandian Bah Pamujian

Wisata Rekreasi

Gunung Malela

Perkebuhan Karet Bangun

Wisata Agro

Pemandian Silulu

Wisata Rekreasi

Kolam Renang Anak-Anak

Wisata Rekreasi

Dolok Ilir

Wisata Rekreasi

Dolok Merangir

Wisata Agro

Air Terjun Bah Bolon

Wisata Agro

Dolok Batu Nanggar

Kolam Air Tawar Bah Bolon

Wisata Agro

Bah Tobu/Brombus

Wisata Alam

Dolok Hataran

Wisata Alam

Air Terjun Siherbang

Panombeian Panei Marjandi Wisata Agro
Bandar Kramat Kubah Wisata Budaya

Air Terjun Bah Hapusuk Wisata Alam
Hatonduhan

Wisata Alam

Tanah Jawa

Air Terjun Turunan Buhit

Wisata Alam

Perkebunan Balimbingan

Wisata Agro
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Jenis Objek

Kecamatan Lokasi Wisata .
Wisata
Kolam Pemandian BALIJU Wisata Rekreasi
Bah Jambi Wisata Agro
Jawa  Maraja Bah . . . . .
. Pemandian Air Sejuk Wisata Rekreasi
Jambi
Moho Wisata Alam
Sampuran B. Bala Wisata Alam
Air Terjun Bongguran Wisata Alam
Raya Pemandian Sampuran Tarak Ni Wisata Alam
Onggang
Pgnjat Tebing Panatapan Dolok Wisata Alam
Simarsolpa
Raya Kahean P?mJ at T<‘eb1ng Panatapan  Dolok Wisata Alam
Simarsulpit
Kerasaan I Wisata Alam
Pamatang Bandar
Mariah Bandar Wisata Alam

Pemandian Bah Hapal / Kolam

Pemandian Sweambath Wisata Rekreasi

Bandar Huluan

Bosar Maligas Air Terjun Turgit Sandi Wisata Rekreasi
Tapian Dolok Pemandian Dolok Seribu Wisata Rekreasi
Huta Bayu Raja Perkebunan Dolok Sinumbah Wisata Agro

Binahal Indah Resort & Rest Area
Sipiso-Piso Sinar Naga Mariah.
Wisata Indah Sippan Silimakuta
Barat

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, 2022

Wisata Alam
Pamatang Silimakuta
Wisata Alam

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PDRB
sektor pariwisata dan meningkatkan kunjungan pada obyek-obyek wisata tersebut
perlu dikelola dengan profesional sehingga bukan hanya mencapai tujuan-tujuan
ekonomis seperti meningkatkan arus kunjungan wisatawan, tetapi juga dapat
memelihara cagar budaya dan sejarah yang sangat penting dalam perkembangan

Kabupaten Simalungun.

2.4.5.3. Urusan Pilihan Pertanian

Komoditi utama yang dikembangkan di Kabupaten Simalungun terdiri dari
padi sawah, padi ladang, tanaman hortikultura, sayur-sayuran dan palawija. Untuk
tanaman jenis holtikultura yang menjadi unggulan pada sektor pertanian adalah
cabai, nenas, dan jagung. Tanaman kelapa sawit, dan kopi merupakan komoditi
perkebunan utama di Kabupaten Simalungun. Dalam wusaha pengembangan
perkebunan, sektor perkebunan ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang
cukup potensial.

Areal pertanian sawah tersebar hampir di seluruh kecamatan. Beberapa
kecamatan terkonsentrasi untuk padi sawah di antaranya adalah Hutabayu Raja,
Pematang Bandar, Tanah Jawa, dan Dolok Panribuan. Sementara luas areal tanaman

jagung terkosentrasi di kecamatan Pamatang Sidamanik, Hutabayu Raja, Sidamanik,
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Hatonduhan dan Raya. Luas panen dan produksi pertanian Kabupaten Simalungun
Tahun 2018-2021 seperti terapat pada tabel berikut:

Tabel 2.43.
Luas Panen dan Produksi Komoditi Pertanian Unggulan Kabupaten
SimalungunTahun 2018-2021

Komoditi 2018 2019 2020 2021
Padi Ladang
Panen (Ha) 15.420,0 9.053,5 20.946,5 8.463,0
Produksi (Ton) 69.374 30.555 77.5225 32.272,0
Padi Sawah
Panen (Ha) 77.887 62.598,6 51.302,9 61.235,6
Produksi (Ton) 427.440 336.332 300.200 354.586,0
Padi (Sawah + Ladang)
Panen (Ha) 93.307 71.652,1 72.249 .4 69.698,6
Produksi (Ton) 541.814 366.887 377.775 386.858
Jagung
Panen (Ha) 29.992 41.676,8 45.703,2 30.490,10
Produksi (Ton) 168.158 243.977 216.949 182.325,00
Ubi Kayu
Panen (Ha) 4.227,8 6.416,9 4.675,3 6.298,00
Produksi (Ton) 1387.907 213.319 155.456 208.580,00
Cabe
Panen (Ha) 3.110 2.260 3.221 3.817
Produksi (Ton) 558,81 35.232 49.356 62.034
Bawang Merah
Panen (Ha) 390 354 496 1.302
Produksi (Ton) 49.725 4.051 6.145 16.421
Bawang Putih
Panen (Ha) - 29 25 41
Produksi (Ton) - 304 172 349

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

Sedangkan untuk komoditi perkebunan, beberapa komoditi perkebunan rakyat yang
mempunyai nilai ekonomi tinggi dan dikembangkan menjadi potensi daerah antara
lain komoditi sawit, karet, dan kopi dengan data perkembangan produksi pada tabel
berikut:

Tabel 2.44.
Luas Panen dan Produksi Perkebunan Rakyat KabupatenSimalungun
Tahun2018-2021

Komoditi 2018 2019 2020 2021
Sawit
Panen (Ha) 25.737,07 27.581.8 33.660,83 38.867,09
Produksi (Ton) 517.997,23 555.551 559.909,88 358.271,00
Karet
Panen (Ha) 2.826,62 2.628,32 4.320,35 4.341,89
Produksi (Ton) 2.678,94 2.506,09 2.288,02 3.086,83
Kopi
Panen (Ha) 6.962,51 8.688,23 13.851,93 7.098,21
Produksi (Ton) 5.886,10 4.403,24 4.049,07 4.509,29

Sumber: Simalungun Dalam Angka , 2022
Untuk komoditi perkebunan, komoditi unggulan adalahKelapa Sawit, Karet
dan Kopi kemudian disusul dengan beberapa komoditi lainnya yang terdiri atas
Kelapa, Kakao dan Aren. Jenis tanaman perkebunan rakyat yang paling besar di

Kabupaten Simalungun adalah Perkebunan Kelapa Sawit. Pada tahun 2021, luasnya
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mencapai 38.867,09 Ha kemudian diikuti oleh Kopi Arabika dan Robusta
seluas7.098,21 Ha, perkebunan Karet 4.341,89 Ha.

2.3.3.5. Urusan Pilihan Peternakan
Populasi ternak yang dikembangkan di Kabupaten Simalungun adalah
kerbau, sapi, babi, kambing dan kelinci. Adapun populasi ternak tersaji pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.45.
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (ekor)
Tahun Sapi Kerbau | Kuda Piizllq Kambing | Domba Babi Kelinci

2017 104.360 8.008 240 122 67.414 10.814 | 172.027 3.823
2018 109.578 8.104 243 122 69.143 10.944 | 174.045 3.869
2019 159.286 7.229 266 293 66.199 11.195| 163.578 2.855
2020 167.400 6.058 157 274 60.259 13.362 13.944 911
2021 173.540 3.523 105 205 14.238 64.997 20.430 413
Sumber : Simalungun Dalam Angka, 2022, BPS Kabupaten Simalungun

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengembangan potensi ternak terbesar di
Kabupaten Simalungun adalah ternak Babi dan Sapi. Populasi ternak babi pada
tahun 2017 sekitar 172.027 ekor kemudian menurun secara sinifikan menjadi
20.430 ekor pada tahun 2021. Sedangkan untuk peternakan sapi populasinya
mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 populasinya sebesar 104.360 ekor
menjadi 173.540 ekor pada tahun 2021.

Tabel 2.46.
Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak

Tahun | Ayam Ras Petelur | Ayam Ras Pedaging | Ayam Kampung | Itik
2017 151.246 962.619 1.101.939 52.979
2018 161.061 1.024.170 1.115.163 53.615
2019 769.122 1.055.612 1.134.526 55.849
2020 768.900 1.057.250 960.733 50.046
2021 779.400 1.120.685 1.079.480 53.549

Sumber : Simalungun Dalam Angka, BPS Tahun 2022

Untuk ternak unggas, ayam kampung menjadi jenis unggas yang paling
banyak diternakkan di Kabupaten Simalungun. Pada tahun 2018 populasinya
sebanyak 1.115.163 ekor, namun berkurang jumlahnya menjadi 1.079.480 ekor pada
tahun 2021. Untuk ayam ras pedaging mengalami peningkatan dari 1.024.170 ekor
pada tahun 2018 menjadi 1.120.685 ekor pada tahun 2021.

2.4.5.4. Urusan Pilihan Perdagangan

Sektor Perdagangan mempunyai peranan besar dalam pembentukan PDRB
Kabupaten Simalungun, untuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
mobil dan Sepeda Motor untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan dimana
pada tahun 2018 kontribusinya terhadap PDRB sebesar 15,94 persen menurun
menjadi 15,85% persen pada tahun 2021. Untuk aktifitas perdagangan di Kabupaten
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Simalungun sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten SImalungun terdapat 54

pasar.

2.4.5.5. Urusan Pilihan Perindustrian

Sektor perindustrian dalam komposisi perekonomian Kabupaten Simalungun
cukup besar dalam memberikan kontribusi. Pada tiga tahun terkhir kontribusinya
pada PDDRB Simalungun cenderung mengalamipenurunan dimana pada tahun 2018

sebesar 12,37 persen menurun menjadi 11,58 persen pada tahun 2021.
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2.5. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan
otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing
daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim

investasi dan sumber daya manusia.

2.5.1. Kemampuan Daerah
2.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Kabupaten
Simalungun dalam kurun waktu 2018-2021 mengalami peningkatan untuk setiap
tahunnya dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 926.970,- menjadi Rp. 1.111.655,-
pada tahun 2020.

Tabel 2.48.
Rata-Rata PengeluaranPer Kapita Per Bulan dan Jenis Konsumsi
Tahun 2017-2021 Kabupaten Simalungun

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Rata-rata pengeluaran

1 | per Kapita per Bulan 816.279 | 926.970 | 996.563 | 1.111.655 NA
(Rp)
Persentase Jenis

2 .
Konsumsi
- Makan (%) 56,35 57,47 55,16 NA
- Bukan Makanan (%) 43,65 42,53 44,34 NA

3 | Jenis Konsumsi
- Makan (Rp) 504.888 | 522.380 | 572.724 | 613.148 NA
- Bukan Makan (Rp) 311.391 | 404.590 | 423.839 | 498.507 NA

Sumber : Simalungun Dalam Angka, BPS Tahun 2022

2.5.1.2. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Keadaan fasilitas infrastruktur daerah sangat mempengaruhi daya saing
perekonomian daerah. Berdasarkan aspek ketersediaan fasilitas perhubungan
infratruktur jalan Kabupaten Simalungun terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 90,09
Km, Jalan Provinsi 219,76 Km dan Jalan Kabupaten 1.803,75 Km serta masuk dalam
wilayah rencana pengembangan Jalan Tol Medan-Siantar-Simalungun yang
diperkirakan akan selesai sampai dengan tahun 2021. Untuk transportasi Kereta Api,
untuk rencana pengembangan kedepan akan diintegrasikan dengan pengembagan
Kawaasan Indisutri KEK Sei Mangkei dan pengembangan pariwisata Danau Toba.
Sampai tahun 2019 Kabupaten Simalungun memiliki 2 Unit Terminal Bus
yaituTerminal Bus Perdagangan dan Terminal Bus Parapat serta juga memiliki 2 Unit
Pelabuhan Penyeberangan Danau yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tiga Raja dan

Pelabuhan Penyeberangan Tigaras.
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2.5.1.3 Penataan Ruang

Penataan ruang Kabupaten Simalungun dilaksnakan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 yang mengatur dan menetapkan
pola ruang dan kawasan.
2.5.1.4. Fasilitas Keuangan

Fasilitas keuangan yang tersedia di Kabupaten Simalungun diantaranya
adalah Bank dan Non Bank yang berada diseluruh wilayah kecamatan seperti Bank

BNI, Bank BRI, Bank Sumut serta fasilitas Bank lainnya seperti BPR.

Tabel 2.49.
Jumlah Lembaga Keuangan Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021
No Uraian 2018 2019 2020 2021
1 | Bank Umum 11 9 7 7
2 | BPR 5 5 6 6
Jumlah 16 14 13 13

Sumber : Simalungun Dalam Angka, BPS Tahun 2022

2.5.1.5. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia yang
berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan fisik. Pada dasarnya untuk
memenuhi kebutuhan air merupakan tanggung jawab setiap masyarakat, pemerintah
mempunyai tanggung jawab dengan membangun berbagai prasarana dan sarana
sistem penyediaan air minum baik di perkotaan maupun di pedesaan di seluruh
wilayah Indonesia. Pelayanan air minum di Kabupaen Simalungun terdiri dari
sumber air minum yang dikelola oleh masyarakat dan Perusahaan Daerah Air

Minum Tirta Lihou.

Tabel 2.50.
Banyaknya Pelanggan Air Minum Kabupaten Simalungun
Jenis Jumlah Pelanggan
Pelanggan 2018 2019 2020 2021
Rumah Tangga 31.896 32.556 47.265 47.270
Hotel 79 78 53 77
Tempat Ibadah 215 208 292 297

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

Pelanggan air minum di Kabupaten Simalungun pada umumnya adalah
Rumah Tangga dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 31.896 pada

tahun 2018 menjadi 47.270 tahun 2021.

2.5.1.6. Fasilitas Listrik
Kebutuhan listrik di Kabupaten Simalungun tahun 2021 dipasok oleh PLN
Wilayah II Pematang Siantar, dimana dari 32 Kecamatan yang ada keseluruhanya

sudah mendapatkan penerangan listrik, dengan jumlah pelanggan sebanyak351.437
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pelanggan. Kategori pelanggan meliputi 330.662pelanggan Rumah Tangga,
6.927untuk sosial, 1.974 pelanggan pemerintah, 11.611 pelanggan bisnis dan 255
pelanggan industri.

Tabel 2.51.
Jumlah Pelanggan PLN di Kabupaten Simalungun
Tahun 2018-2021

Jenis Pelanggan Jumlah Pelanggan
2018 2019 2020 2021
Rumah Tangga 278.387 288.898 330.662 330.662
Sosial 5.742 5.913 6.927 6.297
Pemerintah 926 1.791 1.974 1.974
Bisnis 10.889 11.023 11.619 11.619
Industri 236 232 255 255
Kabupaten 297.164 307.857 351.437 351.437
Simalungun
Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022
2.5.1.7. Iklim Berinvestasi
Investasi merupakan komponen yang sangat penting dalam

mendorongpertumbuhan ekonomi. Investasi sebagai kegiatan penanaman modal
dalam berbagai kegiatan ekonomi dilakukan dengan harapan memperoleh nilai
tambah di masamendatang. Iklim berinvestasi dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti keamanan dan ketertiban serta faktor sarana prasarana pendukung
investasi. Terkait dengan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum
di Kabupaten Simalungun terjaga dengan baik dimana kebijakan dilakukan dengan
melibatkan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun sebagian
besar terletak pada sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata. Potensi sektor
pertanian Kabupaten Simalungun yang memberikan kontribusi adalah tanaman
pangan dan holtikultura. Sedangkan sektor perkebunan yang memberikan
kontribusi adalah, karet, kelapa sawit, kopi, tembakau dan teh. Di Kabupaten
Simalungun terdapat beberapa perkebunan milik pemerintah seperti PTPN
3, PTPN4dan perkebunan milik swasta seperti PT. Bridgestone Sumatera Rubber
Estate dan PT.Toba Pulp Lestari. Sektor pariwisata, Kabupaten Simalungun
memiliki beberapa titik lokasi tujuan wisata. Salah satu tujuan wisata yang
terkenal di Simalungun adalah kota Parapat di pinggir Danau Toba yang
merupakan danau terbesar di Indonesia.

Peluang pengembangan investasi di Kabupaten Simalungun sangat besar
karena selain memiliki sumber daya alam dan pariwisata yang sangat potensial,
daerah ini juga telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional untuk
pengembangan industri kelapa sawit yakni KEK Sei Mangkei, dan Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional (KSPN) dengan terbentuknya Badan Otoritas Danau Toba. Dua
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kebijakan strategis tersebut memberikan peluang bagi Kabupaten Simalungun untuk
dapat lebih berkembang di masa yang akan datang.

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sebagaimana telah ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 pasal 1 ayat
2 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei memiliki total luas 2.002,77 ha
(dua ribu dua koma tujuh hektar are) yang berada dalam wilayah Kecamatan
Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mendukung realisasi investasi tersebut, Pemerintah Kabupaten
Simalungun telah menyusun sejumlah kebijakan yang mendukung kemudahan
dalam perizinan bagi investasi. Untuk mendukung sejumlah investasi di Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Simalungun, Pemerintah Kabupaten
Simalungun telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simalungun Nomor 10 tahun 2012 sehingga
status lahan pengembangan investasi di wilayah ini menjadi lebih jelas dan
transparan. Untuk menunjang pengembangan investasi khususnya di KEK Sei
Mangkei, saat ini juga telah dilakukan pengembangan jalur kereta api dari dan
menuju KEK Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung. Pembangunan
Pelabuhan Kuala Tanjung direncanakan akan terintegrasi dengan KEK Sei Mangkei
di Kabupaten Simalungun. Sementara itu, untuk sektor pariswisata Kawasan Danau
Toba tengah gencar mempromosikan tujuan wisata Indonesia. Beberapa regulasi
yang diterbitkan seperti Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan
Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba akan menjadi dasar kepastian
berinvestasi.
2.5.1.8. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi

Penyerapan tenaga kerja hingga akhir 2021 masih didominasi oleh
penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD kebawah sebanyak 116.790
orang (25,97 persen), SMP sebanyak 105.985 orang (23,56 persen), SMA sebanyak
114.315 orang (25,42 persen), dan SMK sebanyak 67.368 orang (14,98 persen).
Penduduk bekerja berpendidikan tinggi (diploma ke atas) ada sebanyak 45.218
orang (10,05 persen) mencakup 13.491 orang berpendidikan Diploma dan 31.727

orang berpendidikan Universitas.

Tabel 2.52.
Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
1 SD ke bawah 116.790 25,97
2 SMP 105.985 23,56
3 SMA 114.315 25,42
4 SMK 67.368 14,98
5 Diploma I/II/1II 13.491 3,00
6 Sarjana / Universitas 31.727 7,05
Jumlah 449.676 100

Sumber: Badan Pusat Statistik Smalungun 2022
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2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara
jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun
ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan
jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Data Rasio Ketergantungan

Kabupaten Simalungun pada tahun 2018-2021 seperti tabel berikut:

Tabel 2.53.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021
Tahun Rasio Ketergantungan
2018 56,37
2019 56,13
2020 NA
2021 NA

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2022.

Rasio ketergantungan Kabupaten Simalungun menurun sejak tahun 2018
hingga tahun 2019. Rasio Ketergantungan tahun 2019 bernilai 56,3 persen, artinya
setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan

sebanyak 56 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.6. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI
TAHUN BERJALAN DAN REALISASI

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah
Urusan Pemerintahan diselenggarakan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
daerah.

Untuk Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD hingga Tahun Berjalan dan
Realisasi dari RPJMD dapat dilihat bahwa masih didapati realisasi outcome dan
output yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dimana diakibatkan
dari beberapa faktor penghambat dalam realisasi capaiannya. Masih ada program
dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD namun tidak dapat
direalisasikan target kinerjanya atau capaian yang tidak maksimal sebagaimana yang
telah direncanakan sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang
diantaranya akibat kondisi keuangan daerah yang harus dikonsentrasikan pada
program dan kegiatan untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19.
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ini dapat dilihat pada tabel TC-19
berikut:
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EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

OPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tingkat i
. . L . L L . L Tingkat Capaian L mg.a c'apalan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan |Indikator Kinerja Program| Target Capaian Kinerja Tahun | Realisasi capaian Kinerja . L . L _ | RealisasiKinerja dan Kinerja &
X X ] . Target Renja Perangkat | Realisasi Renja Perangkat | Kinerja dan Realisasi O Daerah
No| Kode | Pemerintahan Daerah (outcomes)/kegiatan 2021 (Akhir Periode RENSTRA | RKPD s.d tahun lalu (n- Anggaran RKPD s/d realisasi Ket
. Daerah Tahun 2021 Daerah Tahun 2021 Anggaran RPJMD s/d Penanggung
Dan Program/Kegiatan (output) OPD) 2) Tahun n-1 anggaran RPJMD
Tahun n-1 Jawab
thn n-1 (%)
= 9 = = 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11 =10/5 x 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program penataan
administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan Masyarakat mengerti 32 Disdukeapil
1 kependudukan dan tentang aturan dan 2,900,000,000 794,247,000 194,636,500 - 0% 794,247,000 27%| . P
- Kecamatan Simalungun
pencatatan sipil peraturan kependudukan
Pel Dok Pel J t Bol 32 Disdukcapil
2 elayanan Bokumen elayanan jemput Foia 1,400,000,000 281,200,000 176,000,000 27,000,000 15% 308,200,000 2295| OUKCaP!
Kependudukan langsung ke Desa Kecamatan Simalungun
Penerbitan Dokumen Tersedianya Blanko 32 Disdukcapil
3 pencetakan dokumen 3,876,189,000 1,577,487,610 1,400,000,000 1,275,355,400 91% 2,852,843,010 74%]| _. P
Kependudukan Kecamatan Simalungun
kependudukan
Pengelolaan Sistem . R . .
T d Inf 32 Disduk |
4 Informasi Administrasi | - oo o/ Ye nOrmas 460,000,000 36,750,000 19,607,500 - 0% 36,750,000 8o/ 0 uKCap!
Profil Kependudukan Kecamatan Simalungun
Kependudukan
Koordinasi dan
konsultasi Koordinasi dalam 32 Disdukcanil
5 Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dapat 516,452,000 263,866,146 300,000,000 40,500,000 14% 304,366,146 59%| . P
. . . Kecamatan Simalungun
pelayanan administrasi [terpenuhi
kependudukan
Pamatang Raya, April 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIMALUNGUN

TIARLI E SINAGA, S.Kom,M.Si

PEMBINA

NIP. 19791127 200502 2 005
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TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

Kabupaten Simalungun

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja & Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun N N N N Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran . Daerah
No Kode i i 2021 (Akhir Priode RPJMD) Lalu (n-2) Tahun berjalan yang (tahun had RKPD yang DI Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun n-1 Realisasi Anggaran RPIMD s/d Ket.
Program/ Kegiatan Kegiatan (output) n-1) (tahun n-1) 88 Tahun n-1 (%) Per;::lgag:ng
1 5 R A 5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 11=10/ 5 x100% N 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
A - Py \ Presentase Jumlah Pembayaran
2 |21 |202 rasi K e Administrasi Keuangan Perangkat
6 (1|7 Daerah inistrast Keuang rang
Daerah
. - . Jumlah Dokumen Adminitrasi o o DINAS
2 1601 ]2.02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaii dan Tunjangan ASN 72 bulan  |14,679,899,000 12bIn 1,605,255,471 12 bin 2,842,803,311 12 bin 856,733,346.00 12 bin 30% 60 bin 2,461,988,817 60/72 17% KOMINFO
Administrasi Umum Per Presentase jumlah Administrasi DINAS
2 16101/2.06 Daerah Umum Perangkat Daerah 0 KOMINFO
2 |16]ot|206 |02 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan |Jumiah Penyediaan Peralatan dan |, i |171,996,580 kegiatan 78,497,047 12bin 278,273,240 56,634,900.00 12 bin 20% 60 bin 135,131,947 60/72 79% DINAS
Kantor Perlengkapan Kantor KOMINFO
2 16|01 (2.06 |03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumiah Penyediaan Peralatan kegiatan |149,834,100 kegiatan 3,809,200 12 bin 8,851,000 382,500.00 12 bin 4% 60 bin 4,191,700 60/72 3% DINAS
: Y 99 Rumah Tangga 9 aadd 8 aa oo G i e : KOMINFO
2 |16/01[2.06 |04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor f(‘;r:tlz:‘ Penyediaan Bahan Logistik | 15 1 1. |509,970,200 48bin 8,051,000.00 12 bln 53,627,400 3,964,000.00 12 bln 7% 60 bln 12,015,000 60/72 2% KoDr:mSFo
2 |16]o1|206 |05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumiah Penyediaan Barang 12 bulan 124,999,820 48bin 8,046,000 12 bin 11,989,750 8,126,500.00 12 bln 68% 60 bln 16,172,500 60/72 13% DINAS
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan KOMINFO
" Jumlah Rekening Penyediaan
2 |16|o1|206 |0 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan \ppon pacaan dan Peraturan 12 bulan  {245,000,000 48 bin 37,071,000 12bln 954,458,550 89,951,400.00 12bin 9% 60bin 127,022,400 60/72 52% DINAS
Perundang-undangan KOMINFO
Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Penyelenggaraan Rapat o o DINAS
2 161011206 109 | "0 laci SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 bulan |1,549,598,000 48 bin 66,070,000 12bln 221,000,000 16,471,200.00 12bln 7% 60 bin 82,541,200 60/72 5% KOMINFO
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 10 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 0 DINAS
6 (1|~ unjang Uru h KOMINFO
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional |Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan | . _ . DINAS
2 1 1(2.07 |02 n :
610 07 10 atau Lapangan Dinas Operasional atau Lapangan Jenis KOMINFO
2 |20 208 Penyediaan Jasa f Urusan |0 e Pemariahan 0 DINAS
6 (1 |~ Pemerintahan Daerah Jang KOMINFO
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Rekening Jasa , Sumber o N DINAS
2 1601 |2.08 |02 Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik 72 bulan 400,000,000 12 bin 14,534,655 79,999,988 10,417,563.00 12 bin 13% 60 bin 24,952,218 60/72 6% KOMINFO




16{01[2.08 |04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ij‘mfnhlf::t’frd'aa” Jasa Pelayanan| ,, 1,12 650,000,000 12bin 24,000,000.00 24,000,000 11,500,000 12bin 48%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Presentase Pemeliharaan Barang
110 . : - p DINAS
2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang Urusan 0
6 |1 - KOMINFO
Daerah Pemerintahan Daerah
FElyEuladll Jasa Fellieindidall, Didayd Juiinarlr Jasa Felrenidaradil, Didya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan . X 1 o o DINAS
16101 {2.09 |02 Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau unit 578,678,800 Unit 44,148,385.00 kegiatan 88,678,800 28,043,940.00 12 bin 32% 60 bin 72,192,325 60/72 12% KOMINFO
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemeliharaan Peralatan . DINAS
1610112.09 106 Lainnya dan Mesin Lainnya unit 650,000,000 KOMINFO
" T Jumlah Pemeliharaan/Re habilitasi
DINAS
16]01|2.09 |09 |Pemetinaraan/Re hablltasi Gedung Kantor | coy o' antor dan Bangunan | unit 650,000,000
dan Bangunan Lainnya Lainnva KOMINFO
Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Jsl;rrllsg gaerTslrigsa;?::a/ F;Z:SEE{:Z:Q DINAS
16|01 {2.09 |11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 9 |32 Titik 1,500,000,000 32 Titik 59,400,000.00 32 titik 180,000,000 32 titik 59,400,000 12 bin 33% 60 bin 118,800,000 60/72 8%
. Gedung Kantor atau Bangunan KOMINFO
atau Bangunan Lainnya | ainnva
1|0 PROGRAM INFORMASI DAN
6 |2 KOMUNIKASI PUBLIK
- Presentase, Jumlah dan kegiatan
Pengelolaan Informasi dan -
110 201 Komunikasi Publik Pemerintah Pengelolaan Informasi dan DINAS
6 (2 |~ Dacrah Kabupaten/Kota Komunikasi Publik Pemerintah OMINIO
P Daerah Kabupaten/Kota
1602|201 |05 |Pengelolaan Media Komunikasi Publik  |JuM!ah Pengelolaan Media kegiatan  |1,730,022,000 kegiatan 160,447,500.00 302,522,000
Komunikasi Publik
1 DINAS
1602 (2.01 |06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Pelayanan Informasi Publik [100% 1,000,084,500 Kegi 130,083,700 0.00 12 bin 0% 60 bin 0 60/72 0%
egiatan KOMINFO
16[02{2.01 {07  |Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media | Kegiatan |3,425,650,000 kegiatan 571,000,000.00 kpgilmn 712,570,136 158,000,000.00 12 bin 22% 60 bln 729,000,000 60/72 21% K()Dl:/’:ﬁli()
Jumlah Penyelenggaraan
16]02|2.01 |12 |Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, |\, oo Masyarakat, Media dan |kegiatan | 1,704,525,000 kegiatan 198,100,000.00 1 294,525,000 0.00 12 bin 0% 60 bln 198,100,000 60/72 12% DINAS
Media dan Kemitraan Komunitas y y kegiatan KOMINFO
Kemitraan Komunitas
10 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA DINAS
6 |3 KOMINFO
1 |o Pengelolaan e-government Di Presentase Pengelolaan e-
613 2.02 Lingkup Pemerintah Daerah government Di Lingkup Pemerintah 0
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah ,Paket, Volume
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber |Pengembangan dan Pengelolaan DINAS
16|03 (2.02 |10 Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi |Sumber Daya Teknologi Informasi 100% 6,351,407,500 100% 1,151,712,300.00 100% 1,000,000,000 100% 183,683,725.00 100% 18% 100% 1,335,396,025 60/72 21% KOMINEO
Pemerintah Daerah dan Komunikasi Pemerintah
Daerah
2 Indeks Sistem Pemerintahan "
2 0 00 00 |[BIDANG STATISTIK Berbasis Elektronik (SPBE) 100% 3,020,000,000.00
2 . DINAS
2 1 00 [00 |BIDANG PERSANDIAN Indeks Keterbukaan Informasi 100% 2,350,000,000.00 KOMINFO
Publik

B AR

A v MUDA
NIP. 19665&{?1@93031008




Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan

Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu

Kabupaten Simalungun

Indikator Capaian Realisasi Target Kinerja Realisasi Capaian Tingkat Tingkat Capaian
Urusan / Bidang Kinerja Kinerja Capaian dan Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Kinerja & Perangkat
Urusan Program RPJMD pada Kinerja RPJMD RKPD Tahun Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan (Outcome) / Tahun 2021 s/d Tahun Berjalan yang RKPD yang Realisasi Kinerja RKPD Anggaran Penanggung | Ket.
Daerah dan Kegiatan (Akhir Periode Lalu (n-2) Dievaluasi Dievaluasi Anggaran s/d Tahun RPJMD s/d Jawab
Program / Kegiatan (Output) RPJMD) s/d Tahun 2020 (Tahun n-1) (Tahun n-1) RKPD (%) Lalu (n-1) Tahun n-1
Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2021 s/d Tahun 2021 (%)
1 2 3 2 5 6 7 8 9=8/7 x 100 % 10=6+8 11=10/5x100 % 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan Pemerintahan 12 12 12 12 12 12
Wajib yang Tidak Berkaitan 3,696,912,982.00 Bin 304,043,762.00 Bin 3,563,413,194.00( 12 Bin 3,094,695,340.00 Bin 86.85 BIn 3,224,085,775.00 Bin 87.21 Bin
dengan Pelayanan Dasar
V) P, intah 12 12 12 12 12 12
18 rusan Femerintanan 3,696,912,982.00 304,043,762.00 3,563,413,194.00 | 12BIn|  3,094,695,340.00 86.85 3,224,085,775.00 87.21
Bidang Penanaman Modal Bln Bln Bln Bln Bln Bin
Program Penunjang Urusan
) 12 12 12 12 12 12 |DPM-
1 18|01 Pemerintahan Daerah 3,432,196,392.00 BIn 275,043,762.00 Bin 3,243,770,604.00 | 12 BIn| 2,938,502,140.00 Bin 90.59 Bin 2,973,574,875.00 BIn 86.64 gin |ppTSp
Kabupaten/Kota
Perencanaan,
2. . 12 12 12 12 12 12 |DPM-
18|01 01 Pfeng?nggaran, dan Evaluasi 5,992,360.00 BIn - BIn 5,992,360.00 | 12 Bin 4,470,400.00 Bin 74.60 BIn 4,470,400.00 BIn 74.60 sin |ppTSe
Kinerja Perangkat Daerah
5 Penyusunan Dokumen pelayanan adm|n{straS| 12 1 12 12 12 12 12 |oPM-
18|01 01 [Perencanaan Perangkat perkantoran berjalan 2,997,830.00 - 2,997,830.00 | 12 BIn 2,352,300.00 78.47 2,352,300.00 78.47
01 R Bin Bin Bin Bin Bin Bin Bin [PPTSP
Daerah dengan baik
| dministrasi
2. Koordinasi dan Penyusunan pelayanan a mll’ll'S rast 12 DPM-
18|01 02 perkantoran berjalan - - -
01 Dokumen RKA-SKPD R Bin PPTSP
dengan baik
18]01|2[o3 [sorumenperioonan | eeancoron eron | 2 12 12 126 12 12 12 12 Jopm-
01 Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bin |PPTSP
RKA-SKPD dengan baik n n n n n n n
pelayanan administrasi 1 ! 1 1 1 ! 1
2. Koordinasi dan P 12 Dok Dok, Dok Dok, Dok Dok, Dok, |DPM-
18|01 2 [oa | 00rCiNasT AN FENYUSUNAN | © )y 2 ntoran berjalan 2,994,530.00 [ ~°° B 2,994,530.00 | ¢ 2,118,100.00 | % 7073 | O2¢ 2,118,100.00 | ~2¢ 70.73 | D2¢
01 DPA-SKPD dengan baik Bin 12 12 12 12 12 12 12 |PPTSP
& Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
elayanan administrasi ! ! 1 1 ! 1 !
18l01 2. 05 Koordinasi dan Penyusunan P er\l/<ant0ran berialan 12 ) Dok, . Dok, pok 6 ook 6 . Dok, . Dok 6 . Dok, [DPM-
01| |Perubahan DPA-SKPD P ) Bln 6 6 g g 6 g 6 |ppTSP
dengan baik Bulan Bulan Bulan
Bulan Bulan Bulan Bulan
2. Administrasi K DPM-
1801 ministrasi feuangan 2,749,413,148.00 . 2,615,913,360.00 2,523,799,879.00 96.48 2,523,799,879.00 91.79
02 Perangkat Daerah PPTSP
. . pelayanan administrasi
2. Penyediaan Gaji dan . 12 DPM-
18|01 01 X perkantoran berjalan 2,743,420,788.00 - 2,609,921,000.00 2,521,912,979.00 96.63 2,521,912,979.00 91.93
02 Tunjangan ASN dengan baik Bin PPTSP
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Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu

Kabupaten Simalungun

Indikator Capaian Realisasi Target Kinerja Realisasi Capaian Tingkat Tingkat Capaian
Urusan / Bidang Kinerja Kinerja Capaian dan Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Kinerja & Perangkat
Urusan Program RPJMD pada Kinerja RPJMD RKPD Tahun Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan (Outcome) / Tahun 2021 s/d Tahun Berjalan yang RKPD yang Realisasi Kinerja RKPD Anggaran Penanggung | Ket.
Daerah dan Kegiatan (Akhir Periode Lalu (n-2) Dievaluasi Dievaluasi Anggaran s/d Tahun RPJMD s/d Jawab
Program / Kegiatan (Output) RPJMD) s/d Tahun 2020 (Tahun n-1) (Tahun n-1) RKPD (%) Lalu (n-1) Tahun n-1
Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2021 s/d Tahun 2021 (%)
1 2 3 2 5 6 7 8 9=8/7 x 100 % 10=6+8 11=10/5x100 % 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1
2 Koordinasi dan Penyusunan | pelayanan administrasi | Dok, 5 5 5 5 5 5 5 DPM
18|01 Oé 05 |Laporan Keuangan perkantoran berjalan 12 2,994,530.00 oran - | Oran 2,994,530.00 oran 1,511,900.00 oran 50.49 | Oran 1,511,900.00 oran 50.49 | Oran PPTSP
Akhir Tahun SKPD dengan baik Bula € g € € g e g
T
Koordinasi dan P
2 L:ogr;:alileuz: aennyusunan pelayanan administrasi | Dok, 50 50 50 50 50 50 50 DPM
18|01 “|o7 P X & perkantoran berjalan 6 2,997,830.00 - | Oran 2,997,830.00 375,000.00 12.51 | Oran 375,000.00 12.51 | Oran
02 Bulanan/Triwulanan/Semest dengan baik Bula Orang Orang Orang Orang PPTSP
eran SKPD & n 8 & g
2. Administrasi K i DPM-
18|01 ministrasi fepegawalan 195,482,600.00 . 195,482,600.00 153,740,400.00 78.65 153,740,400.00 78.65
05 Perangkat Daerah PPTSP
P daan Pakaian Di
18|01 2. 02 BZZSftaa:tr]ribztalan fnas Peningkatan Kapasitas : . . DPM-
05 SDA DPM-PPTSP PPTSP
Kelengkapannya
2 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas > 12 12 12 12 12 12 |DPM
18|01| “|o9|P i Berd ki (0] 14,282,000.00 - 14,282,000.00 | 12 BI 6,535,000.00 45.76 6,535,000.00 45.76 -
05 egawal Berdasarkan SDA DPM-PPTSP ran Bln Bln " Bln Bln Bln BIn |PPTSP
Tugas dan Fungsi g
A .. .| 50
18[01| % [ 10 |Sosialisasi Peraturan Terlaksananya sosialisasi| , 181,200,600.00| 2 .12 181,200,600.00| 12BIn|  147,205,40000| 2 8124 | 1 147,205,400.00 | ** . 12 1DPM-
05 Perundang-undangan produk-produk perizinan o Bln Bln Bln Bln Bln Bin |PPTSP
Bimbi Tekni
2. ‘mbingan e' nis Terlaksananya sosialisasi 12 12 12 12 12 12
18|01 11 |Implementasi Peraturan . - - - |12 8BIn -
05 produk-produk perizinan Bin Bin Bin Bin Bin Bin
Perundang-Undangan
2. Admini i 12 12 12 12 12 12 |DPM-
2 1801 dministrasi Umum 293,644,290.00 82,419,586.00 271,273,040.00 | 12BIn|  147,464,721.00 - 110,458,200.00 37.62
06 Perangkat Daerah Bin Bin Bin Bin Bin Bin |PPTSP
). Penyedl'aa'n K'omponen Pelayanan admlnl'stra5| 1 12 12 12 12 12 12 |oPM-
18|01 01 |Instalasi Listrik/ Penerapan perkantoran berjalan 4,940,540.00 1,366,500.00 4,940,540.00 | 12 BIn 4,081,400.00 82.61 5,447,900.00 110.27
06 R Bin Bln Bln Bln Bln Bln Bin [PPTSP
Bangunan Kantor dengan baik
18|01 % [0z |Penyediaan Peralatandan | Tersedianya Peralatan | 12 66,735,240.00 14,186,600.00 66,735,240.00 56,091,000.00 84.05 70,277,600.00 - DPM-
06 Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor| Bln PPTSP
2 Penyediaan Peralatan Terciptanya keadaan 12 12 12 12 12 12 12 |DPM
18|o1| |03 kant: bersih d 21,471,340.00 - 21,471,340.00 | 12 BI 16,690,200.00 77.73 16,690,200.00 77.73 -
06|~ [Rumah Tangga antoryang bersindan | g, BIn BIn n BIn BIn BIn Bin |PPTSP
nyaman
2. Penyediaan Bahan Logistik Meningkatnya 12 DPM-
18|01 04 11,077,000.00 - 11,077,000.00 - - - -
06 Kantor kenyamanan kerja Bin PPTSP
. Tersedianya Barang
2. P d B Cetak 12 DPM-
18|01 = 05| ENYECiaan Barang Letakan Cetakan dan 50,000,170.00 8,520,000.00 27,628,920.00 9,522,500.00 34.47 18,042,500.00 36.08
06 dan Penggandaan Penggandaan Bin PPTSP




Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan

Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu

Kabupaten Simalungun

Indikator Capaian Realisasi Target Kinerja Realisasi Capaian Tingkat Tingkat Capaian
Urusan / Bidang Kinerja Kinerja Capaian dan Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Kinerja & Perangkat
Urusan Program RPJMD pada Kinerja RPJMD RKPD Tahun Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan (Outcome) / Tahun 2021 s/d Tahun Berjalan yang RKPD yang Realisasi Kinerja RKPD Anggaran Penanggung | Ket.
Daerah dan Kegiatan (Akhir Periode Lalu (n-2) Dievaluasi Dievaluasi Anggaran s/d Tahun RPJMD s/d Jawab
Program / Kegiatan (Output) RPJMD) s/d Tahun 2020 (Tahun n-1) (Tahun n-1) RKPD (%) Lalu (n-1) Tahun n-1
Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2021 s/d Tahun 2021 (%)
1 ) 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100 % 10=6+8 11=10/5x 100 % 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2 Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya Bahan DPM
18|01 Oé 06 |dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan - - - - - - PPTSP
Undangan Perundang-Undangan
Penyelenggaraan Rapat .
2. L . Informasi dan 12
18|01 09 | Koordinasi dan Konsultasi 139,420,000.00 58,346,486.00 139,420,000.00 61,079,621.00 43.81 119,426,107.00 85.66
06 pemahaman tugas-tugas| Bln
SKPD
3 18|01 2. 10 Ps‘enata'usahaan Arsip Tersusunnya Arsip . . . } R : DPM-
06 Dinamis pada SKPD Kantor PPTSP
Duk Pelak
.u ungan eé sanaan Terlaksananya Sistem
2. Sistem Pemerintahan . . DPM-
18|01 11 . i Pemerintahan Berbasis - - - - - -
06 Berbasis Elektronik pada . PPTSP
Elektronik
SKPD
2 Pengadaan Barang Milik
18|01 0% Daerah Penunjang Urusan 5,200,000.00 - -
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan )
2. Tersed P d DPM-
4 18]01| | 01 |Perorangan Dinas atau ersedianya Fengadaan . : - - 5,200,000.00 -
07 R Kendaraan Dinas Jabatan PPTSP
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Pengadaan
18|01 2. 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas 12 12 12 BIn 12 12 12 12 |DPM-
07 Operasional atau Lapangan Operasional atau Bln Bln Bln Bln Bln Bin |PPTSP
Lapangan
By Tersedianya Sarana dan DPM
18|01 | 05 |Pengadaan Mebel Prasarana Gedung 5,200,000.00 - - - 5,200,000.00 -
07 PPTSP
Kantor
Pengadaan Sarana dan . 6 6 6 6 6 6 6
Tersedianya Sarana dan
18l01 2. 1 Prasarana Pendukung Prasarana Gedun Org/1 . Org/1 . Org/1 i Org/1 . Org/1 . Org/1 ) Org/1(DPM-
07 Gedung Kantor atau Kantor s 2 2 2 2 2 2 2 |PPTSP
Bangunan Lainnya Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
) Penyediaan Jasa Penunjang
18|01 Oé Urusan Pemerintahan 103,997,194.00 41,616,800.00 93,997,194.00 73,728,120.00
Daerah
2. Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa 12 12 12 12 12 12 12 |DPM-
5 18|01 02 31,997,194.00 5,616,800.00 21,997,194.00 | 12 Bl 7,728,120.00 35.13 326,915,892.00 1,021.70
08 sumber daya air dan listrik | komunikasi air dan listrik| Bin Bin Bin n Bin Bin Bin Bin |PPTSP
18|01 2. 02 Penyediaan jasa peralatan Tersedianya jasa . . . DPM-
08 dan Perlengkapan Kantor komunikasi air dan listrik PPTSP




Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan

Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu

Kabupaten Simalungun

Indikator Capaian Realisasi Target Kinerja Realisasi Capaian Tingkat Tingkat Capaian
Urusan / Bidang Kinerja Kinerja Capaian dan Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Kinerja & Perangkat
Urusan Program RPJMD pada Kinerja RPJMD RKPD Tahun Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan (Outcome) / Tahun 2021 s/d Tahun Berjalan yang RKPD yang Realisasi Kinerja RKPD Anggaran Penanggung | Ket.
Daerah dan Kegiatan (Akhir Periode Lalu (n-2) Dievaluasi Dievaluasi Anggaran s/d Tahun RPJMD s/d Jawab
Program / Kegiatan (Output) RPJMD) s/d Tahun 2020 (Tahun n-1) (Tahun n-1) RKPD (%) Lalu (n-1) Tahun n-1
Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2021 s/d Tahun 2021 (%)
1 2 3 2 5 6 7 8 9=8/7 x 100 % 10=6+8 11=10/5x100 % 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
6
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Terpenuhinya pegawai ore/ 12 12 12 12 12 12 |DPM
18o01| = |oa| v P va peg 12 72,000,000.00 36,000,000.00 72,000,000.00 | 12 BIn 66,000,000.00 91.67 102,000,000.00 141.67
08 Umum Kantor pendukung kerja kantor Bula Bln Bln Bln Bln Bln Bin |PPTSP
n
Pemeliharaan Barang Milik
18]01|%| [Paerah Penunjang 83,666,800.00 | 2 145,807,376.00 | 1 61,112,050.00 | 12 Bin 35,208,620.00 | 5776 | 1 181,105,996.00 | 21646 | 12 |PPM-
09 Urusan Pemerintahan Bln Bln Bln Bln Bln Bin |PPTSP
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
2. P lih, Pajak Terlak: kegiat 12 DPM-
18|01 % [ o1 |Pemeliharaan dan Pajak eriaksananya kegiatan 68,830,000.00 8,511,276.00 61,112,050.00 35,298,620.00 57.76 43,809,896.00 63.65
09 Kendaraan Perorangan Dinas kantor Bin PPTSP
atau Kendaraan Dinas
labatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya .
18|01 2. 02 [Pemeliharaan, Pajak dan Terlaksananya kegiatan DPM-
09 o - el , kantor PPTSP
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
18l01 2. 06 Pem'ehha'raan Peralatan dan peIaYanan perkantm"an 12 14,836,800.00 2,957,500.00 . .
09 Mesin Lainnya berjalan dengan baik Bin
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2. pelayanan perkantoran | 12
18|01 09 |Gedung Kantor dan . X - 134,338,600.00 - -
09 . berjalan dengan baik Bin
Bangunan Lainnya
P P DPM-
6 18|02 rogram Pengembangan 66,138,970.00 - 66,138,970.00 65,317,700.00 - 130,635,400.00 107.52
Iklim Penanaman Modal PPTSP
Penetapan Pemberian
) Fasilitas/Insentif Dibidang 1 1 1 1 1 1 1 DPM-
18]02 Oi Penanaman Modal yang - Doku - Doku - Doku - Doku - Doku - Doku - Doku PPTSP
Menjadi Kewenangan men men men men men men men
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Daerah Tersusunnya Rancangan
R . Perda tentang
mengenai Pemberian )
18|02 % | 01 |Fasilitas/insentif dan Pemberian 2 2 2 2 2 2 2 [DPM-
01 Fasilitas/Insentif dan Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku |PPTSP
Kemudahan Penanaman
Kemudahan Penanaman
Modal
Modal




Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu
Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan

Kabupaten Simalungun

Indikator Capaian Realisasi Target Kinerja Realisasi Capaian Tingkat Tingkat Capaian
Urusan / Bidang Kinerja Kinerja Capaian dan Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Kinerja & Perangkat
Urusan Program RPJMD pada Kinerja RPJMD RKPD Tahun Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Daerah
Kode Pemerintahan (Outcome) / Tahun 2021 s/d Tahun Berjalan yang RKPD yang Realisasi Kinerja RKPD Anggaran Penanggung | Ket.
Daerah dan Kegiatan (Akhir Periode Lalu (n-2) Dievaluasi Dievaluasi Anggaran s/d Tahun RPJMD s/d Jawab
Program / Kegiatan (Output) RPJMD) s/d Tahun 2020 (Tahun n-1) (Tahun n-1) RKPD (%) Lalu (n-1) Tahun n-1
Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2021 s/d Tahun 2021 (%)
2 3 2 5 6 7 8 9=8/7 x 100 % 10=6+8 11=10/5x100 % 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Terlak: Evaluasi
Evaluasi Pelaksanaan era :zr;?;::a:a uast
2. Pemberian Fasilitas/Insentif . . DPM-
1802 Fasilitas/Insentif dan - - -
01 dan Kemudahan Penanaman PPTSP
Modal Kemudahan Penanaman
Modal
1802| 2| |Pembuatan Peta Potensi 66,138,970.00 . 66,138,970.00 65,317,700.00 98.76 65,317,700.00 98.76 DPM-
02 Inventasi Kabupaten / Kota PPTSP
) Penyusunan Rencana Tersajinya data potensi 1 DPM-

18]02 Oé Umum Penanaman Modal investasi di Kabupaten |Doku - - - - - - - PPTSP
Daerah Kabupaten/Kota Simalungun men
Penyediaan Peta Potensi dan| Terciptanya koordinasi

1802 2. Peluang Usaha antara lembaga teknis 2 66,138,970.00 12 - 12 66,138,970.00 | 12 BIn 65,317,700.00 12 98.76 12 65,317,700.00 12 98.76 12 1DPM-

02 Buku T Bin Bin T AR Bin ’ Bin AR Bin ’ Bln |PPTSP
Kabupaten/Kota daerah.

1803 Program Promosi 23,180,000.00 - 23,180,000.00 - - - - DPM-
Penanaman Modal PPTSP
Penyelenggaraan Promosi

1803| 2| |Penanaman Modal yang 23,180,000.00 - 23,180,000.00 - - - - DPM-

01 menjadi Kewenangan PPTSP
Daerah Kabupaten / Kota
T trategi
2. Penyusunan Strategi ersusu!'mya strates!
18]03 R Promosi Penanaman - - - -
01 Promosi Penanaman Modal
Modal
Meningkatnya promosi
By Pelaksanaan Kegiatan dan publikasi pada 12 DPM
18|03 Oi 2 | Promosi Penanaman Modal sektor infrastruktur BIn 23,180,000.00 - 23,180,000.00 - - 276,435,000.00 1,192.56 PPTSP
Daerah Kabupaten/Kota terhadap investor dalan
dan luar negeri
P Pel 12 12 12 12 12 12 |DPM-

18|04 rogram Fefayanan 30,498,900.00 29,000,000.00 85,424,900.00 | 12 BIn 67,217,500.00 78.69 96,217,500.00 315.48
Penanaman Modal Bin Bin Bln Bln Bin Bin |PPTSP
Pelayanan Perizinan dan

| [rorpat sotu i ! : ! ! : ! L |opm
1804 . P 30,498,900.00 |Ranpe 29,000,000.00 | Ranp 85,424,900.00 | Ranpe 67,217,500.00 |Ranpe 78.69 | Ranp 96,217,500.00 |Ranpe 315.48 | Ranp
01 Bidang Penanaman Modal rbu erbu rbu rbu erbu rbu erbu PPTSP
yang menjadi Kewenangan P P P P P P P
Daerah Kabupaten / Kota




Tabel T-C. 19.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu

Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan

Kabupaten Simalungun

Indikator Capaian Realisasi Target Kinerja Realisasi Capaian Tingkat Tingkat Capaian
Urusan / Bidang Kinerja Kinerja Capaian dan Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Kinerja & Perangkat
Urusan Program RPJMD pada Kinerja RPJMD RKPD Tahun Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan (Outcome) / Tahun 2021 s/d Tahun Berjalan yang RKPD yang Realisasi Kinerja RKPD Anggaran Penanggung | Ket.
Daerah dan Kegiatan (Akhir Periode Lalu (n-2) Dievaluasi Dievaluasi Anggaran s/d Tahun RPJMD s/d Jawab
Program / Kegiatan (Output) RPJMD) s/d Tahun 2020 (Tahun n-1) (Tahun n-1) RKPD (%) Lalu (n-1) Tahun n-1
Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2021 s/d Tahun 2021 (%)
1 2 3 2 5 6 7 8 9=8/7 x 100 % 10=6+8 11=10/5x100 % 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Pelayanan
T du Perizi d
2 Neor: ae:zin::ZBIZf;asisan Tersedianya Sistem DPM
18|04 01| _. P . Aplikasi Terintegrasi - 29,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 100.00 84,000,000.00 -
01 Sistem Pelayanan Perizinan R PPTSP
. . secara Elektronik
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Terlaksananya
18] 0a 2. 02 Komitmen Perizinan dan Pemantauan Pemenuhan . } } DPM-
01 Nonperizinan Penanaman Komitmen Perizinan dan PPTSP
Modal Non Perizinan
. Tersedianya layanan
Penyediaan Layanan .
X konsultasi dan
Konsultasi dan Pengelolaan pengelolaan pengaduan
2. P d M kat 12 12 12 12 12 12 12
18|04 2 [ 03| EnBaCUan Viasyaraka masyarakat terhadap 30,498,900.00 . 30,424,900.00 | 12 BIn 12,217,500.00 40.16
01 terhadap Pelayanan Bin Bin Bin Bin Bin Bin Bin
. pelayanan terpadu
Terpadu Perizinan dan .
. perizinan dan non
Nonperizinan L
perizinan
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Ter:ic:;z:nR;E;Z:ig " Ralnp 12 12 12 12 12 12 |oPm
8 : i - - - - - 70,974,000.00 - -
18104 01 o4 Perﬁtapan pem.berlan Pemberian Insentif erbu Bln Bln 12 Bin Bln Bln Bln Bin [PPTSP
Fasilitas/Insentif Daerah R
Pelaksana Perizinan p
PROGRAM PENGENDALIAN
12 12 12 12 12 12 |DPM-
18|05 PELAKSANAAN 144,898,720.00 - 144,898,720.00 | 12 Bin 23,658,000.00 16.33 23,658,000.00 16.33
Bln Bln Bln Bln Bln Bin [PPTSP
PENANAMAN MODAL
Pengendalian
) Pelaksanaan Penanaman DPM
18|05 Oi Modal yang menjadi 144,898,720.00 - 144,898,720.00 23,658,000.00 16.33 23,658,000.00 16.33 PPTSP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
) Koordinasi dan Sinkronisasi Meningkatnya 12 DPM
18|05 Oi 01 |Pemantauan Pelaksanaan perkembangan realisasi BIn 48,299,210.00 - 48,299,210.00 23,658,000.00 48.98 23,658,000.00 48.98 PPTSP
Penanaman Modal penanaman modal
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Meningkatnya 12 DPM
18|05| ' | 02 |Pembinaan Pelaksanaan perkembangan realisasi - - - - - - -
01 Bin PPTSP
Penanaman Modal penanaman modal




Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu
Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan
Kabupaten Simalungun

Indikator Capaian Realisasi Target Kinerja Realisasi Capaian Tingkat Tingkat Capaian
Urusan / Bidang Kinerja Kinerja Capaian dan Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Kinerja & Perangkat
Urusan Program RPJMD pada Kinerja RPJMD RKPD Tahun Anggaran Kinerja dan Capaian Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan (Outcome) / Tahun 2021 s/d Tahun Berjalan yang RKPD yang Realisasi Kinerja RKPD Anggaran Penanggung | Ket.
Daerah dan Kegiatan (Akhir Periode Lalu (n-2) Dievaluasi Dievaluasi Anggaran s/d Tahun RPJMD s/d Jawab
Program / Kegiatan (Output) RPJMD) s/d Tahun 2020 (Tahun n-1) (Tahun n-1) RKPD (%) Lalu (n-1) Tahun n-1
Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2021 s/d Tahun 2021 (%)
1 2 3 2 5 6 7 8 9=8/7 x 100 % 10=6+8 11=10/5x100 % 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp
By Koordinasi dan Sinkronisasi Meningkatnya 12 DPM-
18|05| ~' | 03 |Pengawasan Pelaksanaan perkembangan realisasi 96,599,510.00 96,599,510.00 - - -
01 Bin PPTSP
Penanaman Modal penanaman modal
PROGRAM PENGELOLAAN
18|06 DATA DAN SISTEM . } } DPM-
INFORMASI PENANAMAN PPTSP
MODAL
Pengelolan Data dan
5. Informafl 'Perlzman dan DPM-
18|06 Non Perizinan yang - - - - -
01 . . ) PPTSP
Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan dan Informasi .
. . Tersedianya Data dan
) Perizinan dan Non Perizinan Informasi tentan
18|06| | 01 |berbasis Sistem Pelayanan . s - -
01 . Perizinan dan Non
Perizinan Berusaha L.
. . Perizinan
Terintegrasi secara
Elektronik

Pamatang Raya, 12 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

PAHALA R.B. SINAGA, S.STP
PEMBINA TK. |
NIP. 19771014 199612 1 001




OPD : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab.Simalungun

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

KABUPATEN SIMALUNGUN

P kat
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja . - L . L Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat capaian kinerja dan realisasi o Tingkat Capaian Kinerja & realisasi erangka
3 Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d R . . N . Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Daerah
NO Kode Pemerintahan Daerah dan Program | Program ( Out come) . X Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun Anggaran RKPD yg di evaluasi anggaran RKPD Kab/kota s/d Tahun Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 ( Ket
X X ( Akhir periode RPJMD ) Tahun Lalu (n-2) tahunn-1 Penanggung
Kegiatan / Kegiatan (Out put) n-1) Tahun n-1) (%) %)
Jawab
X ) 3 . 5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 11 =10/5 x 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | PERSENTASE
2|09 o1 PEMERINTAHAN DAERAH TATA KELOLA
KABUPATEN/KOTA BIROKRASI DAN
Perencanaan, Penganggaran, Persentase
3|27 |o01)] 201 dan Evaluasi Kinerja Perangkat | pengelolaan
Daerah keuangan sesuai
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dishanpangka
31 27 |01 2.01 01 72 |Dokume 36,000,000 2 pokumei 5,945,060 2 |Dokume; 3,004,000 - - - 0.00 % 0.00 2 | Dokumen 5,945,060 278 % 16.51
Perencanaan Perangkat Daerah _|Perencanaan nter
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Dishanpangka
. 72 |Doki 30,000,000 - - - 2 |Dok 2,002,000 - - - 0.00 % 0.00 - | Dok 0.00] % 0.00
3127 ] 01) 201 | 92 Jpokumen RKA-SKPD RKA-SKPD oxumen oxume ° oxumen ° nter
3 27 01 2.01 04 |Koordinasi dan Penyusunan DPA |Jumlah Dokumen 72 |Dokumen 30,000,000 - - - 2 |Dokume 2,002,000 - - - 0.00 % 0.00 - | Dokumen| 0.00] % 0.00 Dishanpangka
- . Persentase
3| 27 | 01| 202 Administrasi Keuangan dan Realisasi
Perangkat Daerah
Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan |Jumlah pembayaran Dishanpangka
31 27 |01 2.02 01 .. N 72 | Bulan 5,703,805,014 12 | Bulan 4,524,122,000 12| Bulan 6,135,532,038 12| Bulan 5,839,384,541 100.00 % 95.17 24 Bulan 10,363,506,541 33331 % 181.69
ASN Gaji dan Tunjjangan nter
inasi Dish ki
3| 27 | 01| 202 | os [Koordinasidan Penyusunan Jumlah Laporan 2 [pokumen 34,000,000 1 pokume 2,364,560 1 |pokumei 1,506,000 | - - - 000 % 0.00 1 | Dokumen| 2,364,560 50.00| % 6.95| Dishanpangka
Laporan Keuangan Akhir Tahun _|Keuangan Akhir nter
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Dishanpangka
31 27 |01 2.02 07 |Laporan Keuangan Keuangan Bulanan 1 [Dokume 34,000,000 1 pokume 2,364,560 1 [Dokume 1,506,000 - - - 0.00 % 0.00 1 [ Dokumen 2,364,560 100.00f % 6.95 tp 8
Bulanan/Triwulanan/Semestera nter
3| 27 [ o1 | 205 Administrasi Kepegawaian Persentase
Perangkat Daerah Kepuasan ASN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian Dinas Dishanpangka
3| 27 [o1] 205 [ 02 |78 Beserta Atribut NA | Paket - - - - - - - - - - - - - - - pane
Atribut Kelengkapannya nter
Kelengkapannya
Persentase
3| 27 | 01| 206 Administrasi Umum Perangkat |Pemenuhan atas
Daerah Jasa, Sarana dan
Prasarana Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi |Jumlah Jenis Dishanpangka
3| 27 | 01] 206 01 |Listrik/ Penerangan Bangunan Komponen Instalasi 72 Bln 55,000,000 12 Bln 5,972,890 12 Bin 9,966,220 12| Bln 9,033,100 100.00 % 90.64 24 Bin 15,005,990 33331 % 27.28 (p 8
Kantor Listrik nter
3| 27 | 01| 206 | oz [Penyediaan peralatan dan Jumlah jenis 72| B 71,350,000 | 12| BIn 114810630 | 12| BM 89,988,360 | 12| BIn 89,967,530 | 100.00] % 99.98| 24| Bin 204,778,160 3333] % 287,01 Dishanpangka
perlengkapan kantor peralatan dan nter.
3| 27 | 01| 206 | o3 [Penvediaan PeralatanRumah  fjumlah Jenis 72| B8 55,000,000 | 12| BIn 59,532,000 12| B 19,766,780 | 12| BiIn 18,755,330 | 100.00] % oass| 24| Bin 78,287,330 3333 % 142,34 Dishanpangka
tangga Peralatan Rumah nter
3| 27 | 01| 206 | 04 |penyediaan bahan logistik kantor [/U™iah penyediaan 72| B 59,443,000 | 12| BIn 13,442,000 | 12| BIn 49,916,900 | 12| BIn 49,916,900 | 100.00| % 10000 24| B 63,358,900 3333] % 106.50| Dishanpangka
logistik kantor nter
P di B Cetakan d. Jumlah jenis Barang Dishanpangka
3| 27 [o1] 206 | 05 Pe"ye ”:;" arang Letakan dan | cetakan dan 72| Bin 235,500,000 [ 12| BIn 29938250 | 12| BIn 50,039,000 | 12| BIn 8,728,500 | 100.00] % 1744 24| Bin 38,666,750 3333] % 16.42 tp 8
enggandaan Penggandaan nter
3l 27 | o1 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Rekening Surat 7 Bin ) ; } } : ; R R : R R R ; R } R : } Dishanpangka
Peraturan Perundang undangan |Kabar yang nter
P 1 Rapat Frekuensi Dishanpangka
3| 27 [ o1 | 206 | o9 | CTYCCNBEATaAN Rapat Penyelenggaraan 72| B 231,000,000 [ 12| B 191,164,000 | 12| B 500,000,000 12| BIn 277,980,000 | 100.00| % sse0| 24| Bin 469,144,000 3333 % 203.09 pang
Koordinasi dan Konsultasi SKPD L nter
Rapat Koordinasi
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah dukungan Dishanpangka
3127 |01 2.06 11 [Pemerintahan Berbasis Sistem NA Unit - - - - - - - - - - - - - - - [0] - - tp g
Elektronik pada SKPD Pemerintahan nter
Pengadaan Barang Milik Persentase
3127 | 01| 207 Daerah Penunjang Urusan Peningkatan
Pemerintah Daerah Ketersediaan




Jumlah Kendaraan

i Dish ki
27 | 01| 207 | oz |Pensedaan KendaraanDinas | EEESEECIEE | e 1 1 1 . 1 . . 1 o . | pishanpangka
Operasional atau Lapangan nter
atau Lapangan
Jumlah mebeleur Dishanpangka
27 | 01| 2.07 05 |Pengadaan Mebeleur peralatan kantor NA unit - - - - - - - - - - - - - (0] - - tp 8
dan alat penyimpan nter
27 o1 | 207 06 Pgngadaan Peralatan dan Mesin [Jumlah P.era]_atan NA unit ) ; R } B a ; 0 _ | Dishanpangka
lainnya dan Mesin lainnya nter
Penyediaan Jasa Penunjan, Persentase
27 | 01| 2.08 Y’ S Jang |pevediaan Jasa
Urusan Pemerintahan Daerah .
Penunjang Urusan
Rekening
Penyediaan Jasa Komunikasi, pembayarann Jasa Dishanpangka
27 01 2.08 02 . . . 72 Bln 48,200,000 12| BIn 65,052,971 12| bulan 99,998,120 12| bulan 110,998,120 100.00 % 111.00 24 | bulan 176,051,091 33331 % 365.25
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, air dan nter
listrik
27 | 01 2.08 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah SDM Non 18 Org 3,623,979,000 3| Org 36,000,000 5| Org 156,425,340 5] Org 60,000,000 100.00 % 38.36 8 Org 96,000,000 44.44] % 2.65| Dishanpangka
Pemeliharaan Barang Milik Persentase
27 | 01| 2.09 Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan
Pemerintahan Daerah Barang Milik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak  |\\™IaP Dishanpangka
27 | 01 | 200 | o1 |)Avaremeinaraandan tajak po o iharaan, 72| 8in 141,400,000 | 12| B 82,437,000 12| BW 168,666,000 | 12| BIn 123,896,000 | 100.00[ % 7346 24| Bin 206,333,000 3333 % 145.92 pang
Kenderaan Perorangan Dinas . nter
. Kenderaan Dinas
atau Kenderaan Dinas Jabatan
27 | o1 2.09 06 Pem_ellha.raan Peralatan dan ]umla}? dan jenis R 8in R ; R ; a ; R R R R R ; R R R Dishanpangka
Mesin Lainnya Pemeliharaan nter
27 | o1 2.09 09 Pemeliharaan /Rehabilitasi jumlah Gedung : Bin R ; ) } ) ; R R : R R } R ; : Dishanpangka
Gedung kantor dan Bangunan kantor dan nter
Jumlah dan Jenis
Pemeliharaan dan rehabilitasi Sarana dan Dishanpangka
27 | 01 ] 2.09 10 |Sarana dan Prasarana Gedung Prasarana Gedung 72 Bln 51,500,000 12| BIn 8,903,400 12 Bin 99,936,100 12| BIn 11,000,000 100.00 % 11.01 24 Bin 19,903,400 33331 % 38.65 ‘p 8
Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor yang nter
dipelihara
Pemeliharaan dan rehabilitasi Jumlah dan Jenis Dishanpangka
27 | 01| 2.09 11 |Sarana dan Prasarana Pendukung|Sarana dan - Bln - - - - - - - - - - - - - - - pang
nter
Gedung Kantor dan Bangunan Prasarana
TATAIAN
PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM
09 | 02 SUMBER DAYA EKONOMI PENGELOLAAN Dishanpangka
UNTUK KEDAULATAN DAN SUMBER DAYA nter
KEMANDIRIAN PANGAN EKONOMI UNTUK
Penyediaan Infrastruktur dan [Persentase
09 | o2 | 201 Seluruh Pendukung penyediaan Dishanpangka
: Kemandirian Pangan Sesuai |insfaktruktur nter
Kewenangan Daerah kawasan
Jumlah Lumbung
09 [ 02| 201 | o1 |Penyediaan Infrastruktur Pangan Yang 1| kel 500,000,000 [ 1| Kel 500,000,000 - - | 4] ke 1,999,760,000 | #0IV/0! [ % #DIV/0! s[ kel | 2,499,760,000 50000| % [ a99.95) Pishenpangka
Lumbung Pangan Tersedia nter
JOTTTaTT DA
i i Dish ki
09 | oz | 201 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai |Jemur Y.ang 1 Unit Gapokta R R . . ) R R R R R : R 0 R _ | Dishanpangka
Jemur Tersedia n nter
A Jumlah Penyediaan -
09 | 02 | 201 [ o3 |PendukungKemandirianPangan |} oo eur NA Unit - - - -1 2 | unit 100,531,200 | 2 | Unit 225,780,000 [ 100.00| % 22459 2| unit 225,780,000 #VALUE! % | #owyor | Dishanpangka
Lainnya nter
Pendukung
TS o Jumlah koordinast - -
Dish ki
09 | oz | 201 | 04 dalam Rangka Pgn)l'edlaan dan sinkronisasi NA Kegiata R ; ) } ) ; R R : R R ; R ; _ | Dishanpangka
Infrastruktur Logistik R n nter
Penyediaan
Penyusunan Rencana dan Peta Jumlah prasarana
09 | oz | 201 05 Jalan Kebutuhan Infr.a.struktur dan sarana NA dokume R . R . . . R R R R R R R R Dishanpangka
Pendukung Kemandirian Pangan |pendukung n nter
Kemandirian
PROGRAM PENINGKATAN MENINGKATNYA
09 | 03 DIVERSIFIKASI DAN NILAI PRODUK
KETAHANAN PANGAN PERTANIAN
Penyediaan dan Penyaluran Meningkatnya
Pangan Pokok atau Pangan emeritaany
09 | 03 | 2.01 Lainnya sesuai dengan gistribusi an,
Kebutuhan Daerah pangan
masyarakat

Kabupaten/Kota dalam Rangka




TCTTy CUTaaTT TIITOT TS T TTaT B

Penyusunan Neraca

Dish ki
09 03 201 o1 Pangan dan Neraca Bahan Bahan R Dokume R ; R } } ; R R R R R R } R R R ishanpangka
Makanan n nter
Makanan
Penyediaan Pangan Berbasis Jumlah Penyediaan Dishanpangka
09 03 2.01 02 Y & Rumah Bibit, 13 Kel 1,040,450,000 5 Kel 490,000,000 8 Kel 828,357,940 Kel 210,000,000 12.50 % 25.35 Kel 700,000,000 46.15 % 67.28 pang
Sumber Daya Lokal nter
Demplot, Kandang
Koordinasi, Sinkronisasi dan -
Pelak: Distribusi P: Jumlah koordinasi Dishanpangka
09 | 03 | 2.01 | o3 |Feiaksanaan DistribusiPangan 4., oronisasi NA  |Laporan - - - - - - - - - - - - - - - - pang
Pokok dan Pangan Lainnya L nter
distribusi pangan
o
09 | 03 201 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Jumlah pengawasan NA Laporan R ; R ; a ; R R R R R a ; R R R ishanpangka
Harga Pangan harga dan pasokan nter
Pengembangan Kelembagaan [Jumlah pembinaan . .
Dish ki
09 | 03] 2.01 05 |dan Jaringan Distribusi Pangan |dan pendampingan NA Kegiata - - - - - - - - - - - - - - - - | Pishanpangia
e n nter
lembaga distribusi
Pengembangan Kelembagaan Jumlah pembinaan .
Dish k
09 | 03| 2.01 | 06 |UsahaPangan Masyarakatdan |dan pengawasan Na | Kelomp - - - - 5 [Kelomp 319,872,000 - - 000 % 0.00 Kelompo 0 #VALUE! % | #piv/or | DehenPaneka
A . ok ok k nter
Toko Tani Indonesia. kelembagaan usaha
B A Meningkatnya .
oo 02| 2on | [lseimborem Comern oot
8 P distribusi pangan
Koordinasi dan Sinkronisasi |Jumlah Koordinasi
09 | 03| 202 | 01 Pengendalian Cadangan Pangan |dan Smkrolmsasl NA Kegiata . . . i i i . i i i _ ) ) ) Dishanpangka
Kabupaten/Kota Pengendalian n nter
Cadangan Pangan
09 | 03| 202 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan |Jumlah Penyusunan NA Kegiata R ; R ; a ; R R R R R a ; R R _ | Dishanpangka
Pangan Lokal Rencana n nter
Pengadaan Cadangan Pangan |Jumlah Pembinaan Dishanpangka
09 | 03] 2.02 03 |Pemerintah Kabupaten/Kota Lumbung NA Ton - - - - 6| Ton 99,480,600 Ton 102,190,000 100.00 % 102.72 Ton 102,190,000 #VALUE! % #DIV/0! tp &
Pangan Masyarakat nter
e
Pembahasan
i i Dish ki
09 03 2.02 04 Pangan Pemerintah Ranperda NA Kegiata R ; R ) : ; R R R R R R ) R R R ishanpangka
Kabupaten/Kota n nter
Cadangan Pangan
Penentuan Harga Minimum Jumlah Pe.ne'entuan
Harga Minimum
Daerah untuk Pangan Lokal D h tuk Dishanpangka
09 | 03 | 2.03 yang tidak Ditetapkan oleh aerah - untu pang
. Pangan Lokal nter
Pemerintah Pusat dan .
. s yang tidak
Pemerintah Provinsi N
Ditetapkan oleh
Jumlah
Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan Kordinasi
09 | 03| 203 | 01 Penentuan Harga Minimum dan Smk.ro.msasn NA Kegiata . . . i i i i ) i i i ) ) ) ) | pishanpangka
Pangan Pokok Lokal Harga Minimum n nter
dan Maximum
Bahan Pangan
Pelaksanaan Pencapaian Jumlah Tingkat Dishanpangka
09 | 03 | 2.04 Target Konsumsi Pangan Konsumsi tp 8
Perkapita/Tahun_sesuai Pangan nter
Penyusunan dan Penetapan Jumlah Kecamatan Kecama Dishanpangka
09 | 03| 2.04 | 01 [Target KonsumsiPangan per yang dibina dengan NA - - - - - - - - - - - - - - pang
> . tan nter
Kapita per Tahun Pola Konsumsi
Pemberdayaan Masyarakat dalam|Jumlah .
09 | 03| 2.04 | 02 |Penganekaragaman Konsumsi  |pemberdayaan 2 | Ketomp - 6| Kelom 457,753,380 | 10 | KelomP 857,070,500 Kelo 117,961,060 [ 1000 % 13.76 Kelompo| 575 714 440 35000] % | #owyor | Dishanpangka
. . ok pok ok mpok k nter
Pangan Berbasis Sumber Daya masyarakat melalui
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan
09 | 03 2.04 03 Pemantal.lan dan h?valuasn Berkala K.onchsn NA Kegiata R ; } ) a } R : R R R : ) R R : Dishanpangka
Konsumsi per Kapita per Tahun |Konsumsi Pangan n nter
09 | 04 PROGRAM PENANGANAN JUMLAH Dishanpangka
KERAWANAN PANGAN PENURUNAN nter
T oIy usuamnai 1 ocoa ner
Persentase
Dish k
09 | 04| 2.01 iz‘c'axt:;a"“ Pangan Peningkatan ' a”tpa”g 2
Daerah Tahan nter
;\:e:li:i:‘l;“e‘t‘;l ;(etahanan ;;'nu““ Jumlah Daerah dokume Dishanpangka
09 | 04| 201 | 01 Kerawanan serta NA - - - - - - - - - - - - - - - - pane
Kerentanan Pangan . n nter
Sistem
Penanganan Kerawanan Jumlah Data Dishanpangka
09 | 04| 2.02 Pangan K Ker serta tp 8
Kabupaten/Kota Sistem nter
Koordinasi dan Sinkronisasi |Jumlah Hasil
09 | 04| 202 | o1 |PenangananKerawananPangan |Analisis 3| Nagori 462,000,000 3 | Nagori 122,715,790 - - - - | #ovsor| % #DIV/0! Nagori 122,715,790 100.00] % 26.56| Dishanpangka
Kabupaten/Kota Sinkronisasi nter

Penanganan




Pengelolaan, dan Penyaluran

Jumlah daerah yang

Cadangan Pangan pada m:r:]a(;al:;z;tan Kecama Dishanpangka
09 | 04 | 2.02 02 |Kerawanan Pangan yang P & NA tan/ - - - - - - - - - - - - - - - - - pang
Kerawanan Pangan nter
Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah . . Orang
( Balita Gizi kurang
Kabupaten/Kota
vang mendapat
PROGRAM PENGAWASAN MENINGKATNYA Dishanpangka
09 | 05 KEAMANAN PANGAN NILAI KEAMANAN N
PANGAN SEGAR nter
Pelak Peng: Per .
D
09 | 05| 2.01 Keamanan Pangan Segar Pelaksanaan |shantpangka
Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan nter
Penguatan Kelembagaan Jumlah Petugas
09 | 05| 201 o1 Keamanan Pangan Segar Daerah |Pengawasan NA Unit ~ R ~ R R R ~ ~ ~ ~ ~ ~ R ~ R ~ ~ Dishanpangka
Kabupaten/Kota Masyarakat nter
Kapasitas
TUTTREST T
09 | o5 201 02 Segar Asal Tumbuhan Daerah ]ur_nlah Sertifikasi NA dokume R . R . . . R R R R R R . R . R R Dishanpangka
Kabupaten/Kota Prima 3 n nter
TCgTSTraST T
09 | o5 201 03 Segar Asal Tumbuhan Daerah Jumlah Registrasi NA dokume R ; } } : ; R R : R R R ; R } : } Dishanpangka
Kabupaten/Kota Keamanan Pangan n nter
RCROTITCITOaST IR CaTTTaTTaT ToTTTaT AT
Pangan Segar Asal Tumbuhan |RekomendasiAsal dokume Dishanpangka
09 [ 05] 201 04 Daerah Kabupaten/Kota Tumbuhan Daerah NA n nter
Penyediaan Sarana dan Jumlah Alat Uji
09 | 05 | 201 | o5 |Prasarana Pengujian Mutudan Residu pestisida 8| Kec 572,460,000 | 12| Kec 538,857,000 5| kec 48,253,700 | 5| Kec 47,962,300 | 100.00| % 99.40| 17| kec 586,819,300 21250 % 102.51| Pishanpangka
Keamanan Pangan Segar Asal |dan Bahan Kimia nter
Tumbuhan Daerah Lainnya serta Uji
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERIKANAN
25 URUSANPEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN CAPAIAN
25 | 03 PERIKANAN TANGKAP PROGRAM
PENGELOLAAN
25 | 03| 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana |Jumlah Penyediaan .
Dish ki
25 | 03| 201 | 03 |Usaha Perikanan Tangkap Data dan Informasi 1 D"k;‘me - - - -1 D":r:‘m 199,769,900 [ - - - 000 % 0.00 D"k:me 0 000 % | #ovjor [°F a"tpa”g a
Pembudidayaan nter
PROGRAM PENGELOLAAN CAPAIAN
25 | 04 PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM
PENGELOLAAN
Pengelol Pembudiday Jumlah
251 03| 204 Ikan Pengembangan
Penyediaan Data dan Informasi
Pembudidayaan Jumlah Penyediaan .
Dish ki
25 1 03| 2.04 01 |Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Data dan Informasi NA DOkr'lJme - - - - - - - - - - - - - - - - - © antpang 2
Kabupaten/Kota Pembudidayaan nter
Penyediaan Prasarana Tersedianya Sarana .
Dish k
25 | 03| 204 | 02 |Pembudidayaan Ikandalam1 |dan Jumlah NA :r?/kﬂikR - - - . : . N - . - - - - - . - - ' a”tpa"g a
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Sarana nter
Penjaminan Ketersediaan Sarana |Jumlah Produksi
25 | 03| 204 | o3 |Pembudidayaanlkan Dalam 1 —Benih Ikan Unggul 2 Unit 45,000,000 2 | unit 57,001,560 - - 1 - -| #ovsor| % #DIV/O! 2| unit 57,001,560 10000 % | 12667|Dshenpaneka
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |Meningkat Secara nter
Optimal
Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah Pengadaan
dan Lingkungan Obat- Obatan, Dishanpangka
25 | 03| 2.04 04 |Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah |Pupuk Organik dan NA Paket - - - - - - - - - - - - - - - - - tp g
Kabupaten/Kota Pupuk Anorganik nter
Terpenuhi Sesuai
Pembinaan dan Pemantauan .
Pembudid. Jumlah Kwalitas Pokdak Dishanpangka
25 | 03| 204 | o5 [FemPucdidayaan SDM Perikanan NA - - - - - - B I - - - - - - - pane
Ikan di Darat . an/ UPR nter
Meningkat
Perencanaan, Pengembangan, Jumlah Benih Ikan Kecam. Dishanpangka
25 |1 03| 2.04 06 |Pemanfaatan dan Perlindungan |Dikawasan NA etcaan 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - tp 8
Lahan Untuk Pembudidayaan Restocking dan nter
Pemberdayaan Pembudidaya |Jumlah
25 | 03] 202 Ikan Kecil Pemberdayaan
Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah pembinaan Kegiata Kegiata Kegia Dishanpangka
25 | 03| 202 | 02 |Pembentukan dan Pengembangan|penumbuhan dan 1 g - - - o1 & 1,500,004,000 [ 1 8 316,887,500 [ 100.00| % 21.13 1 |Kegiatan| 316,887,500 100.00| % | #piv/o! pang
N . n n tan nter
Kelembagaan Pembudi Daya Ikan |evaluasi
25 | 03] 202 03 Pelaksanaan Fasilitasi Ban'suan Jumlah keglatan NA KUB R ; } } : ; B B ; R R R : R } R ) Dishanpangka
Pendanaan, Bantuan Pembiayaan |temu mitra nter




25 | o3 PROGRAM PENGOLAHAN DAN |MENINGKATNYA
PEMASARAN HASIL PERIKANAN | NILAI PRODUK
Penyediaan Dan Peny an Meni nya
25 | 05| 2.03 Bahan Baku Industri Nilai Jual Produk
Pengolahan Ikan Dalam 1 Perikanan
Peningkatan Ketersediaan Ikan  |Jumlah Nilai Jual Kegiata Dishanpangka
25 | 05| 2.03 | .01 |Untuk Konsumsi dan Usaha Tkan Pasca Panen NA gn - - - - - - - - - - - - - - tp €
Pengolahan Dalam 1 (Satu) Meningkat nter
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku |Jumlah bantuan
Usaha Perikanan peralatan Kelom Dishanpangka
25 5 2.03 .02 |Skala Mikro dan Kecil dalam 1 |pengolahan dan NA P - - - - - - - - - - - - - - pang
ok nter
(Satu) Daerah pemasaran
Kabupaten/Kota perikanan Tercapai
25 03 | 2.04 .06 _|URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
27 | 02 URUSANPEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN CAPAIAN KINERJA
27 | 02 PENGEMBANGAN SARANA TERSEDIA DAN
PERTANIAN PENGEMBANGAN
Peningkatan Mutu dan
Peredaran Benih/Bibit Ternak
27|02 203 dan Tanaman Pakan Ternak
serta Pakan Dalam Daerah
Pengawasan Peredaran Bahan Jumlah bantuan Kegiata Kegiat Dishanpangka
27 | 02| 203 Pakan/Pakan, Benih/Bibit bibit Ternak dan 1 gn - agn 570,967,200 - - - | #oivsor| % #DIV/0! Kegiatan| 570,967,200 100.00| % | #piv/o! t” 8
Hijauan Pakan Ternak sarana produksi nter
Pengendalian dan Jumlah ternak
Pengawasan Penyediaan dan |ruminansiabesar
27 | 02| 2.05 Peredaran Benih/Bibit yang
Ternak, dan HijauanPakan Jumlah ternak
Ternak Dalam Daerah ruminansia kecil
Pengendalian Penyediaan
Benih/Bibit Ternak d Jumlah bantuan Kegiata Kegiat: Kegia Dishanpangka
27 | 02| 205 | os |Benib/BibitTernak dan bibit Ternak dan 1 & 1,250,000,000 - - c8latal 6 699,261,350 g 4,771,482,750 | 100.00] % 71.22 - 4,771,482,750 100.00| % | #vALuE! pang
Hijauan Pakan Ternak . n n tan nter
sarana produksi
Pengelolaan Sumber Daya Jumlah
27 | 02 02 Genetik (SDG) Hewan, Orang/Petugas
Tumbuhan, dan Mikro Inseminator
Organisme Kewenangan Buatan (IB)
. . Meningkatnya . . .
D
27 | 02| oz | o3 |Peningkatan Kualitas SDG Produksi Populasi ;| Kesiata - - - Kegiata 775,660,000 - - 000| % 0.00 - 0 000 % | #owysor | Dishanpangka
Hewan/Tanaman . n n nter
ternak, Tercapainya
PROGRAM PENYEDIAAN DAN CAPAIAN KINERJA
27 | 03 PENGEMBANGAN PRASARANA | TERSEDIA DAN
PERTANIAN PENGEMBANGAN
Pengembangan Prasarana Jumlah
27 | 03| 2.01 gemoang Dokumen/Lapora
Pertanian
n Pengembangan
27 | 03| 201 | o1 |Koordinasi dan Sinkronisasi |jumlah Pengadaan NA Unit - - - Kegiata 336,600,000 Kegia 325,000,000 [ 100.00[ % 96.55 Kegiatan| 325,000,000 #VALUE! % | #pivjor | Dishanpangka
Prasarana Pendukung Pertanian | Alat Mesin n tan nter
27 | 03] 2.02 Pemha.ngunan Prasarana ]umlah'Prasarana
Pertanian Pertanian yang
L Jumlah Irigasi dan .
Dish ki
27 | 03l 202 | 02 Pemb:ﬂ_ngunan. Rehabilitasi da_n Perpompaan NA Unit R R } ; R R R R R R } R R _ | Dishanpangka
Pemeliharaan Embung Pertanian nter
Peternak yang
- Jumlah Jalan .
27 | 03] 202 03 Pemba.ngunan, Rehabilitasi dar.l Produksi NA Unit R } ) } R : R R R : ) R } _ | Dishanpangka
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani nter
Peternakan yang
27 | 03] 202 07 Pemb:fngunan, Rehabilitasi dan ]umlah'RPH yang NA Unit R R ) } R R R R R a } R ) R Dishanpangka
Pemeliharaan Rumah Potong akan dibangun dan nter
Jumlah sarana
Pembangunan, Rehabilitasi dan  |penunjang .
27 | 03| 2.02 07 |Pemeliharaan Prasarana pengembangan NA Unit - - - - - - - - - - - - - | Pishanpangka
s . nter
Pertanian Lainnya ternak/ Pasar
Hewan dan
PROGRAM PENGENDALIAN CAPAIAN KINERJA
27 | 04 KESEHATAN HEWAN DAN PENGENDALIAN
KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN
VETERINER HEWAN DAN
Penjaminan Kesehatan
Jumlah kasus
27 | 04| 201 Hewan, Penutupan dan enyakit yan
: Pembukaan Daerah Wabah sita!:] aniy e
Penyakit Hewan Menular 8
Pengendalian dan ]“mlzh pengf)wtasan Kegiata Kegia Dishanpangka
27 | 04| 201 | 01 |Penanggulangan Penyakit D oA NA | Paket - - - & 1,249,923,400 o 101,206,600 [ 100.00[ % 8.10 Kegiatan| 101,206,600 HVALUE! % | #ovso! nt’; €

Hewan dan Zoonosis

pelayanan




27 | 07 PROGRAM PENYULUHAN CAPAIAN KINERJA
PERTANIAN PENYULUHAN
Pelaksanaan Penyuluhan Kelompok T_am
27 | 07 | 2.01 . yang menerima
Pertanian
penyuluhan
Pengembangan Kapasitas Jumlah Pelatihan . .
K Dish ki
27 | 07| 2.01 01 |Kelembagaan Petani di dan Bimbingan egr:ata - - - - - - - - - - - - ° annt}:?ng 2
Kecamatan dan Desa Sistem Informasi
. Jumlah Pelatihan
Pengembangan Kapasitas dan Bimbi Kegiata Kegiata Dishanpangka
27 | 07| 201 | 01 |Kelembagaan Petani di an bimbingan 8 8 299,703,800 - - 000 % 0.00 - - - 000 % | #ovjor pang

Kecamatan dan Desa

Sistem Informasi
Data dan Statistik

n

n

nter

KEPALA DINAS KETAHAN PANGAN, PERIKANAN
DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIMALUNGUN,

e
ROBERT PANGARIBUAN, SP, M.Si
NIP. 196809081995031003




TC-19
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
Kabupaten Simalungun

Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Tingkat Capaian Perangkat
. . - . Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan s S .
No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pem_ermtah Daerah Indikator Kme.r]a Program Pada Tahun 2021 (Akhir | RPIMD s/d Tahun Lalu (n- An_ggaran RKPJI_) Ta!:un dan_ An?gar_an RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun n- Kinerja & Realisasi Daerah Ket.
dan Program/ Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) Priode RPIMD) 2) Tahun 2020 berjalan yang D (tahun n-1) Anggaran RKPD 1 Anggaran RPJMD s/d | Penanggung
(tahun n-1) Tahun 2021 Tahun 2021 (%) Tahun n-1 (%) Jawab
= 0, = = 0,
1 2 3 4 5 7 8 9 =8/7x100% 10=6+8 11 =10/ 5 x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
g::yli‘:'r?:" jasa komunikasi, sumber daya air o e jianya jasa air dan listrik 12 bulan 16,000,000| 12 bulan 3,683,112 | 12 bulan 16,000,000| 12 bulan 3,683,112 | 12 bulan| 23.02 | 12 bulan 7,366,224 | 12 bulan 46.04|  BPBD
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan | Tersedianya jasa pemeliharaan dan |, 1., 190,000,000 12 bulan 420,000 | 12 bulan 29,000,000 12 bulan 7,185,000 | 12 bulan| 2478 | 12 bulan 7,605,000 | 12 bulan 400| BPBD
kendaraan dinas/oberasional perizinan kendaraan
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 29,000,000| 12 bulan 7,185,000 | 12 bulan 18,000,000| 12 bulan 4,300,000 | 12 bulan| 23.89 12 bulan 11,485,000 12 bulan 39.60 BPBD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan I:;Zeatﬁ:zz:arang cetakan dan 12 bulan 18,000,000 12 bulan 4,300,000 | 12 bulan 12,500,000| 12 bulan - | 12 bulan| 0.00 12 bulan 4,300,000 12 bulan 23.89 BPBD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan 12 bulan 25,000,000] 12 bulan 500,000 | 12 bulan 17,500,000 12 bulan - | 12bulan| 000 | 12 bulan 500,000 | 12 bulan 200|  BPBD
perundana-undangan peraturan perundana-undangan
. - . Terselenggaranya Rapat-rapat
sge”ra;hrapat koordinasi dan konsultasi ke luar {0\ o i dan konsuitasi ke luar 1 dokumen 110,000,000 1 dokumen | 100,545,000 | 1 dokumen 25,000,000| 1 dokumen 500,000 dokulmen 200 | 1dokumen 101,045,000 | 1 dokumen 91.86 BPBD
daerah
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis Tersedianya jasa tenaga 12bulan | 3,580,000000 12bulan | 276,000,000 | 12 bulan 18,000,000 12 bulan - | 12bulan| 000 | 12 bulan 276,000,000 | 12 bulan 771|  BPBD
perkantoran administrasi/teknis perkantoran
Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah Terselenggaranya Koordinasi 12 bulan 120,000,000| 12 bulan 20,000,000 | 12 bulan 110,000,000 12 bulan 100,545,000 | 12 bulan| 91.40 12 bulan 120,545,000 | 12 bulan 100.45 BPBD
pelaksanaan tuaas dalam daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota _ _
Administrasi Umum Perangkat Daerah I::Zif:;agi’;’r’:hadm'”'“ras' UMUM 92 bulan 277,000,000 12 bulan 132,030,000 12 bulan 1,938,185,390| 12 bulan 550,948,665 | 12 bulan| 28.43 12 bulan 682,978,665 | 12 bulan 246.56 BPBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya jasa penunjang urusan | 45 pyan | 3,621,000,000] 12 bulan 280,183,112 12 bulan 431,820,316| 12 bulan 281,728,710 | 12 bulan| 6524 | 12 bulan 561,911,822 | 12 bulan 1552 BPBD
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Terpeliharanya Barang Milik Daerah

. 9 Jang Penunjang Urusan Pemerintahan 12 bulan 190,000,000 12 bulan 420,000 | 12 bulan 217,070,000 12 bulan 51,228,444 | 12 bulan| 23.60 12 bulan 51,648,444 12 bulan 27.18 BPBD
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah
Program Penanggulangan Bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tercapainya Penanggulangan 12bulan | 1,970,000,000| 12 bulan -| 12bulan | 115276,677,586| 12bulan | 106,961,163,800 | 12 bulan| 9279 | 12bulan | 106,961,163800 | 12bulan | 542050 |  BPBD
terhadap Bencana Bencana
Program Penc h P
Penyelamatan Kebakaran Dan
Penvela Non Kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Tercapainya Peningkatan Kesiagaan | 4,y 245,000,000 12 bulan -| 12 bulan 161,400,000| 12 bulan - | 12 butan| 0.00 12 bulan -| 12bulan - BPBD
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah [dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kahuinaten/Kota

Pamatang Raya, 2022

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

RAMADHAN DAMANIK, S.STP

NIP. 197708291997111001




Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

Dinas Sosial Kabupaten Simalungun

v / Bidang U pemerintah Daerah d § o Capaian Kineria RPIMID Tah Realisasi Capaian Kinerja | TargetKinerja dan Anggaran | Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kineria d Realisasi Kineria dan A RKPD 5/d Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
No Kode rusanfBicang Drusan / et pacrah can Indikator Kinerja Program :::f(';k"::"ari . RP]:III:)" RPIMD s/d RKPD Tahun Lalu | RKPD Kab/Kota Tahun berjalan | Anggaran RKPD yang Dievaluasi | 6@ =2P% 21 BRI (392) o 1"55;”" S/9] Realisasi Anggaran RPIMD s/d | d2erah Ket
ogra egiatal (outcome)/ Kegiatan (output) periode Kab/Kota Tahun Lalu (n-2) yang dievaluasi (tahun n-1) (tahun n - 1) relisasi tahun 2021 ealisasi Anggara ahul ” tahun n-1 (%) Per;angg:ng
lawal
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 11=10/5x100%
1 2 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
06 WAJIB PELAYANAN DASAR
Program Penunjang Urusan Daerah
Kabupaten/Kota
06 | 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya Dokumen
Perangkat Daerah Perencanaan perangkat
06 | 01 01 | 01 Daerah 6 Dokumen 50,000,000|5 Dokumen 7,000,000|6 Dokumen 6,520,800|6 Dokumen 4,252,710/ 6 Dokumen 65%|6 Dokumen 11,252,710{6 Dokumen 23%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersusunnya DPA-SKPD
06 | 01 01 | 04 6 Dokumen 60,000,000{1 Dokumen 10,334,000{6 Dokumen 4,019,290|6 Dokumen 1,376,000/ 6 Dokumen 34%|6 Dokumen 11,710,000{6 Dokumen 20%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan Capaian 5 5 5 5
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi (6 Dokumen 32,580,000 o en | 23358000 [ L en 4683,990| [ en 2,951,520 5 Dokumen 5 Dokumen Dokumen
06 | 01 01 | o6 |Kinerja SKPD Kinerja SKPD 63% 26,309,520 81%
Koordinasi dan penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan 6 5 5 5
06 | 01 02 | 05 Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen 32,500,000 Dokumen 9,913,000 Dokumen 3,941,850 Dokumen 9,913,000 | 5 Dokumen 251% -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan 6 5 5 5
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran |Keuangan Dok 32,500,000 Dok 10,425,000 Dok 4,985,860 Dok 835,560 | 5 Dokumen 5 Dokumen 11,260,560 |5 Dokumer
06 | o1 02| 07 SKPD Buianan/Triwnlanan/Semectera okumen okumen okumen umen 17% 35%
Penyediaan komponen instalasi A amya Kormpone
o6 | o1 o6 | o1 Jistrik/penerangan bangunan kantor Ilstrlkllﬂnirjefn‘galkantor 72 Bin 55,000,000 | 12 Bulan 9,825,000 12 bin 8,103,700 12 bin 504,900 12 bin % 12 Bulan 10,329,900 (12 Bulan 19%
P di latan d lengki It
enyediaan peralatan dan perlengkapan | - Tersedianya Peralatan dan | -, g 680,000,000 | 12 Bulan 17,996,460 12 bin 2,921,930 |  12bin 2,921,930 | 60 Bin 0%
kantor Perlengkapan Kantor
06 | 01 06 | 02
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan rumah | =, g 50,000,000 | 48 BIn 9,568,080 [ 12 bin 17,162,200 12 bin 5,066,600 [ 12 bin 12 Bulan 14,634,680 |12 Bulan
06 | 01 06 | 03 tangga 30% 29%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Makanan dan minuman rapat | =, i 130,000,000 [ 48 Bin 12 bin 29,502,000] 12 bin 26,832,100 12 bin 60 BIn
06 | 01 06 | 04 tersedia dengan baik 91%.
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan
72 Bl 71,924,371
o6 | o1 o6 | os penggandaan dan penggandaan n 230,000,000 | 54 Bulan 63,881,000 12 bin 25,099,150 12 bin 8,043,370 12 bin 32% 12 Bulan ,924,370 | 12 Bulan 31%
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan | Rapat SKPD terlaksana dengan
- 72 B 12,818,021
o | o 06 oo Konsultas SKPD baik n 7,150,000,000 36 bin | 309,229,121 | 12 bin 12 bin 303,588,900 12 bin 12 Bulan 612,818,0: 12 Bulan o
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat 72 Bin 22,500,000 | 54 Bulan | 10,944,050 [ 12 bin 2,840,000| 12 bin 60 Bln 10,944,050 | 12 Bulan
06 | 01 08 [01 menyurat 0 12 bin 0% 49%]
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Tersedianya Jasa komunikasi
06 | o1 08 |02 [Air dan fistrik Daya Air dan Listrik 72 BIn 80,000,000 | 54 Bulan 60,815,500 12 bin 38,760,600 12 bin 3,125,162 12 bin % 60 Bin 63,940,662 | 12 Bulan 0%
N Tersedianya Jasa Pelayanan 5,135,625,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72 Bin - - 12 bl 60,000,000 12 bl
06 | o1 08 |oa 4 4 Umum Kantor n n 60,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya ":' ’:;f'r':' v Jaz.a
Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Pemel!haraan,P |a_1y:d
Kendaraan Dinas Operasional atau o e o 72 Bin 2,285,000,000 54 Bin - 12 bin 19,494,000 | 12 bin 17,050,000 12
Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Oerlzma.n Tn araLa: inas
06 | o1 09 |02 |kantor dan bangunan Lainnya perasional atau pangan 87%
Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung 728l
kantor dab bangunan Lainnya
06 | 01 09 |09
Pemeliharaan atau Rehabilitasi sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung kantor atau 12 bin 12 bin -
06| 01 09 | 11|bangunan Lainnya 728In 65,000,000 - 0 19,611,000 0 0% 0%
Program Pemberdayaan Sosial
06 | 02




Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga kTerIaksananys fenm?rkatan
Kesejahteraan Sosial Kecamatan emampuan Potensi 1enaga - - - 0 27,000,000 27,000,000 12 bin 60 BIn 27,000,000
Kewenangan Kab/Kota Kesejahteraan Sosial
06 02 2 | 03|02 Kecamatan Kewenanaan 100%
TETIaRSalialya FETgRatalt
Peningkatan Kemampuan potensi Sumber Kemampuan potensi Sumber
kesejahteraan Sosial Kelembagaan kesejahteraan Sosial 300 kipk 3,440,000,000 - 0 840,633,090 840,633,090 840,633,090
M kat Kes Kab/Kot:
o6l o2l 2| 03loa asyarakat Kewenangan Kab/Kota Kelembagiaplrif?{?[?kat 100% 24%)
6 | o Program Rehabilitasi Sosial 72 BIn 175,000,000 12 bin 279,601,000 12 bin 17,000,000 12 bin - 12 bin #VALUE! 60 Bin #VALUE!
Penyediaan Sandang Tersedianya Sandang - - - - 137,388,650 - - - #VALUE!
06 | 04 01 |02 0%
Penyediaan Alat bantu Tersedianya Alat Bantu - - - - - 134,348,820 - - - - -
06 | 04 01 |03 0%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada 'Srer_al ianar:jyaK |‘m ingan
Keluarga Penyandangan Disabilitas Poswa jpa a ;'ualg'gl'ia
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Tenlya:aan/sank 'Ilsal ”t S - - - 76,198,430 - - - - -
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan L:;_a': ;{a ;: Ianetrans:;a
ut usia Terlantar,
06| 04 o1 |oe Masyarakat U o  on
Pemberian Layanan Kedaruratan Tersedinya Layanan : - 218,160,940 72,701,000 60 Bin 72,701,000
06 | 04 02|02 Kedaruratan 33%
Penyediaan Sandang Tersedianya Sandang -
06 | 04 02 |04 0 0 146,409,630 0 0%
Penyediaan Alat bantu 5
Penyediaan Alat bantu - - 257,796,320 - 105,583,928 - 40 stell 105,583,928
06 | 04 02 |05 0 41%.
. . - N Terlaksananya Pemberian
Pemberian Bimbingan F|§|k, Mental, Spritual Bimbingan Fisik, Mental, R ~ 9,975,000 50 stell 73,872,330 ~ ~ R
dan Sosial y .
06 | 04 02 |07 Spritual dan Sosial
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk 'I’;ersed?ngakP:mbue;ta; K
Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Alfmolz Inh'u espen l:\lt ;n,
dan Kartu Identitas Anak, Kerjasama Antar d taK ea ;':n’ ) ura/: Ika ! 24,075,920 - -
Lembaga dan kemitraan dalam Pelaksaan Kzrr]ja:arrtrl:a A?\?;:'ta;m'l;aag'a dan
Rehabilitasi Sosial kab/Kot:
09 ehabiltasi Sosial kab/Kota kemitraan dalam Pelaksaan 0 0%,
g Perli dan
Sosial
06 | 05
o Terlasananya Pengelolaan data
Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan e
Daerah Kab/Kota Eal;HKMtlskln Cakupan Daerah |- 0 100,549,000
06 | 05 0 |o ab/Kota 100,549,000 200,251,890 0 0%
Program Penanganan Bencana
06 | 06
o6 | 0602 lo1 o1 Penyediaan Makanan Tersedianya Makanan 2.700 jiwa 1.350.000.00 200 Jiwa | 372,550,000 | 729 jiwa 750,715,850 | 729 Jiwa 706,176,530 729 Jiwa 4% 729 Jiwa 1,078,726,530
b
Penyediaan Sandang Tersedianya Sandang - - 410,657,440 1,405,030 2 Dok 1,405,030
06 | 06 02 0%
o AT Terlaksananya Koordinasi ,
Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana Sosialisasi qan Pelaksanaan 0 - - 29,463,180 24,108,870 2 Dok 24,108,870
06 | 06 [02 o2 |o1 Kampund Siaga Bencana 82%
. Terlaksananya Koordinasi,
Koordinasi, Sosialisai dan Pelaksanaan o
Taruna Siaga Bencana Soslallsal.dan Pelaksanaan - 0 - - 27,529,420 276,615,660 276,615,660
Taruna Siaga Bencana
06 | 06 |02 02 |02 1005%

Pamatang Raya, Juni 2022
KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN SIMALUNGUN

SAKBAN SARAGIH, SP, M.Si
NIP. 19720523 200003 1 004




TABEL T-C.19

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

KABUPATEN SIMALUNGUN

Kode Urusan/Bidang Indikator | Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Capaian Tingkat Capaian | Realisasi Kinerja dan | Tingkat Capaian |Perang Ket
Urusan Kinerja pada Tahun 2021 (Akhir| Kinerja s/d Tahun Lalu Anggaran RKPD Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Kinerja dan kat
2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11 =10/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Penunjang
Urusan 10,836,217,686 DISHU
Pemerintahan B
Daerah Kab/Kota
Administrasi
Keuangan Perangkat
daerah
Penyediaan Gaji dan .
) Tersedianya
tunjangan ASN Gajidan | 12 6,505,823,553 |12 bin 12 1 56578152 Y2 | 1,774,741,887.00] 12 3| 12 5,465,178,152.00| 12 bln 0.84
. bin bin bin bin bin
tunjangan ASN
Administrasi Umum
Perangkat daerah
Penyediaan
Komponen Instalasi 12 12 12 12 12
Listrik/Penerangan [Tersedianya bin 12 bin bin bin bin bin 12 bin
Bangunan Kantor |Komponen
Instalasi listrik
Penyediaan Peralatan|Tersedianya
dan Perlengkapan | Peralatan dan | 12 27,000,000 |12 bin 16,145,500.00 12 208,807,940 12 119,150,000.00] 12 |57 12 135,295,500.00| 12 bln 5.01
Kantor perlengkapan bin bin bin bin bin
Kantor
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga 23,108,000
P jaan B i
enyediaan Barang  |Tersedianya 12 12 12 12 12
cetak dan Peralatan 39,200,000f 12 bin 18,679,800.00 43,355,100 4,621,000.00 11 23,300,800.00| 12 bin 59.45
bin bin bin bin bin
penggandaan rumah tangga
Penyelenggaraaan |tersedeianya
Rapat koordinasi dan |penyelenggaraa 12 12 12 12 12
Kunsultasi n rapat 945,000,000/ 12 bin 296,134,133.00 727,280,200 93,100,000.00 13 389,234,133.00| 12 bin 41
o bin bin bin bin bin
kordinasi dan
konsultasi




Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pememrintah
Daerah

Pengadaan Mabel

tersedianya

pengadaan 12 35,000,000 12 bin 12,500,000.00 12 12 12 12 12,500,000.00{ 12 bin 35.72
bin bin bin bin bin
mabel
Pengadaan terseedianya
Kendaraan Dinas pengadaan 12 12 12 12 12
kendaraan bin 185,000,000f 12 bin bin 565,079,900 bin bin bin 12 bin 0
dinas
Penyediaan jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daeerah
Penyediaan Jasa tersedianya
Komunikasi, Sumber fjasa | 12 92,994,133/ 12 bin 32,786,352.00 12 100,057,549| 12 11,407,430.00] 12 |11 12 44,193,782.00| 12 bin 0.48
daya air dan listrik  |komunikasi, air | bin bin bin bin bin
dan listrik
Penyediaan Jasa tersedianya 12 12 12 12 12
Pelayanan Umum jasa layanan 1,965,600,000{ 12 bin 756,000,000.00 768,000,000 256,000,000.00 1,012,000,000.00| 12 bin 0.52
bin bin bin bin bin
Kantor umum kantor
Pengadaan Pakaian
Dinas dan tersedianya 12 12 12 12 12
115,000,000 0.00
Perlengkapannya pakaian dinas bin 12 bin bin bin bin bin 12 bln
0.00
Pemeleiharaan
barang milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemrintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharan biaya
pemeliharaan pajak |tersedianya
danperizinan fjasa 12 401,000,000{ 12 bin 243,507,538.00] 12 387,486,000 12 53,545,283.00 12 14| 12 297,052,821.00| 12 bin 75
kendaran operasional |pemeliharaan bin bin bin bin bin
dan perizinan
Pemeliharaan .
tersedianya
Gedung dan . 12 12 12 12 ) 12
pemelihraan bin 60,000,000{ 12 bin bin 50,000,000 bin bin bin 0.00[12 bin

bangunan Kantor

gedung kantor

461,000,000




Pernataan Organisasi

0.00

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Kinerja Pememrintah
Daerah

tersediannya
kordinasi
penyusun
laporan kinerja

12
bin

3,600,000

12 bin

12
bin

12
bin

12
bin

12
bin

0.00

12 bin

Program
Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan
angkutan jalan

12
bin

1,448,500,000

12 bin

12
bin

12
bin

12
bin

12
bin

12 bin

Penetapan
Rencana Induk
Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota

0.00

Pelaksanaan
Penyusunan
Rencana Induk
Jaringan LLAJ

tersedianya
penyusunan
rencana induk

12
bin

12 bin

12
bin

150,000,000

12
bin

12
bin

12
bin

0.00

12 bin

Penyediaan
Perlengkapan Jalan
di Jalan Kab/Kota

Pengujian Berkala
kendaraan bermotor

0.00

Penyedia sarana dan
prasarana Pengujian
berkala Kendaraan
bermotor

tersedianya
sarana
prasarana
pengujian

12
bin

12 bin

984,276,500.00

12
bin

12
bin

12
bin

12
bin

984,276,500.00

12 bin

Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
pengujian berkala
kendaraan bermotor

tersedianya
pemeliharaan
pengujian

12
bin

110,000,000

12 bin

12
bin

460,119,000

12
bin

12
bin

12
bin

12 bin

0.00




Pelaksanaan
manajemen
rekayasa lalu lintas

. . 0.00
untuk jaringan jalan
Kabupaten/Kota
Pengadaan
Pemasangan
Perbaikan dan terd=sedianya
Pemeliharaan pengadaan
pemasnagan 12 665,000,000] 12 bin 194,233,849.00 12 132,651,000 12 12 12 12 bin -
Perlengkapan Jalan bin bin bin bin bin
perlengkapan
dalam Rangka jalan
Manajemen dan
rekayasa lalu lintas
Rehabilitasi dan
remelharaan 12 12 bin 12 12 12 12 0.00/ 12 bin
Perlengkapan Jalan tersedianya | bin bin bin bin bin :
rehabilitasi
Forum Lalu Lintas tersedianya
dan Angkutan Jalan - eorum 12 600,000,000{ 12 bin 12 229,647,900 12 24,451,20000] 12 |11 12 24,451,200.00| 12 bin 4.08
Kabupaten/Kota bin bin bin bin bin
FLLAJ
Pengawasan dan .
Pengendalian terSdlanya
Efekfivitas Pelaks.ana pengawasa 12 12 12 12 12
Kebijakan untuk jalan [ dan 73,500,000 {12 bin 28,800,000.00 1,669,020,000 748,800,000.00 12 bin
bin bin bin bin bin
Kabupaten/Kota .
pengendalia
n
Program
Penyelenggaraan 50,000,000 0.00
Pelayaran
Pembangunan,
penerbitan izin
pembangunan dan
pengoperasian 0.00

Pelabuhan
Pengumpan Lokal




Pengoperasian dan

tersediannya

Pemeliharaan pengoperasian
pelabuhan dan 12 50,000,000 {12 bin 12 150,000,000 12 12 12 12 bin
. bin bin bin bin bin
pengumpan lokal pemeliharaan
pelabuhan

SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH

Pamatang Raya,
Plt. Kepala Dinas Perhubungan

NIP. 19740113 200604 1 004




HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN YANG BERJALAN

N Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome )/Kegiatan (output ) Capaian Kinerja Realisasi Capaian | Target Kinerjadan | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian | Realisasi Kinerjadan| Tingkat Capaian | Perangkat Ket
[e] Daerah Dan Program/Keaqiatan RPJMD Pada Tahun | Kinerja RPJMD s/d Anggaran RKPD Kinerja dan Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Kinerja dan Daerah i
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 x 100% 12 13
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAIATAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani DPPKB
14 | 01 PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
ot 20 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
wlot| 202 | o1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 72 bin 23,936,689,000 | 60 bin 29,110,525,781 | 12bin 5,752,731,860 | 3 bin 1,044,354,490 | 12 bin 18,15 72 bin 30,154,880,271 | 72 bin DPPKB
1ot 202 | o5 Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel 1lap 29,000,000 | 5 lap 0 1lap 4,000,000 | 1lap 0 1lap 0 6 lap 0% 6 lap 0 DPPKB
i Tahun
Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang akuntabel 2 lap 10 lap 2 lap 2lap 2lap 12 lap 12 lap
14| 01 | 2.02 | 07 [Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
14 | 01 | 2.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah
1l o1 | 202 | 02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 72 bin 0 60 bin 17,235,000 | 12 bin 12,200,000 | 3 bin 3,500,000 | 12 bin 28,69 72 bin 20,735,000 | 72 bin #DIV/0! DPPKB
o 202 |03 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga 72 bin 103.000.000 60 bin 41.391.000 12 bin 26.531.000 3bin 6.519.000 12 bin 24,57 72 bin 47,910,000 | 72 bin 46.31 DPPKB
1l o 202 | os Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya makanan dan minuman rapat 72 bin 217,589,000 | 24 72,775,000 | 12 bin 21,600,000 [ 6 bin 1,695,000 | 12 bin 24,58 12 74,470,000 | 72 bin 34.23 DPPKB
1] o1| 202 | 05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 72 bin 132,500,000 [ 24 31,944,000 | 12 bin 18,000,000 | 6 bin 6,470,000 | 12 bin 24,59 12 38,414,000 | 72 bin 28.99 DPPKB
72 bin 12 bin
1l o1 202 | 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SPPD dalam daerah dan SPPD luar daerah 72 bin 395,500,000 | 24 93,528,300 | 12 bin 130,000,000 | 6 bin 20,832,500 | 12 bin 16,02 12 114,360,800 | 72 bin 28.92 DPPKB
) SKPD
o1l 202 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah [Jumlah Item Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
’ Daerah
1o 202 | 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya kebutuhan listrik kantor 72 bin 261,000,000 | 24 12,357,568 | 12 bin 32,000,000 | 6 bin 4,957,196 | 12 bin 15.49% 30 17,314,764 | 72 bin 6.63 DPPKB
i listrik
Tersedianya kebutuhan air kantor
Tersedianya kebutuhan internet kantor
1o 202 |03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor terpeliharan dengan baik 0 0 0 0 0 0 DPPKB
1alon!| 202 | os Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Petugas administrasi keuangan kantor 8 orang 12 8.172.879.250 24 8.672.000.000 12 7.056.000.000 6 2.352.000.000 50 33,33 30 #VALUE! 72 bln 134.72 DPPKB
o1l 20 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang |Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
’ Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan BBM, oli dan pergantian suku cadang kendaraan dinas 72 0 60 bin 0 12 17.820.000 6 9.108.480 50 51,11 7 9,108,480 | 72 bin DPPKB
o 20 | o dan pajak kendaraan perorangan dinas atau
14 1 . kendaraan dinas jabatan
14 | 02 Program Pengendalian Penduduk
Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan
pemerintah daerah provinsi Dengan Pemerintah
14102 | 2.01 Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk
Penyusunan dan pemenfaatan Grand Design Pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi semua pemangku 2 dok 0 1dok 0 1 dok 180.000.000 6 dok 23.600.000 6 dok 13,11 Tdok 0% 7 dok 0 DPPKB
14 | 02 | 2.01 | 02 [Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkiat kepentingan, baik di daerah maupun masyarakat
Kabupaten / Kota
Penguatan Kerjasama pelaksanaan pendidikan Percepatan pemahaman jalur pendidikan formal tentang isu-isu kependudukan 2 sek 2 sek 2 sek 2 sek 2 sek 2 sek 2 sek DPPKB
14 | 02 | 2.01 | 05 [kependudukan jalur pendidikan formal
Advokasi, sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Peningkatan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi ke sekolah 2 sek 2 sek 2 sek 2 sek 2 sek 2 sek 2 sek DPPKB
pendidikan kependudukan jalur formal di satuan
14 | 02 | 2.01 | 09 [pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non
Formal dan Informal




Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk

14| 02 | 2.02
cakupan daerah kab/kota
Penyusunan profil kependudukan, keluarga Pembangunan keluarga 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok DPPKB
14|02 | 2.02 | 03
berencana dan pembangunan keluarga
Membentuk rumah data kependudukan di kampung | Integrasi program KKBPK dengan sektor lain 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit DPPKB
14 | 02 | 2.02 | 06 [kb untuk memperkuat integrasi program KKBPK di
sektor lain
wlo2| 202 | 1 Penyediaan data dan informasi keluarga Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit DPPKB
i memadai, akurat dan tepat
o2 202 |13 Pengolahan dan pelaporan data pengendalian Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan kb yang tepat | 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap DPPKB
} lapangan dan pelayanan kb waktu
1|03 Program Pembinaan Keluarga Berencana
Pelaksanan advokasi, komunikasi, informasi da
14| 03| 201 edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB
. sesuai kearifan Budaya lokal
ulos| 201 |-02 Advokasi program KKBPK kepada Stakeholders dan [Program KKBPK terlaksana dengan baik 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg DPPKB
: " | mitra kerja
1ozl 201 |02 Komunikasi, Informasi dan edukansi (KIE) program |Penyampaian KIE 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg DPPKB
i KKBPK sesuai kearifan budaya lokal
Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media Terlaksananya promosi dan KIE program KKBPK 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg DPPKB
14 | 03 | 2.01 | 04 [massa cetak dan elektronik serta media luar ruang
1ozl 201 | o7 Pengelolaan operasional dan sarana di balai Terlaksananya operasional dan sarana di balai penyuluhan 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg DPPKB
i penyuluhan KKBPK
14| 03| 2.02 Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas
: Lapangan KB (PKB/PLKB)
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Pembinaan kader program KKBPK 2kl 2kl 2kl 2kl 2kl 2kl 2kl DPPKB
14| 03 | 2.02 | 01
Lapangan olh PKB/PLKB
Penguatan Pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pengembangan program KKBPK bagi PKB/ PLKB 2kl 2kl 2kl 2kl 2kl 2kl 2kl DPPKB
pelayanan dan pengembangan program KKBPK
14 | 03 | 2.02 | 03 [untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan
keluarga berencana (PKB/PLKB)
Penyediaan sarana pendukung operasional Terlaksananya penyediaan sarana pendukung operasional 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit DPPKB
14 | 03 [ 2.02 | 04
PKB/PLKB
14|03 202 | o4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan | Meningkatkan peran serta kader pedesaan dalam program KKBPK 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit DPPKB
) (IMP)
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan
14|03 203 Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan
' pelayanan KB di daerah Kabupaten/kota
Pengendalian pendistribusian alat dan obat 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit DPPKB
kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke . T .
14 | 03 | 2.03 fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Pengendalian dan pendistribusian alokon terlaksana dengan baik
Peningkatan kesertaan penggunaan Metode . . 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit DPPKB
14 [ 03 | 2.03 Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
14 | 03 | 2.03 Penyediaan Sarana penunjang pelayanan KB Penyelenggaraan pelayanan kb terlaksana dengan baik 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit DPPKB
Peningkatan k tensi te I kel . . 2 angk 2 angk 2 angk 2 angk 2 angk 2 angk 2 angk DPPKB
14 | 03 | 2.03 eningkatan kompetensi enaga pe a_yanan eluarg Peningkatan kompetensi tenaga Pelayanan KB dan kespro ang ang ang ang ang ang ang
berencana dan kesehatan reproduksi
Duki ional pell KB Bt k . 2 ke 2 ke 2 ke 2 ke 2 ke 2 ke 2 ke DPPKB
14 | 03 | 2.03 ukungan operasional pelayanan ergera Meningkatnya akses pelayanan KB ke masyarakat €g €g €9 €g €g €g €g
14 | 03 | 2.03 Pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg DPPKB
Pemberdayaan dan peningkatan peran serta 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg DPPKB
14| 03| 203 organisasi kemasyarakatan tingkat daerah
: kabupaten/kota dalam pelakasanaan pelayanan dan
pembinaan kesertaan ber-KB
Ints i | ktor di ki ki 2k 2k 2k 2k 2 ki 2k 2 k DPPKB
14 | 03 | 2.03 ntegrasi pembangunan lintas sektor di kampung kb Meningkatnya integrasi pembangunan dengan Intas sektor €9 €9 €9 €9 €9 €9 €9
2 ke, 2 ke 2 ke 2 ke 2 ke 2 ke 2 ke DPPKB
Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan 4 g 9 g g g g
14 | 03 | 2.03 mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan |Meningkatnya peran serta ormas dan mitra kerja
pembinaan kesertaan Ber KB
i 2k 2k 2k 2k 2 ki 2k 2 ke DPPKB
1] o3| 203 Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Terlaksananya program KKBPK di kampung kb eg eg eg eg eg eg eg
kampung KB
14 | 03 | 2.03 Pembinaan Terpadu Kampung KB Terlaksananya pembinaan terpadu kampung KB dengan baik 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg DPPKB
1| os Program Pemberdayaan dan Peningkatan

Keluarga Sejahtera (KS)




Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluaraga

N}

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan DPPKB
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, Terlaksananya pengadaan sarana kelompok kegiatan (BKB,BKR, PPKS,PIK-R dan
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi UPPKS

Keluarga/UPPKS)

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

b~

Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan DPPKB
dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Terlaksananya orientasi pelaksanaan kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

. . . . DPPKB
Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan

pelaksanaan (Kader) ketahanan dan kesejahteraan
keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Tersedianya biaya operaisonal bagi pengelola dan pelaksanaan kader 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt

. 5 5 . . DPPKB
Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Tersedianya biaya operaisonal bagi kelompok kegiatan 1 keg 1keg 1 keg 1keg 1keg 1 keg 1keg

Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan DPPKB
dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Terlaksananya promosi dan sosialisasi bagi kelompok kegiatan 1 keg 1keg 1 keg 1keg 1keg 1keg 1 keg

Sosialiasi IPK (pelaksanaan Harganas) Terlaksananya sosialisasi IPK 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg DPPKB

Pamatang Raya, Februari 2022
Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Simalungun

Gimrood Sinaga,SKM, M.K.M
NIP. 197701082003121006




Nama Perangkat Daerah : Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

Urusan/Bidang Urusan

Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun

Realisasi Capaian Kinerja

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD

Tingkat Capaian Kinerja dan

Perangkat

° i Pemerintahan Daerah Dan eIy (s R ROy EEn 2021 (Akhir Periode RPJMD) RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) / | Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun | Anggaran RKPD yang dievaluasi dan Realisasi Anggaran s/d tahun n-1 Realisasi Anggaran RPJIMD Daerah —
5 6 8 9=8/7x100 % 10=6+8 11=10/5x 100 %
1 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp

UNSUR PENUNJANG Dinas

1 URUSAN PEMERINTAHAN Penataan

Ruang dan

URUSAN PEMERINTAHAN

1|03 BIDANG PEKERIAAN Rp 45,051,480,723 Rp 18,687,926,867 Rp 48,985,262,807 Rp - Rp - Rp 18,687,926,867 41
PROGRAM PENUNJANG

1 (03|01 URUSAN PEMERINTAHAN Rp 19,709,240,091 Rp 11,646,240,103 Rp 24,409,535,118 Rp - Rp - Rp 11,646,240,103 59
Perencanaan, Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan

1{o03|o01| 201 Penganggaran dan Perangkat Daerah Rp 14,453,500 Rp - Rp 16,621,000 Rp - Rp - Rp - -

1 [03[01| 2.01 | 01 |Penyusunan Dokumen Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah 1 Dokumen | Rp 11,400,500 ,.f_, L 16,621,000.00 | 1 Dokumen Rp - Rp - Rp - -
Koordinasi dan Penyusunan | Terlaksananya penyusunan laporan Capaian

1]03fo1] 201 f06 Laporan Capaian Kinerja dan |Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen [ Rp 3,053,000 Rp 3 3

1]03f01] 202 Administrasi Keuangan Rp 18,527,229,170 Rp 11,470,322,432 Rp 22,290,109,228 Rp - Rp - Rp 11,470,322,432 62

1 ]03]01f 2.02 | 01 |[Penyediaan gaji dan Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 100%| Rp 18,518,187,170 100%]| Rp 11,470,322,432 100% 22,290,109,228.00 100%| Rp - Rp Rp 11,470,322,432 62
Koordinasi dan Penyusunan |Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

1]03|01f 202 | 02 Laporan Keuangan Akhir akhir tahun 1 Dokumen | Rp 4,505,000 Rp - Rp -
Koordinasi dan Penyusunan |Tersedianya Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan

1 03 |01| 2.02 | 07 |Bulanan/Triwulanan/Semeste [Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Dokumen | Rp 4,537,000 Rp - Rp N .
ran SKPD Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD

1 ]103]01f 203 Administrasi Barang Milik Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik

1]|03|01| 2.03 | 02 |Daerah SKPD Daerah SKPD Rp - Rp -
Penatausahaan Barang Milik |Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik

1 [03]|01]| 2.03 | 06 |Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Rp - Rp -

1]03]01f 205 Administrasi Kepegawaian Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Pengadaan Pakaian Dinas | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut

1]103|01| 205 | 02 |beserta Atribut Kelengkapan Rp - Rp _
Kelengkapannya

1[03|01]| 2.06 Administrasi Umum Rp 356,271,751 Rp 77,569,000 Rp 611,395,300 Rp - Rp - Rp 77,569,000 22
Penyediaan Komponen Tersedianya Komponen Instalasi

1]03fo1] 206 f 01 Instalasi Listrik/Penerangan | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 3 Rp 3
P di latan d Te di Peralatan dan Perlengk: Kant

1 |o03|o1| 206 | o2 | SnYediaan peraiatandan - fTersedianya Peraiatan dan Periengkapan Kantor 100%| Rp 39,986,000 |  100%| Rp 28,949,000 | 100% 86,275,200.00 100%| Rp - Rp Rp 28,949,000 72
perlengkapan kantor

1 ]103]|01[ 2.06 | 03 |Penyediaan peralatan rumah | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 100%| Rp. 161,561,000 100%: 174,678,000.00 100%| Rp N Rp Rp N -

1 ]103]01[ 206 | 04 |Penyediaan bahan logistik Tersedianya Bahan Logistik Kantor 100%: 38,740,000.00 100%| Rp - Rp Rp -
Penyediaan barang cetakan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1]03]o1| 206 | 05 |-onVed 9 any 9 pengg 100%| Rp 35,548,000 | 100%| Rp 10,945,000 | 100% 47,534,100.00 100%| Rp : Rp Rp 10,945,000 31
dan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan |Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

1]03fo1] 206 f 06 dan Peraturan Perundang- |Perundang-undangan Rp 3 Rp 3
Penyelenggaraan rapat Terlaksananya Penyelenggaraan

1]03]|01| 2.06 [ 09 |koordinasidan konsultasi Rapat 100%| Rp 119,176,751 100%| Rp 37,675,000 100% 264,168,000.00 100%| Rp - Rp Rp 37,675,000 32
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik

1(03fo01| 207 Daerah Penunjang Urusan Rp 75,157,000 Rp - Rp 185,769,590 Rp - Rp - Rp - -
Pengadaan Kendaraan Dinas | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau

1 [03|01| 2.07 | 02 |Operasional atau Lapangan |Lapangan Rp - Rp -

1 [03] 01| 207 | 05 |Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel 100%| Rp 75,157,000 100% 66,035,200.00 100%| Rp - Rp - Rp - -

1 [03]01]| 2.07 | 06 [Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Rp - Rp -
Pengadaan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung

1]03|01| 207 | 11 |Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100%: 119,734,390.00 100%| Rp - Rp Rp -
Gedung Kantor atau

1]03]01f 208 Penyediaan Jasa Rp 681,515,670 Rp 78,898,671 Rp 1,228,800,000 Rp - Rp - Rp 78,898,671 12
Penyediaan jasa komunikasi, | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

1]03|01| 208 | 02 sumber daya air dan listrik dan Listrik 100%| Rp 30,515,670 100%( Rp 42,898,671 100% 112,800,000.00 100%| Rp - Rp Rp 42,898,671 141

1 [03[01[ 2.08 | 04 |Penyediaan jasa pelayanan |Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 100%| Rp 651,000,000 100%| Rp 36,000,000 100% 1,116,000,000.00 100%| Rp - Rp Rp 36,000,000 6
P lih B Milik

1] o3for| 200 emeliharaan Barang Mili Rp 54,613,000 Rp 19,450,000 Rp 76,840,000 Rp - Rp - Rp 19,450,000 36
Daerah Penunjang Urusan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan . "

1 (03|01 2.09 | 01 Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit Rp 54,613,000 | 1 Unit Rp 19,450,000 | 2 Unit 76,840,000.00 | 2 Unit Rp - Rp Rp 19,450,000 36
Kendaraan Perorangan




Pemeliharaan Peralatan dan |Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Mesin Lainnya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
03(01) 209 [ 04 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp Rp B
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
03| 01| 2.09 | 06 |[Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Rp Rp -
Pemeliharaan dan Perizinan |Dinas Operasional atau Lapangan
03 | 02 AN Rp 24,864,981,332 Rp 7,041,686,764 Rp 21,894,005,439 Rp Rp Rp 7,041,686,764 28
FeGeTTO ATty T
Pengelolaan Sistem Irigasi
03] 02| 2.02 . R 24,864,981,332 R 7,041,686,764 R 21,894,005,439 R R| R 7,041,686,764 28
Primer dan Sekunder pada P P P P P P
P’e’n’);ursunrainiRe;\(r:éna” - Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen
Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan
03|02 202 | 01 Lingkungan Hidup untuk Rawa 10 Dokumen| Rp 951,509,520 998,754,640.00 Rp Rp Rp - -
Konstruksi Irigasi dan Rawa
03[ 02] 202 | 14 [T U Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan Rp 21,937,974,892 |7 ., Rp 7,041,686,764 17,929,136,008.00 Rp Rp Rp 7,041,686,764 32
Rp -
03 [ 02 | 2.02 | 15 [ Rehabilitasi Bendung Irigasi | Terehabilitasinya Bendung Irigasi Rp Rp N
o dan P lih Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi
03| 02| 2.02 | 21 [Operasidan Pemelinaraan |peymkaan Rp 1,975,496,920 2,467,628,991.00 Rp Rp Rp - -
Jaringan Irigasi Permukaan
03lo2| 202 | 22 Operasi d;n Pemeliharaan |Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi 498,485,800.00 Rp Rp Rp R
Bendung Irigasi
03] 12 NG Rp 477,259,300 Rp - Rp 2,681,722,250 Rp Rp Rp - -
FeeEpa RentaTa e
03|12 Ruang Wilayah (RTRW) dan Rp - Rp - Rp 2,016,505,020 Rp Rp Rp -
PETaRSAMaAAT FETSETU[UAT | 7o [aksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi
Substansi, Evaluasi,
03[12] 201 | 01 N " dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 999,355,100.00 Rp Rp Rp -
Konsultasi Evaluasi dan
S"Ct;afw‘._’:' T' STUUAT ™ TTerlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi
03[ 12| 201 [ o2 |DuPStansl Bvauash dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 1,017,149,920.00 Rp Rp Rp -
Konsultasi Evaluasi dan
REGTaTTaST oaT
03|12 202 Sinkronisasi Perencanaan Rp - Rp - Rp 566,167,330 Rp Rp Rp -
}{(;(;rdinééirdar; ,Si,n,kmnisaSi Terlaksananya Koordinasi dan ~ Sinkronisasi
03| 12| 202 01 |Penyusunan RTRW Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 366,188,000.00 Rp Rp Rp -
K; ota
Koordinasi dan Sinkronisasi | Terlaksananya Koordinasi dan  Sinkronisasi
03| 12| 202 02 |Penyusunan RRTR Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 199,979,330.00 Rp Rp Rp -
K; ota
NOUTGTITEST UarT
03]12| 2.03 Sinkronisasi Pemanfaatan Rp 429,655,300 Rp - Rp 99,049,900 Rp Rp Rp - -
;U‘:"“"f'é‘i' “"‘g STRTOT '; T:I Terlaksananya Koordinasi dan  Sinkronisasi
03|12 203 | 01 ! ema[m ga&an Puagg untu Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan 1 Dokumen | Rp 429,655,300 99,049,900.00 Rp Rp Rp - -
:ves ES' an Pembangunan Pembangunan Daerah
ROUTATTaST Uar
03|12 2.03 Sinkronisasi Pengendalian Rp 47,604,000 Rp - Rp - Rp Rp - -
Koordinas’i Pelvak.sa;aan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan
03|12 203 | 04 Penataan Ruang PenataannRuang 1 Dokumen | Rp 47,604,000 Rp Rp - -
Rp 45,051,480,723 Rp 18,687,926,867 Rp 48,985,262,807 Rp Rp Rp 18,687,926,867 87
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TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN YANG BERJALAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Kode

Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun 2026 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (n-2)

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (tahun n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang
dievaluasi (tahun n-1)

Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD (%)

Realisasi Kinerja dan
Anggaran RKPD s/d tahun
n-1

Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d tahun n-1 (%)

Perangkat
Daerah
Penanggu

Ket

3

4

5

6

7

8

9=8/7x100%

10=6+8

11=10/5x 100 %

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

K Rp.

K Rp.

12

13

02

01

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

226,132,904,000

12,298,823,884

18,438,037,942

4,497,573,693

24.39

16,791,591,577

7.43

Badan
Pendapat
an Daerah

02

01

2.01

Perencanaan,Penga
nggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

61,051,000

02

o1

2.01

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Terlaksananya
dokumen
pelaksanaan
Anggaran SKPD

Doku
men

61,051,000

dokum
en

4,806,000

9,370,000

1 4,806,000
dokum
en

7.87

02

o1

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

113,005,401,000

02

01

2.02

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Tersedianya gaji
dan Tunjangan
ASN

145
orang

112,944,350,000

145
orang

12,289,211,884

145
orang

18,428,667,942

145
orang

4,497,573,693

145
oran

2441

145
orang

16,786,785,577

145 orang 14.86

02

02

2.02

Koordinasi
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan APBD
Bulanan Triwulanan
dan Semesteran

Tersedianya
laporan
keuangan OPD

12
lapora

61,051,000

12
laporan

4,806,000

02

o1

Administrasi
Pendapatan Daerah
Kewenangan
Perangkat Daerah

793,663,000

02

01

2.04

Penyuluhan dan
Penyebarluasan
Kebijakan Retribusi
Daerah

Meningkatnya
kesadaran wajib
retribusi

12
bulan

793,663,000

02

o1

2.05

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

610,510,000

02

01

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas

Meningkatnya
kapasitas SDM
aparatur OPD

12
bulan

610,510,000

02

01

2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

18,571,714,200

505,950,800

3,011,223,250

183,345,310

6.09

689,296,110

3.71

Badan
Pendapat
an Daerah

02

o1

Penyediaan
Komponen Instansi
Listrik/Penerapan

Tersedianya
Instalasi listrik

12
Bulan

73,261,200

12
Bulan

11,891,000

0.00




02 |01 |2.06 |Penyediaan Tersedianya alat| 12 3,357,805,000| 12 329,489,100 | 12 561,696,850 | 4 93,841,810 | 4 16.71 | 4 423,330,910 [ 4 bulan 12.61
Peralatan dan tulis kantor Bulan Bulan Bulan bulan bula bulan
02 |01 |2.06 |Penyediaan Tersedianya 12 427,357,000 12 2,701,000 | 12 68,316,600 | 4 21,708,500 | 4 31.78 | 4 24,409,500 | 4 bulan 5.71
Peralatan Rumah peralatan Bulan Bulan Bulan bulan bula bulan
Tangga rumah tangga n
02 |01 |2.06 Penyediaan Bahan |Tersedianya 12 366,306,000 12 6,952,000 12 60,880,800 | 4 43,939,000 | 4 7217 | 4 50,891,000 [ 4 bulan 13.89
Logistik Kantor makan minum | Bulan Bulan Bulan bulan bula bulan
rapat n
02 |01 |2.06 Penyediaan Barang |Tersedianya 12 915,765,000 12 26,325,000 | 12 149,622,000 | 4 - - 4 26,325,000 [ 4 bulan 2.87
Cetakan dan barang cetakan | Bulan Bulan Bulan bulan bulan
Penggandaan dan
02 01 |2.06 Penyelenggaraan Terselenggaran 12 13,431,220,000 12 140,483,700 12 2,158,816,000 | 4 23,856,000 | 4 11114 164,339,700 | 4 bulan 1.22
Rapat Koordinasi ya rapat dan Bulan Bulan Bulan bulan bula bulan
dan Konsultasi SKPD |kordinasi n
dengan
stakeholder
02 |01 |2.08 |Penyediaan Jasa - 31,146,010,000 1,880,037,750 5,004,161,196 649,753,705 21.96 2,529,791,455 8.12|Badan
Penunjang Urusan Pendapat
Pemerintah Daerah an Daerah
02 |01 |2.08 Penyediaan Jasa Tersedianya 12 610,510,000 0.00
Surat Menyurat jasa surat- Bulan
menyurat
02 |01 |2.08 |Penyediaan Jasa Tersedianya 12 3,235,703,000] 12 139,037,750 | 12 530,396,472 | 4 44,753,705 | 4 844 |4 183,791,455 | 4 bulan 5.68
Komunikasi, Sumber |jaringan Bulan Bulan Bulan bulan bula bulan
Daya Air dan Listrik |internet, n
jaringan air, dan
02 |01 |2.08 |Penyediaan Jasa Tersedianya 12 27,299,797,000| 12 1,741,000,000 | 12 4,473,764,724 | 4 605,000,000 | 4 1352 |4 2,346,000,000 | 4 bulan 8.59
Pelayanan Umum jasa tenaga Bulan Bulan Bulan bulan bula bulan
Kantor pelayanan n
02 |01 |2.09 |Pemeliharaan - 3,113,601,000 269,274,957 520,787,000
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
02 |01 |2.09 |Penyediaan Jasa Tersedianya 12 2,747,295,000] 12 208,477,957 | 12 459,330,000 | 4 77,495,971 | 4 16.87 | 4 285,973,928 | 4 bulan 10.41
Pemeliharaan,Biaya |pemeliharan Bulan Bulan Bulan bulan bula bulan
Pemeliharaan dan aset dan n
Pajak Kendaraan pembayaran
Perorangan Dinas pajak
atau Kendaraan kendaraan
Dinas Jabatan dinas
02 |01 |2.09 Pemeliharaan Terlaksananya 12 366,306,000 12 60,797,000 12 - 4 60,797,000 | 4 bulan 16.60
/Rehabilitasi Sarana [perawatan Bulan Bulan Bulan bulan
dan Prasarana sarana dan
Gedung Kantor atau |prasarana
Bangunan Lainnya |gedung kantor
61,457,000 -
02 |02 PROGRAM - 610,510,000 - -
PENGELOLAAN
KEUANGAN

DAERAH




02 |02 |2.02 |Kegiatan - 610,510,000 - -
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah
02 |02 |2.02 Koordinasi, fasilitasi |Tercapainya 12 610,510,000 0 -
asistensi, pengelolaan Bulan
sinkronisasi, penerimaan
supervisi, monitoring|daerah secara
evaluasi Pengelolaan |baik
Dana Perimbangan
dan Dana Transfer
Lainnya
02 |04 PROGRAM - 24,968,977,000 3,103,570,500 4,027,932,440 326,644,300 8.11 3,430,214,800 13.74|Badan
PENGELOLAAN Pendapat
PENDAPATAN an
DAERAH Daerah
02 |04 |2.01 |[Kegiatan - 24,968,977,000 3,103,570,500 4,027,932,440 326,644,300 8.11 3,430,214,800 13.74
Pengelolaan Badan
Pendapatan Daerah Pendapat
an Daerah
02 |04 |2.01 Perencanaan Tercapainya 12 3,663,060,000 12 249,700,000 12 618,500,000 |4 bula 245,290,000 |4 bulg 39.66 {4 bulan 494,990,000 |4 bulan 13.51
Pengelolaan Pajak  |pengeloaan Bulan Bulan Bulan
Daerah pajak daerah
02 |04 |2.01 Analisa dan Tersedianya 12 732,612,000 12 441,420,000 12 120,000,000 - - 4 441,420,000 | 4 laporan 60.25
Pengembangan kebijakan pajak | doku dokum doku lapora
Pajak Daerah, serta |daerah men en men n
Penyusunan
Kebijakan Pajak
Daerah
02 |04 |2.01 Penyuluhan dan Tercapainya 12 1,221,020,000 12 199,744,000 | 4 2,750,000 | 4 138 |4 2,750,000 | 4 laporan 0.23
Penyebarluasan pengeloaan lapora lapora lapora lapor lapora
Kebijakan Pajak pajak daerah n n n an n
Daerah
02 |04 |2.01 Penyediaan Sarana |Terciptanya 12 3,663,060,000 12 1,017,321,000 12 610,005,500 - - 4 1,017,321,000 | 4 laporan 27.77
dan Prasarana Kebijakan lapora laporan lapora lapora
Pengelolaaan Pajak |tentang Pajak n n n
Daerah Daerah dan
Retribusi
Daerah
02 |04 |2.01 Pendataan dan Tersedianya 12 2,442,040,000 12 109,980,600 12 386,689,630 | 4 29,658,170 | 4 7.67 |4 139,638,770 | 4 laporan 5.72
Pendaftaran Objek |data wajib pajak|lapora laporan lapora lapora lapor lapora
Pajak Daerah n n n an n




02 |04 |2.01 Penilaian Pajak Bumi | Tersedianya 12 8,852,395,000 12 1,250,588,900 12 1,422,467,200 - 4 1,250,588,900 | 4 laporan 14.13
dan Bangunan Data PBB lapora laporan lapora lapora
Perdesaan dan n n n
Perkotaan ( PBBP2)
serta Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan
Bangunan ( BPHTB)
02 |04 |2.01 Penetapan Wajib Tersedianya 12 2,258,887,000 12 365,875,510 | 4 33,449,130 | 4 9.14 |1 4 33,449,130 | 4 laporan 1.48
Pajak Daerah data wajib pajak|lapora lapora lapora lapor lapora
n n n an n
02 |04 |2.01 Pelayanan dan Terlaksananya 12 121,220,000 12 - 0.00
Konsultasi Pajak pelayanan pajak | lapora lapora
Daerah daerah n o] n - -
02 |04 |2.01 Penagihan Pajak tercapainya 12 915,765,000 12 4 4 166 |4 2,100,000 | 4 laporan 0.23
Daerah piutang pajak |lapora lapora lapora lapor lapora
daerah n n 126,330,600 |n 2,100,000 |an n
02 |04 |2.01 Pengendalian, Tersedianya 12 610,510,000 12 34,560,000 12 4 4 13.53 | 4 47,957,000 | 4 laporan 7.86
Pemeriksaan dan data dan lapora laporan lapora lapora lapor lapora
Pengawasan Pajak |laporan pajak n n n an n
Daerah daerah 99,048,000 13,397,000
02 |04 |2.01 Pembinaan dan Tercapainya 12 488,408,000 12 - - 0.00
Pengawasan pengawasan lapora lapora
Pengelolaan dan n n
Retribusi Daerah pengelolaan
retribusi daerah
dengan baik

79,272,000




TC -19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun

Tingkat Capaian

- L . Tingkat L
: . . L Capaian Kinerja RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan _Rea_llsa5| Capaian Capaian Kinerja| Realisasi Kinerja dan Kmefja & Perangkat
No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemfermtah Daerah dan Program/ |Indikator Klne.rja Program (outcome)/ Pada Tahun 2021 (Akhir | RKPD s/d Tahun Lalu (n- An_ggaran RKPI? Tahun' Kinerja dan A.nggaran. dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Realisasi Daerah Ket.
Kegiatan Kegiatan (output) Priode RPJMD) 2021 2)2016 - 2020 berjalan yang dievaluasi| RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD Tahun n-1 Anggaran Penanggun
(tahun n-1) 2021 (tahun n-1) 2021 %) RPJMD s/d gJawab
Tahun n-1 (%)
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 11=10/5 x100%
1 2 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4 01 Urusan Pemerintahan fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
4 01 04 Sekrtariat DPRD Kabupaten Simalungun
4 01 04 01 Sekretariat DPRD Kab. Simalungun
1 |4 01 4 01 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 01 01 2 08 02 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, 72 431,649,803 60 367,866,129 12 114,000,000 12 76,656,977 12 67 72 444,523,106 1.00 | 102.98 Sekwan
air dan listrik yang terbayar
4 01 4 01 04 01 06 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah alat angkutan 390 1,952,049,330 60 152,648,523 12 44,000,000 - Sekwan
dinas/oprasional yang tersedia
4 01 01 2 09 01 (Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan palJumlah alat angkutan 12 402,865,519 12 402,865,519 - 20.64
perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan) yang tersedia
4 01 4 01 04 01 10 3. Penyeediaan Alat tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia 72 674,143,710 60 359,980,000 12 142,545,000 60 359,980,000 | 0.83 22.48 Sekwan
4 01 01 2 06 05 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan 72 1,601,374,856 60 1,056,637,250 12 288,625,000 12 236,446,000 12 82 72 1,293,083,250 1.00 80.75 Sekwan
dan penggandaan
4 01 01 2 06 01 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianyan Komponen 72 126,960,364 60 85,234,500 12 27,475,000 12 15,257,000 12 56 72 100,491,500 1.00 79.15 Sekwan
bangunan kantor Instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
4 01 01 2 06 02 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan 72 2,881,780,335 60 1,246,275,360 12 481,500,000 12 451,467,500 12 94 72| 1,697,742,860 1.00 8.00 Sekwan
perlengkapan kantor
4 01 01 2 06 03 7. Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan kebersihan 72 354,269,950 60 214,620,800 12 141,360,000 12 35,848,000 12 25 72 250,468,800 1.00 70.70 Sekwan
4 01 01 2 06 06 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undalJumlah bahan bacaan dan 180 195,204,933 12 25,000,000 Sekwan
Peraturan Perundang-undangan
4 01 4 01 04 01 17 9. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah mami snack rapat 72 4,137,110,082 60 2,938,283,000 12 626,500,000 60| 2,938,283,000 [ 0.83 71.02 Sekwan
4 01 01 2 06 04 penyediaan bahan logistik kantor rapat 12 708,472,000 12 708,472,000
4 01 4 01 04 01 18 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat/perjalanan 72 32,932,545,881 60| 23,878,558,153 12 6,940,000,000 12| 4,731,270,346 12 68 72| 28,609,828,499 1.00 86.87 Sekwan
dinas luar daerah
4 01 01 2 07 10 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bai| Tersedianya Sarana dan Prasarana 1 919,669,700 1 919,669,700
Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan
lainnya
4 01 4 01 04 01 19 12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran |Jumlah tenaga administrasi/ 168 3,934,961,100 60 4,752,000,000 12 420,000,000 12 431,000,000 12 102 72| 5,183,000,000 | 0.43 | 131.72 Sekwan
Teknis perkantoran
4 01 01 2 08 03 13. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan 1 116,806,000 1 116,806,000
perlengkapan kantor
4 01 4 01 04 01 20 14. Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah Jumlah pelaksanaan tugas 72 10,450,642,280 60 3,694,159,000 60| 3,694,159,000 0.83 35.35 Sekwan
dalam daerah
2 (4 o1 4 o01 04 02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1 20 04 01 02 05[1.Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Adanya Pengadaan Kendaraan 156 9,750,216,357 1 636,760,000 1 636,760,000 [ 0.01 6.53 Sekwan
Dinas/Operasional
1 20 1 20 04 01 02 07 (2. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan gedung - 1 492,763,700 1 600,000,000 1 492,763,700 Sekwan
kantor
4 01 4 01 04 02 10 3. Pengadaan Mebeleur Adanya Pengadaan Mebeleur 72 587,929,482 1 274,560,000 1 274,560,000 | 0.01 46.70 Sekwan




2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

01 4 01 04 02 22 4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor Tersedianya pemeliharaan 72 833,285,880 60 3,017,273,647 12 2,565,000,000 60 3,017,273,647 | 0.83 | 362.09 Sekwan
rutin/berkala gedung kantor

01 4 01 04 02 24 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |Tersedianya pemeliharaan 156 9,750,216,357 60 2,920,446,186 12 837,000,000 60 2,920,446,186 | 0.38 29.95 Sekwan
rutin/berkala kendaraan dinas

01 4 01 04 02 26 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan 72 587,929,482 60 224,821,200 12 150,000,000 60 224,821,200 | 0.83 38.24 Sekwan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor

01 4 01 04 02 48 7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Adanya pemeliharaan rutin/brerkala 3 1,251,669,298 3 1,251,669,298 Sekwan

( hutang 2015, hutang 2017, hutang 2018) perlengkapan gedung kantor

(hutang 2015, 2017, 2018)

01 04 .01 04 02 51 8. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (hutang TA.2018) |Terbayarnya perlengkapan gedung kantor 1 78,882,628 1 78,882,628
hutang TA. 2018

01 4 01 04 03 Program Peningkatan disiplin aparatur

01 4 01 04 03 02 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas 300 2,111,148,238 60 1,080,175,000 125 465,000,000 88 432,700,000 12 93 148| 1,512,875,000 0.49 71.66 Sekwan
beserta perlengkapannya

01 4 01 04 03 11 2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta 2 499,400,000 2 499,400,000 Sekwan

(Hutang 2017 dan hutang 2018) perlengkapannya (hutang 2017)

02 01 2 05 10 3. Sosialisasi peraturan perundang undangan Terlaksanya Sosialisasi peraturan 1 72,450,000
perundang undangan

02 01 2 16 03 4. Fasilitasi Rapat DPRD Tersedianya Risalah Rapat Paripurna 200 46,000,000
1 Tahun Anggaran

01 4 01 04 05 Program Pe kapasi ber Daya Aparatur

01 4 01 04 0501 1. Pendidikan dan pelatihan formal Adanya Pendidikan dan 90 1,543,122,000 60 651,520,000 12 550,000,000 12 450,000,000 12 82 72( 1,101,520,000 [ 0.80 71.38 Sekwan
pelatihan formal

01 4 01 04 01 06 Program p k p b sistem

Pelaporan capaian kinerja dan kuangan

01 4 01 04 06 02 1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Adanya penyusunan pelaporan 36 54,009,270 6 20,064,000 2 9,143,000 6 20,064,000 | 0.17 37.15 Sekwan
keuangan semesteran

01 4 01 04 06 04 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Adanya penyusunan Pelaporan 72 54,009,270 3 19,943,000 1 9,143,000 4 19,943,000 | 0.06 36.93 Sekwan
keuangan akhir tahun

01 4 01 04 06 05 3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Adanya Penyusunan RKA SKPD 12 77,156,100 6 29,370,000 2 10,643,000 6 29,370,000 0.50 38.07 Sekwan

01 4 01 04 06 06 4. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Adanya Penyusunan DPA SKPD 12 77,156,100 6 26,739,000 2 10,643,000 6 26,739,000 | 0.50 34.66 Sekwan

01 4 01 04 01 07 Program Fasilitas Hari-hari Besar Nasional

01 4 01 04 01 07 03(1. Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Terlaksananya peringatan HUT 1 41,250,000 1 41,250,000 Sekwan
Kemerdekaan Republik Indonesia

01 4 01 04 15 Program p k kapasitas lemb perwakil

rakyat daerah

01 4 01 04 15 04 1. Rapat rapat paripurna Jumlah Rapat-rapat paripurna 120 189,364,218 1 78,268,100 1 78,268,100 | 0.01 41.33 Sekwan

01 4 01 04 1505 2. Kegiatan Reses Tersedianya Kegiatan Reses 18 | 25,004,363,108 15 9,449,895,000 3| 2,344,770,000 3 884,253,000 3 38 18| 10,334,148,000 | 1.00 | 41.33 Sekwan

01 4 01 04 15 07 3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Tersedianya peningkatan 18 8,487,171,000 15 2,278,524,000 3 600,000,000 5 914,500,000 5 152 20| 3,193,024,000 1.11 37.62 Sekwan
Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD

02 02 2 04 04 4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Terpenuhinya biaya jasa tenaga Tim 3 180,000,000 3 180,000,000 3 100 3 180,000,000
Ahli Kelembagaan DPRD

02 02 2 04 05 5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Terpenuhinya biaya jasa Staf Ahli 8 336,000,000 8 336,000,000 8 100 8 336,000,000
Fraksi DPRD

01 4 01 04 15 09 6. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Tersedianya jasa jaminan 300 694,404,000 60 645,928,471 50 260,000,000 60 645,928,471 0.20 93.02 Sekwan

(Pelaksanaan Medical Check -Up DPRD kesehatan 12 225,613,540 12 225,613,540

01 4 01 04 15 10 7. Penyusunan risalah rapat rapat paripurna Adanya penyusunan risalah 120 321,937,689 5 180,196,300 Sekwan
Rapat rapat paripurna

02 02'2 02 01 8. Pembahasan KUA dan PPAS Terlaksananya KUA dan PPAS 1 9,000,000

02 02'2 02 02 9. Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan Terlaksanya Pembahasan KUA dan 1 9,000,000
PPAS Perubahan APBD




3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
02 02'2 02 03 10. Pembahasan APBD Terlaksanya Pembahasan Rancangan 1 9,000,000
APBD
02 02'2 02 04 11. Pembahasan APBD Perubahan Terlaksananya Pembahasan APBD 1 9,000,000
Perubahan
02 02'2 02 06 12. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Terlaksanya Pembahasan 1 9,000,000
Pertanggungjawaban APBD
01 4 01 04 1511 13. Penyusunan akuntabilitasi kinerja pemerintah Adanya penyusunan Akuntabilitas 6 38,578,050 14,619,500 1 3,000,000 14,619,500 0.83 37.90 Sekwan
kinerja pemerintah
20 04 01 15 19 14. Kajian dan fasilitas penyusunan rencana kerja Adanya kajian fasilitas penyusunan 6 107,098,200 Sekwan
rencana kerja
01 4 01 04 15 14 15. Penyusunan rencana kerja tahunan anggota DPRD Kab.Sir|Adanya penyusunan renja tahunan 6 1,386,371,669 73,897,000 1 140,000,000 1 112,050,000 1 80 185,947,000 0.67 13.41 Sekwan
anggota DPRD Kab.simalungun
01 4 01 04 15 15 16. Penyusunan Profile DPRD Kab.Simalunun Tersedianya Profile DPRD 360 220,242,089 66,203,500 66,203,500 0.01 30.06 Sekwan
simalungun Kabupaten Simalungun
2 3 2 07 2 17. Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi Tersedianya laporan Profil 55 45,000,000
Anggota DPRD
01 4 01 04 15 16 18. Penyusunan laporan kinerja DPRD Kab.Simalungun Adanya Penyusunan Laporan 6 120,066,467 58,628,500 55 40,000,000 58,628,500 [ 0.83 48.83 Sekwan
Kinerja DPRD Simalungun
21 04 01 15 13 19. Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRI|Terlaksanya Kajian Tunjangan Peruma 92,950,000 92,950,000
han Pimpinan & Anggota DPRD
20 04 01 21 21 20. Penyusunan rencana Strategis 2016 - 2020 Terlaksananya Rencana Strategis 2 25,000,000 9,991,500 9,991,500 0.50 39.97
2016 - 2021
02 02 2 04 07 21. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Kerja 1 20,000,000
setiap tahun
01 4 01 04 15 17 22. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Adanya Pembahasan Rancangan 5 250,000,000
Peraturan Daerah
01 4 01 04 15 19 23. Pengucapan Sumpah janji Anggota DPRD Pengganti Antar |Terlaksananya Pengucapan Sumpah 18,370,000 18,370,000 Sekwan
Janji Anggota DPRD PAW

Pamatang Raya,
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Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN




TC19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

. Indikator L . ., Tingkat Capaian
Urusan/Bidang L. . L L . L Target Kinerja dan L ., L Tingkat Capaian R S, Perangkat
N Kinerja Capaian Kinerja RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja . Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Urusan Pemerintah ] Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan L. Daerah
Kode Program pada tahun 2021 (Akhir | RPJMD s/d Tahun Lalu (n- . . . | dan Anggaran RKPD yang L. Anggaran RKPD s/d | Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan . berjalan yang dievaluasi ) . Realisasi Anggaran Penanggung
X (outcome)/Ke Periode RPJMD)) 2) dievaluasi (tahun n-1) Tahun n-1 RPJMD s/d Tahun n
Program/Kegiatan ) (tahun n-1) RKPD (%) Jawab
giatan 1 (%)
3 4 5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 11=10/5x 100 % 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
07 PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA
KERJA
PROGRAM
PENUNJANG
07|01 URUSAN 3684170969 7191914389 2634871743 2300855684 9492770073
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran dan
07]01|2.01 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan .
07]01]2.01|01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disnaker
Perencanaan Perangkat
Perangkat Daerah
Koordinasi dan
Dokumen RKA-
07]01]2.01|02 Penyusunan SKPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disnaker
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
07]01]2.01|03 Dokumen Perubahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disnaker
Perubahan RKA- RKA
SKPD




Koordinasi dan

07]01]2.01|04 Penyusunan Dokumen DPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disnak
‘ Dokumen DPA- SKPD snaker
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
07]01|2.01/05 Dokumen Perubahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disnaker
Perubahan DPA- DPA-SKPD
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Laporan Capaian Laporan .
07|012.01f06} . . ) ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disnaker
Kinerja dan Ikhtisar Capaian
Realisasi Kinerja Kinerja
SKPD
Administrasi
07]01|2.02 Keuangan 1998171589 5808599104 2126728083 1998171589 93.4 7806770693 39.1
Perangkat Daerah
JUTTITdT Uld[rg
Penyediaan gaji dan yang 29 29 29 29 )
07]01]2.02|01 . . . 1998171589 5808599104 2126728083 29 Orang| 1998171589 |29 O0rang| 93.4 7806770693 |29 Orang| 39.1 Disnaker
tunjangan ASN menerima gaji| Orang Orang Orang Orang
dan tuniangan
Administrasi Umum
07]01|2.06 662559001 489025734 348478300 173533267 191.69 662559001 100
Perangkat Daerah
. Jumlah paket
Penyediaan
. .| komponen
komponen instalasi . X .
07]01]2.06|01 listrik/penerangan istalasi 2 Paket 8250000 2 Paket 6300000 2 Paket 14850000 2 Paket 1950000 2 Paket 13.13 |2 Paket 8250000 2 Paket 100 Disnaker
P g listrik/peneran
bangunan kantor
gan bangunan
- TUMTan paket
Penyediaan
latan d peralatan dan
eralatan dan
07]01|2.06/02 perlen Kapan perlengkapan | 2 Paket | 259017000 | 2 Paket| 204900000 2 Paket 86401700 2 Paket 54117000 2 Paket | 62.63 |2 Paket] 259017000 2 Paket 100 Disnaker
P K gt P kantor yang
antor disediakan
R Jumlah paket
Penyediaan eralatan
07]01|2.06|03| peralatan rumah rurF‘)nah tangga 2 Paket 14650000 2 Paket 12650000 2 Paket 14147100 2 Paket 2000000 2 Paket | 14.14 |2 Paket| 14650000 2 Paket 100 Disnaker
t
angga vang
Jumlah paket
Penyediaan bahan | bahan logistik .
07]01]2.06|04 . 2 Paket 4995600 2 Paket 4995600 2 Paket 21714000 2 Paket 0 2 Paket 0 2 Paket 4995600 2 Paket 100 Disnaker
logistik kantor kantor yang
disediakan
Jumlah paket
Penyediaan barang barang
07]01]2.06]05 cetakan dan cetakan dan | 1 paket 41440000 1 paket 24550000 1 paket 37438500 1 paket 16890000 1 paket 45.11 |1 paket 41440000 1 paket 100 Disnaker
penggandaan penggandaan

yang




Penyediaan Bahan

Jumlah

Bacaan dan Dokuimen 100 100 100 100 100 100 100
07]01|2.06/06 Peraturan Bahan Bacaan | Dokume 2750000 Dokume 2750000 Dokume 0 Dokume 0 Dokume 0 Dokum 2750000 Dokume 100 Disnaker
Perundang- dan Peraturan n n n n n en n
Undangan Perundang-
Jumlah
Penyelenggaraan laporan
L 500 500 500 500 500 500 500 .
07]01]2.06/09| rapatkoordinasi |penyelenggara 331456401 232880134 173927000 98576267 56.68 331456401 100 Disnaker
. laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan
dan konsultasi SKPD an apat
koordinasi dan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
07|01|2.07 ) 315755000 315755000 0 0 0 315755000 200
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Jumlah Unit
Kendaraan
Kendaraan
07]0112.07|02 . Dinas 1 Unit 21200000 1 Unit 21200000 0 0 0 0 0 0 1 Unit 21200000 1 Unit 100 Disnaker
Operasional atau .
Operasional
Lapangan
atau Lapangan
Jumlah Paket
07]01]2.07|05| Pengadaan Mebel | Mebelyang | 10 Unit | 294555000 | 10Unit| 294555000 0 0 0 0 0 0 10 Unit| 294555000 10 Unit 100 Disnaker
Disediakan
Penyediaan Jasa
07]01]2.08 Penunjang Urusan 263539516 212158114 71985360 51381402 200 263539516 200
Pemerintahan
. . Jumlah
Penyediaan jasa 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 .
07]01]2.08|01 laporan 0 0 0 0 0 0 0 Disnaker
surat menyurat . laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan
penyediaan
Jumlah
Penyediaan jasa laporan
- ) 36 36 36 36 36 36 36 .
07]012.08]02|komunikasi, sumber| penyediaan 65489516 50108114 35985360 15381402 100 65489516 100 Disnaker
. o . laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan
daya air dan listrik jasa
komunikasi,
. . Jumlah
Penyediaan jasa
laporan 12 12 12 12 12 12 12 .
07|01(2.0803| pelayanan umum . 198050000 162050000 36000000 36000000 100 198050000 100 Disnaker
Kantor penyediaan | laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan
jasa pelayanan
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
07]012.09 444145863 366376437 87680000 77769426 88.7 444145863 200

Penunjang Urusan
Pemerintahan




. X Penyediaan
Penyediaan jasa .
. ) jasa
pemeliharaan, biaya ]
. pemeliharaan,
pemeliharaan dan biava
07]01|2.09/01| pajak kendaraan emeIiP:laraan 3 unit 144252863 3 unit 66483437 3 unit 87680000 3 unit 77769426 3 unit 88.7 3 unit 144252863 3 unit 100 Disnaker
perorangan dinas P )
dan pajak
atau kendaraan
. . kendaraan
dinas jabatan
perorangan
Jumlah
Pemeliharaan/Reha Gedung
bilitasi Gedung Kantor dan . . ) . . . . .
07]01]2.09109 1 Unit 299893000 1 Unit 299893000 1 Unit 0 1 Unit 0 1 Unit 0 1 Unit 299893000 1 Unit 100 Disnaker
Kantor dan Bangunan
Bangunan Lainnya | Lainnya yang
Dipelihara/Dir
PROGRAM
07]02 PERENCANAAN 0 0 0 0 0 0 0
TENAGA KERJA
Penyusunan
07]02]2.01 Rencana Tenaga 0 0 0 0 0 0 0
Kerja (RTK)
JUTTITATT
Penyusunan Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
07]02]2.01]01] Rencana Tenaga Rencana Dokume 0 Dokume 0 Dokume 0 Dokume 0 Dokume 0 Dokum 0 Dokume 0 Disnaker
Kerja (RTK) Makro e Karia n n n n n en n
Jumlah
Penyusunan Perusahaan 1 1 1 1 1 1 1
07]02]2.01]02| Rencana Tenaga yang Perusah 0 Perusah 0 Perusah 0 Perusaha 0 Perusaha 0 Perusa 0 Perusah 0 Disnaker
Kerja (RTK) Mikro Menyusun aan aan aan an an haan aan
Rencana
PROGRAM
PELATIHAN KERJA
07|03 DAN 138440000 138440000 52540000
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
Pelaksanaan
Pelatihan
07]03|2.01 . 52540000 52540000 0 0 0 52540000 100
berdasarkan Unit
Kompetensi
Proses Pelaksanaan [Jumlah Tenaga
Pendidikan dan Kerja yang
Pelatihan Mendapat
. . X 220 220 220 220 220 220 220 .
07]03|2.01|01| Keterampilan bagi Pelatihan 52540000 52540000 0 0 0 52540000 100 Disnaker
R . . Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Pencari Kerja Berbasis
Berdasarkan Klaster| Kompetensi
Kompetensi pada tahunn




Jumlah

Kesepakatan/K
Koordinasi Lintas oordinasi
Lembaga dan Kerja | dalam Rangka
Sama dengan optimalisasi 4
Sektor Swasta untuk| Kapasitas 4 4 4 4 4 4 .
07]03|2.01{02 . 0 0 lembag 0 0 Disnaker
Penyediaan Instruktur dan |lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga
Instruktur serta Peningkatan @
Sarana dan Sarana
Prasarana Lembaga Prasarana
Pelatihan
Vokasi dan
|
Pengadaan Sarana Jumlah
. . Pengadaan . . . . . . . .
07]03]2.01|03| Pelatihan Kerja dan 12 unit 0 12 unit 0 12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 0 12 unit 0 Disnaker
Kabupaten/Kota .
Pemeliharaan
Pembinaan
07]03|2.02 Lembaga Pelatihan 85900000 85900000 85900000 100
Kerja Swasta
Pembinaan Jumlah LPK
07]03|2.02|01| Lembaga Pelatihan | Swastayang | 10 LPK 85900000 10 LPK 85900000 10 LPK 10 LPK 10 LPK 10 LPK 85900000 10 LPK 100 Disnaker
Kerja Swasta Dibina
Perizinan dan
07103203 Pendaftaran
' Lembaga Pelatihan
Kerja
Penyediaan sumber Jumiah
Daya Perizinan Sumber Daya 5 5 5 5 5 5 5
07]03|2.03|01| Lembaga Pelatihan | Perizinan LPK | Perizina 0 Perizina 0 Perizina e . Perizina 0 . 0 Disnaker
. Perizinan Perizinan Perizinan
Kerja secara Secara n n n n
Terintegrasi Terintegrasi
Konsultansi
07]03|2.04 Produktivitas pada
Perusahaan Kecil
Jumlah
Pelaksanaan
) Perusahaan
Konsultasi Kecil van 24 24 24 24 24 24 24
07]03|2.04|01 Produktivitas mend\; agt Perusah 0 Perusah 0 Perusah Perusaha Perusaha Perusa 0 Perusah 0 Disnaker
kepada Perusahaan P . aan aan aan an an haan aan
. Konsultasi
Kecil i
Peningkatan
Pengukuran
Produktivitas
07]03]2.05

Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota




Jumlah

Pengukuran Dokumen Hasil
. 1 1 1 1 1 1 1
Kompetensi dan Pengukuran .
07]03|2.05/01 . . Dokume 0 Dokume 0 Dokume Dokume 0 Dokume 0 Dokum 0 Dokume 0 Disnaker
Produktivitas Produktivitas
Tenaga Kerja dan Daya Saing n n n n n en n
Tenaga Kerja
PROGRAM
07|04 PENEMPATAN 1782264600 1782264600 0 0 891132300
TENAGA KERJA
Pelayanan Antar
07|04 ]2.01 Kerja di Daerah 1782264600 1782264600 0 0 891132300 100
Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga
Kerja Yang
Perluasan Diberdayakan 500 500
07]04]2.01]02 . . y 891132300 891132300 Orang Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Disnaker
Kesempatan Kerja | Melalui Program| orang orang
Perluasan
Kesempatan
JUTdart pcllbal
Penyuluhan dan kerja dyangtj
0704 ]2.01|03] Bimbingan Jabatan mendapa Orang 0 Orang 0 Orang Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Disnaker
. .. | penyuluhan dan
bagi Pencari Kerja T
bimbingan
Junrran'renaga"“““
Kerja Yang
Di ki
Perluasan ber.daya an 500 500 500 500 .
07|04 (2.01|{02 . Melalui Program 891132300 891132300 0 0 0 0 0 891132300 100 Disnaker
Kesempatan Kerja orang orang orang orang
Perluasan
Kesempatan
Koria
PROGRAM
07|05 HUBUNGAN 690668000 605908000 84760000 690668000
INDUSTRIAL
Peraturan
Perusahaan dan
Pendaftaran
Perjanjian Kerja
07]05(2.01 Bersama untuk 546660000 461900000 84760000 80.77 546660000 300
Perusahaan yang
Hanya Beroperasi
dalam 1 (satu)
Kab/Kota
Pengesahan Perusahaan 6 6 6 6 6 6 6
07| 05(2.01{01 Peraturan yang Perusah 84760000| Perusah 0 Perusah Perusaha 84760000|Perusaha 80.77| Perusa 84760000| Perusah 100 Disnaker
Perusahaan bagi Menyusun aan aan aan an an haan aan
Perusahaan Perjanjian




dan Informasi
Sarana HI
Penyelenggaraan (PP/PKB,
Pendataan dan Struktur Skala 3 3 apora
Informasi Sarana | Upah, dan LKS 317892000 317892000 317892000|Laporan | 100 | Disnaker
. . Laporan Laporan n
Hubungan Industrial| Bipartit) dan
dan Jaminan Sosial | pekerja yang
Tenaga Kerja serta Terdaftar
Pengupahan sebagai
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial, Mogok
Kerja, dan 144008000 144008000 144008000
penutupan
Perusahaamn di
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaa
Operasional 6 6 6 . |
4| Lembaga Kerjasama| Jumlah LKS lembaga 144008000 lembaga 144008000 0] lembag 144008000 lembaga 100| Disnaker
Tripartit Daerah | Tripartit yang a
Kabupaten/Kota Dibina

Pamatang Raya, Mei 2022
KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN SIMALUNGUN,

RIANDO PARLINDUNGAN PURBA, S.Sos., M.AP
PEMBINA TK. |
NIP. 19770318 199703 1 001




TC19

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

OPD : DINAS PERTANIAN

Urusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun 2021 (Akhir | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | T Takt VaPatan Rnera 0an e icaci Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n-1 | 1Mokt CAPatan inerja qan ~["FerangRar
No. P N . N . " " . Anggaran RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran RPJMD s/d |  Daerah
rogram/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Periode RPJMD) (n-2) (2020) yang dievaluasi (tahun n-1) yang dievaluasi (tahun n-1) ftabun 01} (2020) Tahin 01 (%)
" 3 4 5 6 7 8 9 10=6+8 11=10/5 x 100% 1
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pilihan
Pertanian
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,air 72|bin 440,000,000 60 | bin 245,542,198 12| bin 124,016,784 12( bin 32,095,108 100% 25.88% 72| bin 277,637,306 100% 63% | Pertanian
Listrik dan listrik setiap tahun
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan kerja kantor dapat diperbaiki dan 72|bin 25,000,000 24 | bln 19,630,000 - 24| bin 19,630,000 33% 79% | Pertanian
dipergunakan setiap tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) setiap 72(bin 100,000,000 60 | bin 160,099,000 12| bin 13,743,840 12| bin 12,075,360 100% 87.86% 72| bin 172,174,360 100% 172% |Pertanian
tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 72(bin 50,000,000 60 | bin 114,795,540 12| bin 5,808,840 12| bin 5,204,400 100% 89.59% 72| bin 119,999,940 100% 240% | Pertanian
penggandaaan setiap tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Seluruh alat penerangan di kantor dapat 72|bin 25,000,000 60 | bin 61,260,000 12| bin 3,036,000 12( bin 3,009,600 100% 99.13% 72| bin 64,269,600 100% 257% | Pertanian
Bangunan Kantor dipergunakan setiap tahun
yediaan Peralatan dan Kantor I kebutuhan peralatan dan 72|bin 310,000,000 48 | bin 229,901,440 48| bin 229,901,440 67% 74% | Pertanian
perlengkapan kantor setiap tahun
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga setiap 72|bin 25,000,000 60 | bin 34,975,000 12| bin 12,580,500 12( bin 6,594,400 100% 72| bin 41,569,400 100% 166% | Pertanian
tahun
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka 72|bin 296,375,000 60 | bin 856,078,911 12| bin 170,387,000 12( bin 83,440,101 100% 48.97% 72| bin 939,519,012 100% 317% | Pertanian
koordinasi luar daerah setiap tahun
yediaan Jasa Tenaga inis Teknis tenaga inis 72|bin 540,000,000 60 | bin 828,000,000 12| bin 240,000,000 12( bin 240,000,000 100% 100.00% 72| bin 1,068,000,000 100% 198% | Pertanian
Perkantoran perkantoran, THL TB Penyuluh untuk
honorarium honorer setiap tahun
Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka 72|bin 595,125,000 60 | bin 909,850,000 12| bin 18,000,000 12( bin 17,100,000 100% 95.00% 72| bln 926,950,000 100% 156% | Pertanian
koordinasi dalam daerah setiap tahun
2| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana -
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya sarana transportasi untuk 33 unit 480,000,000 - - E 0% 0% |Pertanian
kelancaran tugas
Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana pendukung kelancaran 12 | bin 297,544,500 - 12| bin 297,544,500
kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Adanya pemeliharaan gedung kantor 72 bin 401,250,000 48 | bin 571,220,000 48| bin 571,220,000 67% 142% | Pertanian
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tersedianya BBM dan Peralatan suku cadang |72 bin 769,000,000 48 | bin 348,009,380 12| bin 110,650,000 12| bin 68,536,710 100% 61.94% 60| bin 416,546,090, 83% 54% | Pertanian
Dinas/Operasional untuk kendaraan dinas
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan SDM Petugas 155 UPTD/org 150,000,000 1| org 8,000,000(- org - 1] org 8,000,000 1% 5% | Pertanian
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem -]
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Terlaksananya monitoring capaian kinerja 72 bin 244,709,700 48 | bin 115,299,200 12| bin 3,170,400 12(bln 2,894,000 100% 91.28% 60 bin 118,193,200 83% 48% | Pertanian
realisasi kinerja SKPD
5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani -]
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Tanaman Terlaksananya studi banding ke lokasi packing |- 48 | bin 401,001,400] - 48| bin 401,001,400 Pertanian
Hortikultura dan grading
Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Terlaksananya musyawarah P2T3 di 155 kec 1,045,960,000 115 | kec 787,004,000 20| kec - 15[ kec 787,004,000 74% 75% | Pertanian
nagori/kelurahan di 31 kecamatan
Pendukung Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Terlaksananya PENAS, Mimbar Sarasehan, - - 1| thn 178,007,500 - 1] thn 178,007,500 Pertanian
Temu Karya Petani/KTNA
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Tanaman Terlaksananya studi banding ke lokasi packing |- - 2 [thn 73,704,000 - 2| thn 73,704,000 Pertanian
Perkebunan dan grading
Pendukung Integrated Participatory Dt and Te proyek dan - - 2 | keg 123,444,634 - 2| keg 123,444,634 Pertanian
Management Of Irrigation Project (IPDMIP) manajemen irigasi partisipatif terintegrasi
(IPDMIP)
Integrated Participatory D and Te i petani |- - 2 | keg 955,566,400 1 keg 2,060,585,900 |1 keg 1,152,420,072, 100% 55.93% 3| keg 2,107,986,472, Pertanian
Of Irrigation Project (IPDMIP) dari hasil pertanian irigasi dan dalam
pengelolaan sistem irigasi partisipatif
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Tanaman Terlaksananya studi banding ke lokasi packing |- - 12 | bin 115,000,000} 12( bln 115,000,000 Pertanian
Pangan dan grading
6| Program Peningkatan Ketahanan Pangan -]
(Pertanian/Perkebunan)
Penyusunan data base potensi produksi pangan Terlaksananya penyusunan data statistik 30 dokumen 708,560,000 25 | dokumen 671,104,600 5| dokumen 317,747,700 160,278,550 0% 50.44% 25 dokumen 831,383,150, 83% 117% |Pertanian
pertanian
Monitoring,evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi Melaksanakan pengawasan dan peredaran 155 kecamata 692,815,000 93 | kec 301,696,500 - 93| kec 301,696,500, 60% 44% |Pertanian
pertanian pupuk bersubsidi n
Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija Penyediaan benih untuk pengembangan padi |- - 1,600 | ha 1,910,069,500 |- - 1,600( ha 1,910,069,500 Pertanian
ladang dan palawija di dataran tinggi
Pengembangan Diversifikasi Tanaman Terlaksananya bantuan bibit tanaman ke 105 kec 851,365,000 51 | kec 310,659,000 L 51 kec 310,659,000 49% 36% | Pertanian
kelompok tani
Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Memanfaatkan pekarangan dan lahan kritis 52 komoditi 2,860,625,000 24 | komoditi 1,307,242,235 2| komoditi 1,739,860,000 1,227,825,000 0% 70.57% 24| komoditi 2,535,067,235 46% 89% | Pertanian




Pengembangan ekstensifikasi tanaman padi, palawija  |Memanfaatkan pekarangan dan lahan kritis - 3 | tahun 2,818,731,000 - 3| tahun 2,818,731,000 Pertanian
Pengadaan Obat obatan untuk komoditi tanaman Memanfaatkan pekarangan dan lahan kritis - 3 | tahun 1,342,906,000 - 3| tahun 1,342,906,000 Pertanian
pangan
Intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik Memanfaatkan pekarangan dan lahan kritis - 50 | Ha 164,541,500 - 50( Ha 164,541,500 Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Promosi atas hasil produksi unggulan daerah Terlaksananya kegiatan promosi hasil produksi bin 1,152,263,000 12 |bin 185,537,140 12[bln 185,537,140 17% 16% | Pertanian
dan potensi perkebunan
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil Informasi pasar untuk komditi pertanian bin 256,105,000 12 |bin 150,850,000 - 12]bin 150,850,000 17% 59% | Pertanian
produksi pertanian/perkebunan masyarakat
Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan Terlaksananya kegiatan promosi hasil produksi 3 | tahun 138,188,400 3| tahun 138,188,400 Pertanian
daerah dan potensi perkebunan
Promosi atas hasil produksi hortikultura unggulan Terlaksananya kegiatan promosi hasil pertanian|- 3 | tahun 155,889,000 3| tahun 155,889,000 Pertanian
daerah dan tukar informasi teknologi
Promosi atas hasil produksi tanaman pangan unggulan | Terlaksananya kegiatan promosi hasil pertanian |- 2 | tahun 125,788,000 2| tahun 125,788,000 Pertanian
daerah dan tukar informasi teknologi
Program Peningkatan Penerapan Teknologi -]
Pertanian/Perkebunan
Peneliian dan pengembangan dan teknologi Terlaksana penelitian dan pengemabngan keg 395,100,000.00 |1 keg 645,619,000 - 1|keg 645,619,000, 17% 163%
tepat guna teknologi
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tersusunnya Programa penyuluhan 2 | tahun 482,000,000 1[tahun 328,000,000 292,000,000 89.02% 3| tahun 774,000,000 Pertanian
Pertanian,Perikanan Kehutanan dan
Ketahanan Pangan Tingkat desa, Kecamatan|
dan kabupaten
Pendukung WISMP Il Pembinaan P3A/GP3A pd 26 DI DI 900,000,000 52 |DI 201,759,784 - 52|DI 201,759,784 32% 22%
WISMP I (LOAN) Tersusunnya Programa penyuluhan DI 2,942,500,000 52 |DI 559,244,182 - 52|DI 569,244,182 32% 19% | Pertanian
Pertanian,Perikanan Kehutanan dan
Ketahanan Pangan Tingkat desa, Kecamatan
dan kabupaten
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan Balai Benih 3 | tahun 1,193,503,580 1|tahun 22,892,700 3| tahun 1,193,503,580 Pertanian
teknologi pada Balai Benih Hortikultura Purba Hortikultura
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan Balai Benih 3 | tahun 477,985,800 1|tahun 0] 22,892,700 3| tahun 477,985,800 Pertanian
teknologi pada Balai Benih Tanaman Pangan Jawa | Tanaman Pangan Jawa Tongah
Tongah
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan Balai Benih 3 | tahun 575,095,300 1tahun 27,104,000 27,104,000 100.00% 3| tahun 602,199,300 Pertanian
teknologi pada Balai Benih Perkebunan Panei Tongah | Perkebunan Panei Tongah
Pembibitan Kopi Arabika i pembibitan kopi arabika batang 1,874,989,000 | 320,000 | batang 732,984,300 batang 320,000 batang 732,984,300 36% 39% | Pertanian
Pembuatan Pupuk Bokasi Plus Terlaksananya pembuatan pupuk bokasi 240 | ton 425,978,000 240] ton 425,978,000 Pertanian
Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Hortikultura | Terlaksananya pembibitan kopi arabika 200,000 | batang 786,000 200,000( batang 786,000 Pertanian
Demplot Penerapan Teknologi Terlaksananya Demplot Penerapan Teknologi 11 | kec 249,205,500 11] kec 249,205,500 Pertanian
Pelatihan Tematik bagi Petani Terlaksananya Pelatihan Tematik bagi Petani 1 | keg 111,384,000 1| keg 111,384,000 Pertanian
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan/pengembangan jaringan irigasi tersier Lancarnya pengangkutan hasil produksi 8 unit 1,466,202,000 20| unit 3,819,225,000 2,536,448,000 66.41% 28 unit 4,002,650,000 Pertanian
pertanian pertanian dan jaringan irigasi
Peningkatan Infrastruktur Pertanian Lancarnya pengangkutan hasil produksi 47 unit 13,240,914,312 - 47 unit 13,240,914,312 Pertanian
pertanian dan jaringan irigasi
Pengembangan/peningkatan jalan pertanian jalan usaha tani unit 2,826,583,620 |96 unit 17,894,323,800 26| unit 4,593,500,000 4,591,692,000 99.96% 122|unit 22,486,015,800 169% 796% | Pertanian
Pengembangan Sumber-Sumber Air Tercapainya Peningkatan Produksi dan unit 3,765,568,800 71 | unit 15,470,481,403 - 71] unit 15,470,481,403 42% 411% | Pertanian
Produkivitas Tanaman Pangan
Peningkatan Infrastruktur, Prasarana dan Sarana Tercapainya Peningkatan Produksi dan - 59 | unit 3,720,557,900 - 59| unit 3,720,557,900, Pertanian
Pertanian Produktivitas Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Jaringan Irigasi 40 | unit 6,021,827,400 - 40| unit 6,021,827,400,
Pengembangan Jalan Usaha Tani//Jalan Produksi Terlaksananya peningkatan infrastruktur jalan - 31 | unit 1,114,951,000 31| unit 1,114,951,000 Pertanian
Pertanian produksi

Pamatang Raya, Mei 2022

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun,

Ir. RUSLAN SITEPU
NIP. 196309091995011002




Tabel T-C. 19
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN REALISASI RENSTRA TAHUN TAHUN YANG BERJALAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Capaian Kinerja RPIMD

Realisasi Capaian Kinerja

Target Kinerja dan Anggaran

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

No Kode Pemerintahan Daerah dan pada Tahun 2021 RPJMD s/d Tahun lalu RKPD Tahun berjalan yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi S > & Realisasi Anggaran Penanggung Ket.
Program/ kegiatan (i) (Akhir Periode RPIMD) | (n-2) 2020 (2016-2020) | dievaluasi ( (tahun n-1) 2021 (tahun n-1) 2021 (REA e AL (AR () RSDSIE) 2020 RPIMD s/d 2021 (%) Jawab
5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 x100%
1 2 ] 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN WAJIB
DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
PROGRAM PELAYANAN Terlaksananya Program Pelayanan
,050, 246,671,706 263,755,072 ,521,4 . - ,193, 73
g & ADMINSTRASI PERKANTORAN Administrasi Perkantoran dengan baik SE9:050.000 2 285222888 s CERFERSRE
iaan | ikasi GABUNG
2 1| o1 |Penvediaanjasa komunikasi, sumber | oo vomunikasi, air dan listrik 12 BIn 36,000,000| 12 BIn 1,942,726| 12 BIn 25,503,312| 12 BIn 13,052,874 12 BIn s1is| - 14,995,600 42 Dispora|  penGAN
daya air dan listrik
- - DIKIAR
3 1| op |Penvediaan peralatan dan Adanya fasilitas dan perlengkapan 12 BIn 50,000,000/ 12 BIn 49,000,000| 12 Bln 19,997,660 12 Bln 11,636,500 128In 58.19 - 60,636,500 121 Dispora
perlengkapan kantor kantor
1 03 |Penyediaan ATK Tersedianya ATK 12 BIn 30,000,000 12 BIn 13,489,000| 12 BIn 30,000,000 12 BIn 3,000,000 12 BIn 0| - 16,489,000 55 Dispora
1 04 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Kantor 12 BIn 15,000,000 0 0| 12BIn 3,950,760 12 Bin 2,032,500 12BIn 51.45 2,032,500 14 Dispora
penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan
5 1| 05 v € penggandaan di kantor Dinas 12 BIn 30,000,000/ 12BIn 9,805,000( 12 BIn 8,457,610 12BIn 2,513,900 12 BIn 29.72 - 12,318,900 41 Dispora
penggandaan .
Pendidikan
6 1| o |Penvediaan komponen instalasi listrik| Adanya fasilitas listrik dan penerangan | =, o) 15,000,000| 12 BIn 4,625,000 12 BIn 10,275,430| 12 BIn 2,690,000 12 BIn 26.18 - 7,315,000 49 Dispora
/ penerangan bangunan kantor kantor
T di ki d i di
7 1| 07 |penyediaan makanan dan minuman | @Seciene mEEnan CAnMALMANEL | -4 gy 25,000,000( 12 Bin 3,647,000 | 128In 28,460,300 12 Bln 15,851,000 12Bn ss70| - 19,498,000 78 Dispora
8 1| o8 ::;;z;t‘—ar;pztal::;:mam dan konsultasi | oo - perjalanan dinas ke dalam daerah| 12 BIn 200,000,000 12 BIn 39,575,000 | 12 BIn 50,000,000 12 BIn 82,884,711 12 BIn 165.77 - 122,459,711 61 Dispora
Rapat-i t kordinasi dan ke Itasi
1 09 apat-rapat kordinasi dan konsultasi Biaya perjalanan dinas ke dalam daerah 12 BIn 135,000,000 12 BIn 89,267,980 | 12 BIn 34,110,000 12 BIn 12 BIn
ke luar daerah
9 1| 10 |Penyediaanjasatenaga Dibayarkan gaiji honor dan supir 12 BIn 48,050,000 12 BIn 35,000,000| 12 Bln 48,000,000 12 BIn 48,000,000 12 BIn 100.00 - 83,000,000 173 Dispora
adminstrasi/teknis perkantoran
11 1| 11 |Penvediaan bacaan dan peraturan | Tersedianya Bahan Bacaan dan 12BIn 5,000,000( 12 BIn 320,000 | 12 BIn 5,000,000 | 12 BIn 3,860,000 128l 72| - 4,180,000 84 Dispora
perundang-undangan peraturan perundang-undangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA | " T
12 2 DAN PRASARANA APARATUR ::;‘:na dan Prasarana Aparatur dengan 0 195,368,000 72,828,000 69,887,992 95.96 265,255,992 0 Dispora
13 2 | 1 |Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meja Kerja,Meja 12 BIn o| 128BIn 159,058,000| 12 Bin o[128In 0 159,058,000 0 Dispora
Komputer,Kursi kerja,Lemari )
Py lih Rutin/ berkal d
14 2| 2 k:nmlzr' araan Rutin/ berkala gedung | o ¢ tin/ berkala gedung Kantor 12 BIn o| 12Bh 2,850,000 12 bulan o| 12 bulan o 0 - 2,850,000 0 Dispora
Py lih Rutin/ berkal Py lih Rutin/ berkala kend:
15 5 | 3 |Pemeliharaan Rutin/ berkala emeliharaan Rutin/ berkala kendaraan | ) 5, o| 12Bh 33,460,000 12 bulan 72,828,000| 12 bulan 69,887,992 95.96 - 103,347,992 0 Dispora
kendaraan dinas/ operasional dinas/ operasional
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN |Ter Program P .
16 3 128l 0| 12BIn 23,290,000 Dispora
APARATUR Disiplin Aparatur dengan baik " (G
3 01 |Pengadaan Pakaian Khusus hari hari | Terseidanya Pakaian Olahraga
17 tertentu 12BIn 0| 12BIn 23,290,000 12 Bln 0|12 bulan 0 0 0 23,290,000 0 Dispora
PROGRAM PENINGKATAN Ter Program 12 BIn 10,000,000 o 0
18 a PENGEMBANGAN SISTEM Pengembangan Sistem Pelaporan ~ Dispora
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Capaian Kinerja dan Keuangan dengan
KEUANGAN baik
a 01 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya penyusunan laporan 12 8In 5,000,000 R ol 12 butan 0 0 0 ° 0 0 0 0 Dispora
semesteran keuangan semesteran
P Pel K
a | oz | Fweshanteiaporan TeUaNERN | adanya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 12 Bin 5000000 - 0| 12 butan 0 12 bulan 0 0 0 - 0 0 0 Dispora
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Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
SKPD

Terlaksanaya penyusunan Rencana
Kerja Anggaran

12 BIn

20 4

Dokumen

Anggaran

Ter peny Dokumen

Pelaksanaan angaran

12BIn

Dispora

Dispora

Dispora

Terselenggaranya kompetisi olahraga +
22 5 y aan isi Olahraga [ Ter seleksi kbola SD dan - 725,760,000 - 0 0 0| 0 - 0 0 Dispora
SMP
Konsolidasi K °
23 s onso.ldafl lepemudaan dan Ter anya 663,552,000 0 0 0| - [ - ] 0 Dispora
Organisasi Olahraga dan organisasi olahraga
Terlak: b: lah
24 5 Pengembangan olahraga rekreasi r;:;:;"a"va pengembangan olanraga - 622,080,000| 1200 org 28,000,000 0 0 0 28,000,000 5 Dispora
25 5 :::'ar;\:rssala;n Olahradgaanbagi ) '(I":eflaksanaanya permassalan olahraga R o 20 ke 92,000,000 o o o 92,000,000 o Dispora

27 sarana sarana dan 864,000,000 161,970,000 156,471,359 96.61
dan prasarana olahraga prasarana olahraga (gabungan)
Peningkatan keimanan dan Ter i i
40,000
ketagwaan kepemudaan dan ketagwaaan kepemudaan

Dispora

Dispora

Dispora

Dispora

Page 2

g Pembinaan lpemuda pelopor Terlaksananya plemblnaaan pelopor 311,040,000 ° o Dispora
keamanan lingkungan | keamanan dan lingkungan
. - . 12.45
8 Pendidikan dan pelatihan dasar rer a pe dan 1,866,240,000 0 38,293,000 52 206,630,010 12 194,020,800 93.90 12 232,313,800 Dispora
kepemimpinan dasar kepemimpinan
PROGRAM PENGEMBANGAN
99,903,300 ,540, 94.63 ,540, 0 i
9 KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0 94,540,300 94,540,300 Dispora
9 Pengembangan kapasitas SOM Ter Kegiatan - ol o of 200 99,903,300 160 94,540,300 9463 | 160 94,540,300 0 Dispora
Kepramukaan

Pamatang Raya, 2022
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIMALUNGUN

ANDRI RAHADIAN, AP
NIP.19740805 199311 1 001



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2022 dan Realisasi Renstra Bappeda Tahun-Tahun yang Berjalan Kabupaten Simalungun

Target Kinerja dan Anggaran Perangkat
. rmy (dtevrd] N R n Realisasi Capaian Kinerja dan o v P Tererd] Rl Tt Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi
Urusan/Bidang Urusan . ] Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD tahun berjalan yang P o1 . | Tingkat Capaian Kinerja dan | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 9 P ) Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah Dan I LECR T AR 2021 (Akhir Periode RPJMD) s/d tahun 2021 (n-2) dievaluasi tahun 2022 (tahun n- | A"992ran RKPD yang dievaluasi | p ez i Anggaran RKPD (%) s/d tahun 2022 (tahun n-1) R EREDSNARR || oo || B8
N (outcome )/Kegiatan (output) tahun 2022 (tahun n-1) (tahun n-1) (%) agung
Program/Kegiatan 1) Jawab
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 11=10/5x100%
1 2 3 4 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 12 13
UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
01 Perencanaan
Program Penunjang Urusan Cakupan Pelayanan Administrasi
01]o01 Pemerintahan Daerah P 4 100% 4,997,450,956 82% 2,952,016,028 100% 5,845,400,000 28% 1,331,072,998 22,27% 22,27%) 64%| 4,283,089,026 82%| 85.71| BAPPEDA
yang tertangani
Kabupaten/ Kota
Perencanaan. Penganggaran Jumlah Dokumen Perencanaan.
01| 01| 201 dan Evaluasi Kinerja Perangkat penganggaran dan Evaluasi Kinerja 3 Dokumen 22,000,000 - - 0| 0| - - - -
Daerah Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 32 Orang/bulan 3,277,105,956 | 25 Orang/bulan 2,277,105,956 ('\r:ni:/,h\ dan 4,110,000,000 m,m,h“é: 988,930,341 100.00 24.06| 25 Orang/bulan 3,266,036,297 78.12] 99.66
0101202 Perangkat Daerah dan Tunjangan ASN
Jumlah Laporan Administrasi 8 Laporan 27,000,000 2 Laporan 2 Laporan 4 Laporan| 50
Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Jumlah Laporan Administrasi Barang
01011203 Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Laporan 5,000,000 1 Laporan 10000 1 Laporan
o1 | o1 | 205 Administrasi Kepegawaian Jumlah Pal.<el Administrasi 2 Paket 210,850,000 2 Paket 23,000,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Jumlah Paket Administrasi 28 paket 730,000,000 18 Paket 418,718,670 18 Paket 991,000,000 4 Paket| 261,411,508 22.22 26.38 22 Paket| 680,130,178 78.57| 93.17
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
o | o1 | 206 Jumlah Dokumen Administrasi 160 Paket 195,000,000 A . 19.17, 140 Paket 875
: Umum Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Administrasi
Umum Perangkat Daerah 242 Laporan 156,615,000 616 Laporan , f_fi‘i_‘ 42 Laporan| 3.81 42 Laporan| 17.35]
Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang
01| 01| 207 Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah Daerah
penyediaan Jasa Penunan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
01| 01 | 2.08 ny ) lang Penunjang Urusan Pemerintahan 72 Laporan 182,000,000.00 52 Laporan 132,138,159 | 52 Laporan 232,400,000 | 12 Laporan| 47,352,284 23.07| 20.38| 64 Laporan 179,490,443 88.88 98.62
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik
01 | 01 | 2.09 Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan 8 Unit 204,880,000 6 Unit 124,053,243 6 Unit 450,000,000 4 Unit 32,485,465 66.66 7.22 6 Unit| 156,538,708 75 76.41
P Daerah Pemerintahan Daerah
Jumlah dokumen koordinasi dan
0101|213 Penataan Organisasi penyusunan laporan kinerja pemerintah 1 Dokumen 14,000,000 1 Dokumen 12,000,000 | 1 Dokumen 893,400 100.00 7.45 1 Dokumen 100 0.00]
daerah
Program Perencanaan, Capaian Penyusunan Dokumen
01 | 02 Pengendalian dan Evaluasi perencanaan. pengendalian dan 99 730,000,000 78 479,911,202 100 1,415,000,000 18 137,843,250 59%| 0.10 96 Dokumen 617,754,452 96.96 84.62|BAPPEDA
Pembangunan Daerah evaluasi pembangunan daerah
Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen Penyusunan 3 Dokumen 360,000,000 7 Dokumen 399,416,202 | 7 Dokumen 895,000,000 | 2 Dokumen 87,575,250 28.57 9.78, 9 Dokumen|
dan Pendanaan Perencanaan dan Pendanaan
o1 | 02 | 201 Jumlah Berita Acara Penyusunan 4 Berita Acara q:ffn L:’j}'ﬁd 6 Berita Acara|
’ Perencanaan dan Pendanaan
Jumlah Usulan Penyusunan 1000 Usulan 1000 Usulan 1000 Usulan 22000 Usulan)
Perencanaan dan Pendanaan
Analisis Data dan Informasi -
Pemerintahan Daerah Bidan Jumlah Masukan Analisis Data dan
01 | 02 |2.02 9 Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 12 Masukan 230,000,000 6 Masukan 31,020,000 | 6 Masukan 250,000,000 | 2 Masukan 50,268,000 33.33 20.11 8 Masukan 81,288,000 66.66 35.34]
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi
01 | 02 |2.03 Pelaporan Bidang Perencanaan dan Pelaporan Bidang Perencanaan 12 Laporan 140,000,000 5 Laporan 49,475,000 | 5 Laporan 270,000,000 - N 10 Laporan| 49,475,000 83.33] 35.34]
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi
01| 03 Sinkronisasi Perencanaan P 98% 924,000,000 70% 97,097,774 100% 450,000,000 23%| 112,619,460 23%) 25.03] 93%| 209,717,234 94%| 22.70|BAPPEDA
Perencanaan Pembanguna n Daerah
Pembangunan Daerah
01 | 03 (2.01 Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Koordinasi 5 Dokumen 200,000,000 2 Dokumen 60,460,310 | 2 Dokumen 450,000,000 | 1 Dokumen 56,073,000 50.00] 12.46] 3 Dokumen 116,533,310 60 58.27|
Bidang Pemerintahan dan Perencanaan Bidang
Pembangunan Manusia Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia
Jumlah Laporan Koordinasi 1 Dokumen 203,000,000 2 Laporan 2 Laporan
Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
01 | 03 |2.02 Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Koordinasi 16 Dokumen 215,000,000 2 Dokumen 36,637,464 | 2 Dokumen 1 Dokumen 56,546,460 50 4 Dokumen| 93,183,924 66.66| 43.34]
Bidang Perekonomian dan Perencanaan Bidang Perekonomian
SDA (Sumber Daya Alam) dan SDA (Sumber Daya Alam)
Jumlah Laporan Koordinasi 2 Laporan 2 Laporan




argetnenaananoaan Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi FEENTLES
Urusan/Bidang Urusan RiketedKinenaEroaran Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD tahun berjalan yang Anggaran RKPDlyang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Anggaran RPUMD s/d tahun 2022 Daerah
Pemerintahan Daerah Dan tcome )Kegiatan (output) 2021 (Akhir Periode RPJMD) s/d tahun 2021 (n-2) dievaluasi tahun 2022 (tahun n- tahun 2022 (tahun n-1) Realisasi Anggaran RKPD (%) s/d tahun 2022 (tahun n-1) (tahun n1) (%) Penanggung
Program/Kegiatan (e 9 P 1) it Jawab
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 11=10/5x100%
3 4 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp 12
Perencanaan Bidang Perekonomian
dan SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 150,000,000 2 Dokumen 277,717,066 | 2 Dokumen 800,000,000 | 1 Dokumen 50,722,485 50.00 6.34 3 Dokumen| 328,439,551 218.96
Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Bidang Infrastruktur
Kewilayahan dan Kewilayahan
Jumlah Laporan Koordinasi 12 Dokumen 156,000,000 | 4 Laporan 4 Laporan - - 8 Laporan 66.66
Perencanaan Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan
Program Penelitian dan Capaian fasilitasi penelitian dan
Pen%embangan Daerah pe:gembangan dZerah 00 300,000,000 B B | | "|BAPPEDA
:nglrg;angan Inovasi dan \J:(;?):Q ::;;o%:EnH;:glPengembangan 1 Laporan 1 Laporan 300,000,000 ~ _ | i

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SIMALUNGUN

RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si

PEMBINA TK |

NIP. 19790908 199711 1 001
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TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

Kabupaten Simalungun

_ N N . . Capaian Kinerja RPIMD — N N Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan N — L Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan | Indikator Kinerja Program (outcome)/  Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja RPIMD N Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran L Perangkat Daerah
No Kode P / Kegiat tout Pada Tahun 2021 s/d Tahun Lalu (n-2) RKPD Tahun berjalan Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun n-1 Realisasi Anggaran RPJMD P ) b Ket.
rogram/ Kegiatan (output) (Akhir Priode RPJMD) yang dievaluasi (tahun n-1) yang Dievaluasi (tahun n-1) B8 B s/d Tahun n-1 (%) enanggung Jawal
1 2 3 . 3 5-8/7x100% 10-6+8 11=10/5x100% 2 =
K Rp 3 Rp K Rp K Rp K Rp 3 Rp K Rp
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 21,064,790,448 18,239,468,891 13,262,424,444 2,102,283,434 15.85 20.341.752.325 96.57 | RSUD PARAPAT
1.02 Bidang Kesehatan 21,064,790,448 18,239,468,891 13,262,424,444 2,102,283,434 15.85 20,341,752,325 96.57 | RSUD PARAPAT
1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Kegiatan 13,026,428,003 11,473,889,325 12,133,670,044 2,063,084,434 17.00 13,536,973,759 103.92 RSUD PARAPAT
Kabupaten/Kota
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,037,442,641 1,871,592,875 2,444,424,916 480,069,847 19.64 2,351,662,722 11542 |  RSUD PARAPAT
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 280rg 2,037,442,641 | 280rg 1,871,502,875 | 280rg 2,444,424,916 280rg 480,069,847 280rg 19.64 280rg 2,351,662,722 280rg 115.42 RSUD PARAPAT
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 240,000,000 227,361,985 490,023,500 76,527,000 15.62 383,838,985 159.93 |  RSUD PARAPAT
Penyediaan Instalasi Listrrik, Jumlah paket 1 instalasi listrik,
1.02.01.2.06.01 st 1 paket 1 paket 1 paket 100,000,000 1 paket - 1 paket 000  1paket - 1 paket 0.00[  RSUD PARAPAT
Bangunan Kantor bangunan kantor yang disedikan
1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor L‘:;Z;:k":nke‘ peralatan dan perlengkapan kantor yang 1paket 1 paket 1 paket 176,212,300 1 paket 35,719,000 1 paket 2027 |  1paket 35,719,000 1 paket 000  RSUD PARAPAT
1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 1 paket 1 paket 1 paket 107,739,600 1 paket 38,648,000 1 paket 3587 |  1paket 38,648,000 1 paket 0.00[  RSUD PARAPAT
1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 1 paket 1 paket 1 paket 76,071,600 1 paket 2,160,000 1 paket 284 |  1paket 2,160,000 1 paket 0.00[  RSUD PARAPAT
o ) Jumlah | I t koordinasi d
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKpD [\ = 1 9PC/an Penvelenggaraan fapatkoordinasi dan 128In 240,000,000 | 128in 227,361,985 | 128In 30,000,000 128In - 128In 000|  128In 227,361,985 128In 94.73|  RSUD PARAPAT
1.02.01.2.07 Pengadaan Ea';:i"::'" Daerah Penunjang Urusan 40,000,000 39,975,000 - - 0.00 39,975,000 99.94 RSUD PARAPAT
1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang disediakan 10jenis 40,000,000 | 10 jenis 39,975,000 - - 0.00 39,975,000 99.94 |  RSUD PARAPAT
Jasa Urusan
1.02.01.2.08 Daereh 2,608,985,362 2,448,299,416 3,699,221,628 854,206,675 23.09 3,302,506,091 126.58 |  RSUD PARAPAT
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 12 laporan 12laporan ‘aplozran 1,224,000 | 12laporan -| 121aporan 0.00| 12laporan -|  121aporan 0.00|  RSUD PARAPAT
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 22" [2Poran penyediaan jasa komunikasi sumber dava | - 3¢, 199,985,362 | 36 laporan 148,209,416 | 3° 379,997,628 | 36 laporan 42,206,675 | 36 laporan 1111 | 36laporan 190,506,091 | 36 laporan 95.26 RSUD PARAPAT
air dan listrik yang disediakan laporan
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor x':;;;s‘:gi‘:fa"npe"“d'“" jasa pelayanan umumkantor | 500 2,409,000,000 | 12 laporan 2,300,000,000 ‘apizm 3,318,000,000 |  12laporan 812,000,000 | 12 laporan 2447 | 121aporan 3,112,000,000 | 12 laporan 129.18 |  RSUD PARAPAT
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2,600,000,000 2,551,550,076 - 0.00 2,551,550,076 98.14 RSUD PARAPAT
Pemerintah Daerah
) I 1
1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan |, .\, dung kantor yang di 1 bangunan/ 2,600,000,000 | bangunan/ 2,551,550,076 - - - - - 0.00 2,551,550,076 - 98.14|  RSUD PARAPAT
Lainnya gedung
gedung
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 5,500,000,000 4,335,109,973 5,500,000,000 652,280,912 11.86 4,987,390,885 90.68 |  RSUD PARAPAT
1.02.01.2.10.01 yanan dan j yanan BLUD L ‘;":Lan:;L:Ee‘(:y"fn'::"YEd'aka” pelayanan dan 1BLUD 5,500,000,000 | 1BLUD 4,335,109,973 | 1BLUD 5,500,000,000 1BLUD 652,280,912 1BLUD 11.86 1BLUD 4,987,390,885 1BLUD 90.68 RSUD PARAPAT
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan 8,038,362,445 6,765,579,566 1,128,754,400 39,199,000 3.47 6,804,778,566 24.65 RSUD PARAPAT
Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 8,038,362,445 6,765,579,566 E 763,254,400 . - . 0.00 6,765,579,566 . 84.17 |  RSUD PARAPAT
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasiltas Pelayanan Kesehatan Jumiah Sarana Fasiltas Pelayanan Kesehatan yang 4sarana 4,267,005,371| 4s2rana 3,836,642,556 - - - - - 0.00 3,836,642,556 - 89.91|  RSUD PARAPAT
disediakan fasilitas fasilitas
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan [Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan ~ ~
1.02.02.2.01.13 K Kesehatan yang disediakan 1 prasarana 50,000,000 | 1 prasarana 49,995,000 - - - 0.00 49,995,000 - 99.99 RSUD PARAPAT
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas |Jumlah alat kesehatan/alat p.enu‘njang medik fasilitas 5alat 2,729,124,441 Salat 2,385,053,852 . ~ ~ ~ ) 0.00 2,385,053,852 . 87.39 RSUD PARAPAT
Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan yang disediakan kesehatan kesehatan
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah obat dan vaksin yang disediakan 120 obat 992,142,633 | 100 obat 493,888,158 | 120 obat 485,021,300 120 obat -] 120 obat 000 120 obat 493,888,158 | 120 obat 49.78 | RSUD PARAPAT
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah bahan habis pakai yang disediakan 80 bhp 80 bhp 90 bhp 178,233,100 90 bhp - 90 bhp 0.00[  8bhp - 90 bhp 000  RSUD PARAPAT
1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Jumlah alat kesehatan/alat penuja‘ng medik féSIhtaSl 5alat 100,000,000 | 5 alat kesehatan _| 5 alat kesehatan 0.00 Salat _| 5 alat kesehatan 0.00 RSUD PARAPAT
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan kesehatan vang terpelihara sesuai standar ) )
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 365,500,000 39,199,000 10.72 39,199,000 0.00|  RSUD PARAPAT
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
12
1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit 12 dokumen 12 dokumen dokumen 300,000,000 | 12 dokumen 39,199,000 | 12 dokumen 13.07 | 12 dokumen 39,199,000 | 12 dokumen 0.00[  RSUD PARAPAT




1.02.02.2.02.35

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di

1 fasilitas
kesehatan

1 fasilitas

1 fasilitas|

65,500,000

1 fasilitas

1 fasilitas

0.00

1 fasilitas

1 fasilitas
kesehatan

0.00

RSUD PARAPAT

Kabupaten/Kota

JUMLAH

1/kota

21,064,790,448

18,239,468,891

13,262,424,444

2,102,283,434

15.85

20,341,752,325

96.57%

RSUD PARAPAT

DIREKTUR RSUD PARAPAT
KABUPATEN SIMALUNGUN

dr. HENRY JIMMY GULTOM
NIP. 197909282010011011




Tabel T-C. 19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun

Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Tingkat capaian Kinerja & Perangkat
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPJMD | Realisasi Capaian Kinerja get Kiner] Realisasi Capaian Kinerja dan ! g . pal Realisasi kinerja dan |ne.rja . 8
A i Anggaran RKPD Tahun ) .| Kkinerja dan realisasi Daerah
NO Kode Pemerintahan Daerah dan Program ( Out come) / | Pada Tahun 2021 ( Akhir [RKPD s/d Tahun Lalu ( n- ) . . | Anggaran RKPD yg di evaluasi L Anggaran RKPD s/d .| Ket
Program Kegiatan Kegiatan ( Out put ) eriode RPJMD ) 2) berjalan yg dievaluasi Tahun n-1) realisasi tahunn-1 Anggaran Penanggungj
8 8 8 P P (tahun n-1) anggaran RKPD RPJMD s/d awab
Tahun n-1
P 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7x100% 10=6+8 11 =10/5 x 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp
PROGRAM PENUNJANG
1.(102] 01 URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02| o1 | 202 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
. " . Tersedianya gaji dan 11 11 11 11 33.10 6,184,299,200 99.81
1 10201 i . )
202 | 01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN tunjangan ASN di RSUD Item 6,196,180,911 |Item 4,183,099,906 |ltem 6,045,916,515 [ltem |5 bin 2,001,199,294
1 02| 01| 206 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Tersedianya Perlengkapan 4 Pkt 90,387,600 | 4 Pkt 62,061,350.00 - 62,061,350 68.66
Penyediaan peralatan dan Kantor dan RS spt:
! 021 01| 206 |02 perlengkapan kantor Komputer,Printer, Alkes dan
Peralatan Rumah Tanaaa
. Tersedianya Peralatan Rumah | 2 pkt 145,022,200 | 2 pkt 139,482,200 | 3 Pkt 167,634,000 | 1 Pkt |5 bin 29,950,000 17.87 169,432,200 116.83
1 02 | 01 | 2.06 | 03 [Penyediaan peralatan rumah tangga tangga RS
1 02| 01| 206 |04 |Penyediaan bahan logistik kantor | crSedianya makan minum | 2 Pkt 858,816,400 | 2 Pkt 558,265,000 - 558,265,000 65.00
Pasien di RS
Penyelenggaraan rapat koordinasi ||/ Soiengaranya rapat 150 62,140,400 0 0.00 )
1 |o2| 01| 206 |og]| crvelenggaraan rap koordinasi dan konsultasi dokum
dan konsultasi SKPD
SKPD en
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumiah Form dan Rekam 1Pkt 25,000,000 0 0.00 -
1 02| 01| 206 |05 Medis pasien yang
Penggandaan ) I
diersediakan
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 02 01| 207 Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa P jang
! 02|01 208 Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya Listrik,Air dan (3 jtem 160,015,109 |3 item 121,475,945 | 3 ltem 275,101,200 |3 Item| 5 bin 30,782,222 11.19 152,258,167 95.15
1 102] 01| 208 |02 ) i e
sumber dava air dan listrik Telepon, Wifi di RS
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Jasa Layanan 2 Paket 35,555,000 | 2 Pkt |5 bin 34,760,000 97.76 34,760,000 H#VALUE!
1 ]102] 01| 208 |03 s
Perlenakapan Kantor umum Kantor
Penyediaan jasa pelayanan umum | Tersedianya Tenaga Medis 1 Pkt 3,156,000,000 | 1 Pkt 6,684,321,423 | 1Pkt 4,302,000,000 | 1 Pkt|5BIn 905,000,000 21.04 7,589,321,423 240.47
1 ]102] 01| 208 |04 -
kantor dan Non Medis di RS
1 102] 01| 210 Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan penunjang pelayanan Tersedianya Kegiatan 1Pkt| 10,000,000,000 | 1 Pkt 8,526,761,019 | 1Pkt 8,000,000,000 | 1 Pkt|5bin|  3,787,496,652 47.34 12,314,257,671 123.14
1 02|01 210 |01 pelayanan dan penunjang
BLUD RILIN
Pemeliharaan Barang Milik
1 02 01| 209 Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
" . 4 Pkt 28,880,000 0 0.00 - #DIV/0!
1 021011 209 |06 Pelmellharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Tersedianya Pemeliharaan 6 Unit 80,110,800 (3 Unit|5 bi